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ABSTRAK

Nama : LisaOliviaEnjelina
Program Studi . Ilmu Hukum
Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Perlawanan Atas Eksekusi

Keputusan Pengadilan Menurut Pasal 195 Ayat (6) HIR
(Studi  Kasus Putusan Pengadilan Nomor
291/Pdt.G/2009/PN. Jkt. Tim).

Penelitian ini bertujuan untuk untuk mengetahui untuk menjelaskan
pengaturan mengenai tenggang waktu dan proses pemeriksaan perlawanan
terhadap eksekusi keputusan pengadilan dalam praktek peradilan perdata.

Eksekus sebagal salah satu tindakan hukum yang dilakukan oleh
pengadilan kepada pihak yang kalah dalam suatu perkara dan memiliki peran yang
sangat penting bagi sempurnanya proses peradilan perdata yang membutuhkan
pel aksanaan putusan secara paksa. Eksekusi termasuk dalam tata tertib beracara
yang diatur dalam Het Herzene Inlandsch Reglement (HIR) atau Rechtsreglement
Buitengewesten (RBG), merupakan proses terakhir dalam suatu tata tertib
beracara di peradilan perdata. Eksekusi adalah tindakan paksaan oleh pengadilan
terhadap pihak yang kalah dan tidak mau melaksanakan putusan secara sukarela.

Jika terjadi ketidakpuasan pihak yang kalah terhadap putusan akhir dari
hakim yang kemudian diredisasikan lewat eksekusi dapat mengajukan
perlawanan terhadap putusan tersebut. Perlawanan merupakan upaya hukum biasa
untuk melawan putusan verstek, banding dan kasasi. Menurut Pasal 195 ayat (6)
HIR, ada dua jenis perlawanan terhadap putusan atau penetapan pengadilan. Hal
itu dapat dilihat dari kalimat “jika pelaksanaan putusan itu dilawan, juga
perlawanan itu dilakukan oleh orang lain yang mengakui barang yang disita itu
sebaga miliknya.

Perlawanan/Bantahan diperbolehkan, karena ada landasan hukumnya pada
Pasa 207 HIR, dengan syarat Ketua Pengadilan Negeri menerima gugatan
perlawanan ini untuk diperiksa terlebih dahulu. Berdasarkan pertimbanganya
Ketua Pengadilan Negeri pada waktu itu, pada akhirnya mengabulkan penundaan
eksekus untuk sementara waktu sampa putusan perlawanan memperoleh
kekuatan hukum tetap. Proses pemeriksaan perlawanan sengketa perdata sama
dengan proses pemeriksaan pada suatu gugatan. Dalam halnya perlawanan pihak
ketiga terhadap sita jaminan, yaitu sita conservatoir dan sita revindicatoir, tidak
diatur balk dalam HIR, RBg atau RV, namun dalam praktek menurut
Y urisprudensi, perlawanan yang digjukan oleh pihak ketiga selaku pemilik barang
yang disita dapat diterima, juga dalam hal sita conservatoir ini belum disyahkan.
Dalam putusan, tidak mengurangi hak pihak ketiga mengajukan Perlawanan
apabila salah satu pihak mengajukan banding. Begitu pula perintah pengangkatan
Conservatoir Beslag yang ditetapkan PT dalam tingkat banding, tidak
menggugurkan hak untuk menggukan Perlawanan jika salah satu pihak
mengaj ukan kasasi.

Patokan penerapan jangka waktu pengguan Perlawanan terhadap
Conservatoir Bedlag, tetap boleh dan terbuka selama proses pemeriksaan masih
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berlanjut, mulai dari tingkat pertama, tingkat banding dan kasasi. Saat proses
pemeriksaan berhenti pada saat itulah tertutup hak mengajukan Perlawanan.

Kata Kunci: Perlawanan, Eksekusi, Keputusan Pengadilan.
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ABSTRACT

Name : LisaOliviaEnjelina
Study Program . Law
Title . Juridical Review Resistance Against Execution of Court

Decisions On According to Article 195 Paragraph (6)
HIR (Case Study Court Decison Number:
291/Pdt.G/2009/PN. Jkt. Tim).

This study aimed to find out to explain the arrangement of the grace period
and the examination process execution against a court decision in a civil judicia
practice.

Execution as one of the legal action undertaken by the court to the losing
party in a case and has a very important role to perfection of the civil legal process
that requires the implementation of the decision by force. Execution included in
the order of proceedings set forth in Herziene Inlandsch Het Reglement (HIR) or
Rechtsreglement buitengewesten (RBG), is the last process in an order in civil
judicia proceedings. Execution is the act of coercion by the courts against the
losing party is not willing to voluntarily implement the decision.

If there is dissatisfaction with the losing side against final decisions of the
judges who then realized through the execution can be filed against the verdict.
Resistance is a common legal efforts to fight the verdict verstek, appea and
cassation. According to Article 195 paragraph (6) HIR, there are two types of
resistance against the verdict or court order. It can be seen from the phrase "if it
resisted the implementation of the verdict, also the resistance was carried out by
others who recognize the objects seized it as his own.

Resistance / denial is alowed, because there is legal basis in Article 207
HIR, provided the Chairman of the District Court accepted the lawsuit of this
resistance to be examined first. Based pertimbanganya Chief District Court at the
time, eventually granted a stay of execution for a while until the decision of the
resistance and binding. The process of examining resistance equal civil disputes
with the inspection process in a lawsuit. In the case of resistance against the
sequestration third party, namely seizure and confiscation conservatoir
revindicatoir, is not regulated in both the HIR, RBg or RV, but in practice
according to jurisprudence, the resistance presented by third parties as the owner
of the confiscated goods is acceptable, also in terms of seizure conservatoir has
not been approved. In the decision, did not reduce the rights of third parties
submit Resistance if either party appealed. Similarly, the appointment orders
Conservatoir Beslag specified in the appeal, did not abort the right to apply for the
Resistance if either party appealed.

The benchmark application filing period Resistance to Conservatoir Beslag,
and may remain open during the inspection process is still ongoing, ranging from
the first level, the appellate and cassation. When the inspection process stops
when it is closed right to the Resistance.

Keywords: Resistance, Execution, Court of Decision
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BAB |
PENDAHULUAN

A. LATARBELAKANG

Proses pemeriksaan perkara perdata di sidang pengadilan pada hakekatnya
bertujuan untuk menyelesaikan perkara yang dimanifestasikan dalam bentuk
putusan pengadilan. Putusan pengadilan ini dimaksudkan untuk mengakhiri
persoalan yang menjadi sengketa dan menetapkan bagaimana hukum terhadap
sengketa tersebut. Hal ini sgjalan dengan yang diungkapkan oleh M. Nur Rasaid,
bahwa tujuan diadakannya suatu proses di muka Pengadilan adalah untuk
memperoleh keputusan Hakim yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap,
artinya suatu putusan yang tidak dapat diubah kembali.*

Pemeriksaan perkara memang diakhiri dengan putusan, akan tetapi dengan
dijatunkan putusan belum selesal persoalannya. Putusan itu harus dilaksanakan
atau dijalankan. Dengan demikian, putusan hakim mempunya kekuatan
eksekutorial, yaitu kekuatan untuk dilaksanakan apa yang menjadi ketetapan
dalam putusan itu secara paksa dengan bantuan alat-alat Negara. Adapun yang
memberikan kekuatan eksekutorial pada putusan hakim adalah kepala putusan
yang berbunyi : “Demi Keadilan Yang Berdasarkan KeTuhanan Yang Maha
Esa’ .

Tidak semua putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum
eksekutorial (executoriale kracht). Artinya, tidak semua putusan dengan

sendirinya melekat kekuatan pelaksanaan sehingga tidak semua putusan

! M. Nur Rasaid, Hukum Acara Perdata, Cet. 3, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), hal. 48.

2 Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Edisi 7, Cet. 1, (Y ogyakarta:
Liberty, 2006), hal. 247.
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pengadilan dapat dieksekusi.®> Putusan pengadilan yang perlu dieksekusi atau
dilaksanakan hanyalah putusan yang amar atau diktumnya adalah condemnator,
artinya mengandung suatu penghukuman.” Putusan yang amar atau diktumnya
adalah declarator atau konstitutief tidak perlu dieksekusi atau dilaksanakan,
karena begitu putusan declarator atau konstitutief diucapkan, maka keadaan yang
dinyatakan sah oleh putusan declarator mulai berlaku pada saat itu juga, seperti
penetapan seseorang menjadi ahli waris dan penetapan sebidang tanah adalah
milik penggugat/tergugat; atau dalam halnya putusan konstitutief, keadaan baru
sudah tercipta pada detik itu pula, misalnya putusan pernyataan pailit dan putusan
dengan pembatalan suatu perjanjian.’ Selain itu, ada pula putusan yang tidak dapat
dijalankan (non executabel) karena amar atau diktum putusan yang tidak jelas
untuk dilaksanakan. Adapun putusan yang non executabel tersebut, antara lain:®

a. Putusan yang bersifat declarator;
Barang tereksekusi tidak ada;
Barang obyek eksekusi di tangan pihak ketiga;
Eksekus terhadap penyewa non executabel;
Barang tereksekusi tidak jelas identitasnya;

+ 8B ¥

Barang tereksekusi dijaminkan kepada pihak ketiga;
Barang tereksekusi milik Negara;

> @

Barang tereksekusi berada di luar negeri;

Dua putusan yang saling berbeda/berlawanan;

Pada prinsipnya, putusan hakim Pengadilan Negeri dapat dilaksanakan
apabila telah memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde, power in
force). Abdulkadir Muhammad berpendapat bahwa

“Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap adalah
putusan yang menurut ketentuan undang-undang tidak ada
kesempatan lagi untuk menggunakan upaya hukum biasa untuk

¥ M. Yahya Harahap (a), Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata, Edisi
2, Cet. 1, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000), hal. 7.

* R. Subekti, Hukum Acara Perdata, Cet. 3, (Bandung: Bina Cipta, 1989), hal. 130.
® 1bid.

® M. Yahya Harahap (), Op. Cit., hal. 335.

Universitas Indonesia
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melawan putusan tersebut, sedangkan putusan yang belum
mempunyai kekuatan hukum tetap adalah putusan yang menurut
ketentuan undang-undang masih terbuka kesempatan untuk
menggunakan upaya hukum untuk melawan putusan tersebut,
misalnya perlawanan (verzet), banding, dan kasasi.’

Balk penggugat maupun tergugat telah menerima dengan balk putusan
tersebut. Dan yang perlu dijalankan adalah putusan hakim yang mengandung
perintah kepada suatu pihak, seperti untuk menyerahkan suatu barang,
mengosongkan rumah atau sebidang tanah, melakukan sesuatu, menghentikan
sesuatu, atau membayar sgfumlah uang.

Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, memiliki tiga
macam kekuatan, sehingga putusan tersebut dapat dilaksanakan, yaitu: kekuatan
mengikat, kekuatan bukti, dan kekuatan untuk dilaksanakan.® Sifat mengikat dari
putusan itu bertujuan untuk menetapkan suatu hak atau suatu hubungan hukum
antara pihak-pihak yang berperkara, atau menetapkan suatu keadaan hukum
tertentu, atau untuk melenyapkan keadaan hukum tertentu.’

Namun pada kenyataannya, tidak jarang kita menjumpa amar putusan
pengadilan yang tidak dilaksanakan atau direalisasikan secara sukarela oleh pihak
yang kalah. Apabila pihak yang kalah menjalankan putusan tersebut secara
sukarela, maka tanpa paksaan dari pihak mana pun, pihak yang kalah akan
menjalankan pemenuhan hubungan hukum yang dijatuhkan kepadanya. Dengan
sukarela pihak yang kalah memenuhi secara sempurna segala kewagjiban dan
beban hukum yang tercantum dalam amar putusan tersebut. Apabila pihak yang
kalah tidak mau menjalankan putusan dan tidak mau memenuhi kepentingan
pihak yang menang agar putusan dijalankan dan kepentingan pihak yang menang
dipenuhi oleh pihak yang kalah adalah dengan jalan secara paksa oleh pihak
pengadilan atau secara eksekusi.

" Abdulkadir Muhammad, Hukum Acara Perdata Indonesia, Cet. 7, (Bandung: Citra
Aditya Bhakti, 2000), hal. 158.

8 H.M. Abdurrachman, Hukum Acara Perdata, Cet. 4, (Jakarta: Universitas Trisaksi
Jakarta, 1992), hal. 111.

® Abdulkadir Muhammad, Op.Cit., hal. 158.
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Adapun rekayasa acara pengeksekusian menurut Soeharto, dalam bukunya
yang berjudul “Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata’ (Ceramah Ketua Pengadilan
Tinggi DK Jakarta), yang diterbitkan oleh Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata
Usaha Negara K ejaksaan Agung RI, sebagai berikut:*°

a. Permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri yang pada tingkat
pertama memeriksa perkaraitu, (vide Pasal 196 HIR jo. Pasal 195 ayat (1)
HIR);

b. Penegoran (aanmaning), (vide Pasal 196 HIR);

c. Surat perintah eksekusi dengan semua biaya untuk menjalankan eksekusi
itu, (vide Pasal 197 HIR);

d. Peringatan dengan sidang insidentiil dan berita acara, (vide Pasa 196

HIR);

e. Ketua Pengadilan Negeri membuat penetapan tentang dikabulkannya
permohonan eksekusi tersebut, (vide Pasal 195 HIR);

f. Dibuat berita acara sita eksekusi (executie beslag), (vide Pasal 197 ayat (6)

HIR);

g. Dibuat berita acara eksekusi riil (executie riil), (vide Pasal 186 HIR jo.

Pasal 197 ayat (6) HIR).

h. Barang tereksekusi milik harta kekayaan bersama.

Dengan adanya putusan hakim tersebut pihak yang kalah atau pihak lain
yang merasa dirugikan dapat mengajukan upaya hukum untuk menuntut haknya
dengan upaya hukum luar biasa berupa perlawanan/bantahan (verzet). Pada
hakekatnya, perlawanan sebagai upaya hukum luar biasa, merupakan langkah
awa yang formal dan resmi daam membela hak dan kepentingan seseorang.
Bobot perlawanan sebagai upaya hukum, adalah “hak” yang diberikan undang-
undang kepada derden verzet (perlawanan pihak ketiga) atau partai verzet
(perlawanan oleh pihak yang kalah) untuk mengajukan perlawanan kepada pihak
lawan.! Oleh karena itu, perlawanan berbobot sebagai hak, bukan sebagai

10 Soeharto, Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata, (Jakarta: JAM DATUN Kejaksaan
Agung RI, 1994), hal. 16.
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kewgjiban hukum, maka fungsinya bersifat “fakultatif”, yakni terserah kepada
pihak yang berkepentingan untuk mempergunakannya atau tidak.

Berdasarkan Pasal 207 HIR, dijelaskan bahwa perlawanan/bantahan orang
yang berutang terhadap pelaksanaan putusan, baik berupa barang tetap maupun
barang tidak tetap (barang bergerak), harus diberitahukan oleh orang yang hendak
membantah/melawan tersebut dalam bentuk surat atau lisan kepada Ketua
Pengadilan Negeri. Dalam pasal tersebut juga diurakan bahwa
perlawanan/bantahan ini tidak dapat menunda pelaksanaan putusan (eksekus),
kecuali Ketua Pengadilan Negeri memberikan perintah supaya hal ini
ditangguhkan sampai jatuh Putusan Pengadilan Negeri. Dalam praktek,
pelaksanaan putusan berhenti seketika tanpa adanya perintah dari Ketua
Pengadilan Negeri untuk menghentikan perkara tersebut, begitu digukannya
perlawanan, kecuali dalam amar putusan dikabulkannya tuntutan serta merta
(uitvoerbaar bij voorraad). Dengan demikian ada perbedaan antara teori dan
praktek.

Adapun tujuan dari perlawanan terhadap eksekusi keputusan pengadilan
adalah sebagai berikut:*

a. Untuk menunda;

b. Membatalkan eksekusi dengan jalan menyatakan putusan yang hendak
dieksekusi tidak mengikat;

c. Mengurangi nilai jumlah yang hendak dieksekusi.

Perlawanan terhadap eksekusi keputusan pengadilan diatur sesuai dengan
Pasal 195 ayat (6) HIR, yakni berbunyi sebagai berikut:

“Jika pelaksanaan keputusan itu dilawan, juga perlawanan itu
dilakukan oleh orang lain yang mengakui barang yang disita itu
sebagai miliknya, maka hal itu serta segala perselishan tentang
upaya paksa yang diperintahkan itu, diajukan kepada dan
diputuskan oleh pengadilan negeri yang dalam daerah hukumnya
harus dilaksanakan keputusan itu.” =3

' 'M. Yahya Harahap (b), Perlawanan Terhadap Eksekusi Grose Akta serta Putusan
Pengadilan dan Arbitrase dan Standar Hukum Eksekusi, Cet. 1, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti,
1993), hal. 4.

2M. Yahya Harahap (a), Op.Cit., hal. 434.
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Berdasarkan ketentuan pasal di atas, dapat disebutkan 3 (tiga) hal pokok
perlawanan terhadap eksekusi keputusan pengadilan, sebagai berikut:
a. Perlawanan dilakukan terhadap keputusan;
b. Perlawanan digjukan baik oleh pihak ketiga (derden verzet) maupun oleh
pihak yang kalah (partai verzet);
c. Perlawanan digjukan kepada Pengadilan Negeri dalam daerah hukum
dilaksanakannya keputusan itu.

Pertama, bahwa perlawanan dilakukan terhadap keputusan yang
merupakan penetapan Ketua Pengadilan Negeri untuk melaksanakan eksekusi
atau lelang atas permohonan pihak yang menang dengan persyaratan bahwa
keputusan tersebut telah berkekuatan hukum yang tetap (termasuk juga grose
akta), keputusan digukan kepada Ketua Pengadilan Negeri dan pihak yang
kalah/tereksekusi tidak secara sukarela melaksanakan keputusan pengadilan
tersebut. Apabila salah satu persyaratan di atas tidak terpenuhi, maka tidak dapat
dilakukannya eksekusi keputusan pengadilan.

Kedua, bahwa perlawanan digukan oleh pihak ketiga (derden verzet)
dapat diartikan bahwa perlawanan digjukan oleh bukan pihak dalam perkara
melainkan pihak lain berdasarkan atas alas “hak milik” dimana pihak lain tersebut
mempunyai kepentingan terhadap barang eksekusi. Namun menurut Retnowulan,
bahwa perlawanan dapat juga digjukan oleh pihak yang kalah (partai verzet)
dalam perkara dikarenakan ia tidak ingin menjalankan eksekusi keputusan secara
sukarela.

Ketiga, bahwa perlawanan digjukan kepada Pengadilan Negeri dalam
daerah hukum dilaksanakannya keputusan itu. Dengan demikian, Pengadilan
Negeri sebagai tempat yang menerima perkara perlawanan sekaligus tempat
pemeriksaan perkara perlawanan.

Dengan persyaratan seperti di atas, bahwa perlawanan dilakukan terhadap
keputusan yang telah berkekuatan hukum tetap dan perlawanan digjukan baik oleh
pihak ketiga (derden verzet) maupun oleh pihak yang kalah (partai verzet) serta
perlavanan digjukan kepada Pengadilan Negeri dalam daerah hukum

3 Wahab Daud, HIR Hukum Acara Perdata, Cet. 3, (Jakarta: PUSBAKUM, 2002), hal.
48,
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dilaksanakannya keputusan itu. Maka dapat disimpulkan bahwa hal-hal tersebut
yang menjadikan perlawanan merupakan upaya hukum luar biasa dalam perkara
perdata.

Hampir setigp eksekusi yang akan dilaksanakan, dihantam dengan
perlavanan/bantahan sehingga melumpuhkan atau menunda pelaksanaan
eksekusi. Salah satu contoh pengguan perlawanan yang mengakibatkan
pelaksanaan eksekusi menjadi tertunda adalah kasus yang akan penulis uraikan
dalam penulisan ini, yaitu kasus Putusan Pengadilan dengan Nomor Perkara:
291/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Tim. Secara singkat, dapat diuraikan sebagal berikut: Pada
tanggal 28 Agustus 2007, Ny. Surto Uli Tambunan atau selanjutnya disebut
Penggugat, mengajukan gugatan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Timur,
melawan Ny. Rumani atau selanjutnya disebut Tergugat. Dengan obyek sengketa
berupa sebidang tanah seluas £ 86 m2 berikut bangunan Kios/Toko No. C, yang
terletak di Perumnas Klender, Kelurahan Mal aka Jaya, Jakarta Timur.

Kemudian, sengketa tersebut dimenangkan oleh Penggugat, dengan
putusan bahwa:**

1. Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut untuk menghadap di
persidangan tidak hadir;

2. Menjatuhkan putusan secara verstek (tanpa hadir Tergugat);

3. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

4. Menyatakan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi jua beli sebidang
tanah berikut bangunan Kios/Toko yang berdiri diatasnya terletak di Jl.
Mawar Merah VII Blok 35 Rt. 002/07 Kios'Toko No. C, Perumnas
Klender, Kelurahan Maaka Jaya, Jakarta Timur;

5. Menetapkan memerintahkan kepada Perum Perumnas untuk mencatatkan
jua beli sebagaimana surat perjanjian jua beli tanggal 4 Februari 1997
dalam buku daftar untuk keperluan tersebut;

6. Menghukum Tergugat untuk mengosongkan/menyerahkan tanah dan
bangunan Kios/Toko yang berdiri diatasnya terletak di J. Mawar Merah

¥ pytusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan Nomor Perkara: 243/Pdt.G/2007/PN.
Jkt. Tim.
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VIl Blok 35 Rt. 002/07 Kios/Toko No. C, Perumnas Klender, Kelurahan

Malaka Jaya, Jakarta Timur;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara
ini yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 194.000,- (Seratus Sembilan
Puluh Empat Ribu Rupiah);

8. Menolak gugatan Penggugat selebih dan selainnya.

Daam hal ini, putusan telah berkekuatan hukum tetap, karena kemudian
Penggugat mengajukan permohonan eksekusi pada tanggal 9 Februari 2009 dan
permohonan sita eksekusi (executie beslag) pada tanggal 15 Juni 2009 terhadap
sebidang tanah dan bangunan Kios/Toko tersebut.

Padatanggal 16 Juli 2009, Pengadilan Negeri Jakarta Timur mengeluarkan
penetapan berupa perintah agar Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Jakarta
Timur dengan disertai 2 (dua) orang saks yang telah dewasa dan cakap untuk
melakukan sita eksekusi atas tanah dan bangunan Kios/Toko tersebut.

Berdasarkan penetapan sita eksekus tersebut, maka pada tanggal 14
September 2009 H. Tasminto atau selanjutnya disebut Pelawan/Pembantah,
mengajukan perlawanan/bantahan terhadap tanah dan bangunan Kios/Toko
tersebut. Adapun adasan-dasan hukum dan  bukti-bukti  digjukannya
perlawanan/bantahan adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pembantah adalah Nazhir/Penerima weakaf atas tanah dan
bangunan Kios/Toko yang telah dilakukan sita eksekusi aquo;

2. Bahwa tanah dan bangunan Kios/Toko yang telah dilakukan sita eksekusi
aquo merupakan tanah dan bangunan milik Lina Chairina berdasarkan
Akta Jua beli No. 10/2006 tertanggal 25 februari 2006 dan Sertifikat Hak
Guna Bangunan No. 2080;

3. Bahwa pada tanggal 25 Juni 2008 tanah dan bangunan Kios/Toko telah
diwakafkan kepada Pembantah yang bertindak sebagai Ketua Umum
Pengurus Mesjid Jami Baitul Makmur dan disaksikan oleh warga sekitar
yang merupakan Jamaah Megjid Jami Baitul Makmur;

4. Bahwa salah satu tugas dari Nazhir/Penerima wakaf adalah “melindungi
harta benda wakaf”;
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5. Bahwa dalam hal melaksanakan tugas sebagai Nazhir/Penerima wakaf,

Pembantah mengajukan bantahan atas sita eksekusi aquo

Sebelum diputuskannya perkara perlawanan tersebut, pada tanggal 18
Maret 2010 pihak Penggugat mengajukan permohonan eksekus riil terhadap
obyek eksekusi berupa tanah dan bangunan Kios/Toko kepada Pengadilan Negeri
Jakarta Timur. Kemudian pada tanggal 6 April 2010, Pengadilan Negeri
memutuskan bahwa perlawanan/bantahan dari Pelawan/Pembantah ditolak dengan
alasan bahwa Pelawan/Pembantah dinyatakan sebagal Pelawan/Pembantah yang
tidak benar.

Kasus di atas merupakan perlawanan/bantahan yang digjukan oleh pihak
ketiga (derden verzet) atas dasar adanya alas hak milik (Ny. Lina Chairina) atas
tanah dan bangunan Kios/Toko yang kemudian diwakafkan kepada Mesjid Jami
Baitul Makmur. Dengan adanya pengajuan perlawanan tersebut, mengakibatkan
tenggang waktu penyelesaian perkara memakan waktu yang lambat dan perkara
juga semakin rumit serta kompleks.

Merujuk kepada Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009
tentang Kekuasaan Kehakiman yang telah digariskan bahwa peradilan harus
menerapkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam menangani setiap
perkara. Dengan adanya asas tersebut dimaksudkan agar para pihak yang
berperkara memperolen kemudahan serta keadilan dalam menyelesaikan perkara
di pengadilan. Sebagai lembaga peradilan yang membantu para pencari keadilan
mendapatkan kepastian hukum dan berusaha mengatasi segala hambatan dan
rintangan, maka dengan begitu proses pemeriksaan perkara di semua tingkat
Pengadilan harus berjalan secara sederhana, cepat dan biaya ringan. Hal ini dapat
terwujud apabila didukung lembaga peradilan itu sendiri dan oleh masyarakat
pencari keadilan.

Namun dalam praktek peradilan, kadangkala pemeriksaan perkara perdata
berjalan lambat. Dengan demikian, keterlambatan pemeriksaan perkara
bertentangan dengan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Bahkan,
ada ungkapan yang menyatakan bahwa “lebih baik kalah perkaranya tetapi cepat

penyelesaiannya daripada menang tetapi penyelesaiannya berlarut-larut” (justice
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delayed is justice denied).™ Pada kasus di atas adanya pengajuan perlawanan oleh
H. Tasminto (derden verzet) telah mengakibatkan penyelesaian perkara Nomor:
291/Pdt.G/2009/PN.Jkt. Tim memakan waktu lama yaitu 3 (tiga) tahun lamanya
(mulai tahun 2007-2010).

Mahkamah Agung (MA) yang telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 6
Tahun 1992, tanggal 21 Oktober 1992, yang menggariskan bahwa pemeriksaan
perkara (perdata) di semua tingkat peradilan “wajib” diselesaikan dalam waktu
paling lama 6 (enam) bulan. Apabila terjadi keterlambatan, hakim yang
memeriksa perkara wajib melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Dalam
praktek, baik sebelum maupun sesudah terbitnya SEMA Nomor 6/1992,
pemeriksaan perkara perdata di Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, maupun
Mahkamah Agung, kadangkala masih memakan waktu lebih dari 6 bulan,
termasuk kasus perdata yang penulis uraikan di atas. Dengan demikian, dalam
teori dan praktek bertentangan.

Yurisprudenst Mahkamah Agung Nomor 954 K/Sip/1973, tanggal 19
Februari 1976 yang menjelaskan bahwa perkara yang tiga tahun telah berlalu
masih dapat digukan perlawanan/bantahan terhadap pelaksanaan eksekus yang
telah selesai.’® Sedangkan Yurisprudenss Mahkamah Agung Nomor 697
K/Sip/1974, tanggal 31 Agustus 1977, menguraikan tentang pihak yang
berkeberatan atas dilaksanakannya “pelelangan barang”, berdasar atas putusan
hakim, harus digjukan dalam bentuk “bantahan/perlawanan terhadap eksekusi”
dan harus digjukan sebelum hari pelelangan dil aksanakan.*’

Merujuk kepada 2 (dua) Yurisprudenss Mahkamah Agung Nomor 393
K/Sip/1975, tanggal 24 Januari 1980 dan Nomor 1281 K/Sip/1979, tanggal 23
April 1981 yang menguraikan tentang perlawanan/bantahan yang digukan oleh
pihak ketiga, diluar para pihak dalam perkara perdata yang putusannya telah
berkekuatan hukum tetap dan sedang/sudah dilakukan eksekusi, maka pihak

15 Faizal Kamil, Asas Hukum Acara Perdata; Dalam Teori dan Praktek, Cet. 1, (Jakarta:
IBLAM, 2005), hal.31.

8 M. Ali Boediarto, Kompilasi Kaidah Hukum: Putusan Mahkamah Agung, Hukum
Acara Perdata: Masa Setengah Abad, (Jakarta: Swara Justitia, 2005), hal. 262.

Y |bid., hal. 263.
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ketiga tersebut harus mengajukan dalam bentuk “gugatan” dan bukan dalam
bentuk “bantahan”.'® Pasal 195 ayat (6) HIR memang tidak mengatur tentang
tenggang waktu mengajukan perlawanan. Dengan belum diaturnya mengenai
tenggang waktu pengajuan perlawanan sehingga membuat bingung pihak ketiga
(derden verzet) atau pihak yang kalah (partai verzet) kapan mereka dapat
mengajukan perlawanan sebab perlawanan merupakan hak bagi mereka. Tetapi
seharusnya tenggang waktu pengajuan perlawanan harus diatur sehingga tidak
membuat penumpukan perkara di Pengadilan Negeri.

Menurut Yurisprudenss Mahkamah Agung Nomor 1038 K/Sip/1973,
tangga 1 Agustus 1973 yang menjelaskan bahwa perkara bantahan terhadap
eksekusi harusnya diperiksa hanya eksekusinya sga dan bukan materi
pokoknya.'® Dalam praktek, hampir setiap eksekusi putusan pengadilan yang
digjukan perlawanan/bantahan, pasti diperiksa juga materi pokok perkaranya. Hal
tersebut sangat bertentangan dengan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya
ringan. Kasus perdata yang penulis uraikan ini, juga dilakukan pemeriksaan
terhadap materi pokok perkara. Oleh karena itu kasus di atas ini telah
bertentangan dengan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan.

Menurut Pasal 70 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 yang sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah
Agung disebutkan bahwa

“ayat (1) permohonan peninjauan kembali diajukan oleh pemohon
kepada Mahkamah Agung melalui Ketua Pengadilan Negeri yang
memutus perkara dalam tingkat pertama dengan membayar biaya
perkara yang diperlukan.

ayat (2) Mahkamah Agung memutus permohonan peninjauan
kembali pada tingkat pertama dan terakhir” .

Dengan demikian seharusnya sebagai suatu upaya hukum luar biasa,
perlawanan juga dilakukan pemeriksaan perkaranya di Mahkamah Agung bukan

di Pengadilan Negeri. Apabila perlawanan tersebut diperiksa di Pengadilan

18 | bid., hal. 264 dan 266.

9| bid., hal. 260.
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Negeri, maka dapat mengakibatkan terjadinya penumpukan perkara di Pengadilan
Negeri. Apalagi pengadilan tidak boleh menolak tuntutan hak yang digjukan oleh
pihak yang merasa dirugikan dengan dalih bahwa hukumnya tidak diatur atau
kurang jelas sebab tugas hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nillai-
nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat (ius curia nouvit).

Berdasarkan latar belakang di atas maka judul yang akan dibahas dalam
skripsi ini adalah: “TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERLAWANAN
ATAS EKSEKUSI KEPUTUSAN PENGADILAN MENURUT PASAL 195
AYAT (6) HIR (Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor
291/Pdt.G/2009/PN. Jkt. Tim).”

B. POKOK PERMASALAHAN

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya dan
untuk memberikan batasan yang jelas dalam penulisan ini, penulis merumuskan
beberapa pokok permasalahan yang akan menjadi fokus pembahasan dalam
penulisan skripsi ini, antaralain:

1. Bagaimanakah prosedur pengauan perlawanan terhadap eksekus
keputusan pengadilan dalam praktek peradilan perdata?

2. Bagaimanakah pengaturan mengenai tenggang waktu dan proses
pemeriksaan perlawanan terhadap eksekusi keputusan pengadilan dalam
praktek peradilan perdata®?

3. Apakah Putusan Pengadilan Nomor: 291/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Tim sudah

sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan pokok permasalahan yang telah disebutkan di atas, maka
tujuan umum penelitian ini adalah mengetahui prosedur pengguan perlawanan
terhadap eksekus keputusan pengadilan dalam praktek peradilan perdata.

% |ndonesia, Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman, No. 48 Tahun 2009, LN
No. 157 Tahun 2009, TLN No. 5076, Ps. 10 ayat (1).
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Sedangkan tujuan khusus penelitian ini ialah untuk menjelaskan pengaturan
mengenai tenggang waktu dan proses pemeriksaan perlawanan terhadap eksekusi
keputusan pengadilan dalam praktek peradilan perdata

Manfaat penelitian ini secara teoretis diharagpkan bisa menjadi suatu
gambaran dan memperluas pengetahuan mengenai kaitan antara perlawanan
dengan eksekusi keputusan pengadilan.

Manfaat penelitian ini secara praktis diharapkan memberikan kontribusi
kepada ahli hukum, praktisi dan instansi yang terkait. Selain itu, penelitian ini
diharapkan dapat menambah pengetahuan mengenai prosedur pengajuan
perlavanan terhadap eksekusi keputusan pengadilan dalam praktek peradilan
perdata.

D. DEFINISI OPERASIONAL

Kerangka konsepsional dimaksudkan untuk memberi pembatasan
terhadap pengertian dari beberapa istilah yang digunakan dalam penélitian.
Beberapa konseps atau pengertian yang akan digunakan sebagal dasar penelitian
hukum diungkapkan disini.

Dalam penelitian ini, konsep-konsep yang perlu didefinisikan atau
dibatas ruang lingkupnya adalah:

a Eksekus (executie) ialah melaksanakan secara paksa putusan pengadilan
dengan bantuan kekuatan hukum, guna menjalankan putusan pengadilan
yang telah memperol eh kekuatan hukum tetap.”*

b. Putusan yang telah memperolen kekuatan hukum tetap adalah suatu
putusan pengadilan yang tidak dapat diubah lagi dimana upaya hukum
biasa untuk mengadakan putusan itu, yang berupa perlawanan atau ver zet,

banding dan kasas tidak mungkin lagi baik oleh karena pernah dilakukan

2L Wildan Suyuthi, Sita Eksekusi: Praktek Kejurusitaan Pengadilan, (Jakarta: PT. Tata
Nusa, 2004), hal.. 60.
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tetapi tidak berhasil maupun disebabkan oleh karena tenggang waktunya
telah berakhir.?

c. Perlawanan sebaga upaya hukum, merupakan langkah awa yang formal
dan resmi dalam membela hak dan kepentingan seseorang.?®

d. Partai verzet adalah perlawanan yang dilakukan oleh pihak yang langsung
terlibat dalam proses putusan atau penetapan.®

e. Derden verzet adalah perlawanan yang digjukan oleh pihak ketiga, oleh
orang yang tidak terlibat langsung dalam putusan atau dalam penetapan
yang dilawan.®

f. Asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan ialah pemeriksaan dan
penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efektif dan efisien serta
dengan biaya perkara yang dapat dijangkau oleh masyarakat.”®

E. METODE PENELITIAN

Meneliti adalah salah satu kegiatan ilmiah. Penelitian merupakan suatu
usaha untuk menganalisis serta mengadakan konstruksi secara metodologis,
sistematis, dan konsisten.?” Pendlitian terdiri dari dua yaitu penelitian eksakta dan
penelitian non eksakta. Penelitian non eksakta terbagi lagi menjadi dua yaitu
penelitian sosial dan penelitian hukum. Jenis penelitian dalam penelitian hukum
dibagi menjadi dua yang terdiri dari penelitian hukum normatif dan penelitian
hukum empiris.?® Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum doktriner,

% R. Subekti dan Tjitrosoedibio, Kamus Hukum, Cet. 10, (Jakarta: Pradnya Paramitha,
1093), hal. 26.

% M. Yahya Harahap (b), Op.Cit., hal. 26.
#1bid., hal. 35
% M. Yahya Harahap (b), Loc.Cit.

% |ndonesia, Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman, No. 48 Tahun 2009, LN
No. 157 Tahun 2009, TLN No. 5076, Penjelasan Pasal 2 ayat (4).

%" Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Cet. 3, (Jakarta: Ul Press, 1986), hal.

8 Sri Mamudii, et al., Metode Penelitian dan Penulisan Hukum, (Jakarta: Badan Penerbit
Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hal. 9.

Universitas Indonesia

Tinjauan yuridis ..., Lisa Olivia Enjelina, FHUI, 2011



15

jugadisebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen karena dilakukan
atau ditujukan hanya pada peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang
lain, sedangkan penelitian hukum empiris disebut juga penelitian sosiologis atau
penelitian lapangan karena didasarkan pada kondisi masyarakat.?® Dilihat dari
sudut sifatnya dan bentuknya, penelitian ini bersifat deskriptif-analitis-preskriptif
yaitu memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau
ggaa-ggala lainnya dan memberikan jalan keluar atau saran untuk mengatas
permasalahan.®® Adapun tehnik pengumpulan data yang digunakan dalam
penelitian ini adalah: Penelitian Kepustakaan (Library Research).

Penelitian kepustakaan dilakukan dengan mencari dan mengkaji bahan-
bahan kepustakaan, yang berdasarkan kekuatan mengikatnya yang terdiri dari:

1) Bahan hukum primer yaitu bahan yang mempunyai kekuatan
mengikat, seperti peraturan perundang-undangan;

2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang menjelaskan bahan hukum
primer, yang isinya tidak mengikat, seperti majalah, buku, surat kabar
dan hasil ilmiah;

3) Bahan hukum tersier yaitu bahan yang menunjang bahan primer dan

bahan sekunder, seperti kamus hukum.

F. SISTEMATIKA PENULISAN
Secara garis besar, penulisan skrips ini dibagi menjadi 5 (lima) bab dan
beberapa sub bab dengan uraian singkat sistem penulisan sebagai berikut:

BAB | PENDAHULUAN
Dalam bab ini akan diuraikan mengenai keseluruhan is
penelitian yang akan digali dengan tujuan membuka
pemahaman secara umum sSisi penelitian yang terdiri atas

% Bambang Waluyo, Penelitian Hukum dalam Praktek, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002),
hal. 15.

% Soerjono Soekanto, Op.Cit., hal. 52.

Universitas Indonesia

Tinjauan yuridis ..., Lisa Olivia Enjelina, FHUI, 2011



16

latar belakang penelitian, aasan penelitian tentang
perlavanan terhadap eksekusi keputusan pengadilan
menurut Pasal 195 ayat (6) HIR. Selanjutnya akan dibahas
mengenal kerangka konseptual dan kerangka teoritis yang
digunakan untuk menganalisa permasal ahan tersebut di atas.
Selain itu diuraikan juga mengenai metode penelitian dan

sistematika penulisan.

BAB Il TINJAUAN TEORI TENTANG EKSEKUSI ATAS
KEPUTUSAN PENGADILAN, SERTA ASAS-ASAS
EKSEKUSI DALAM PERKARA PERDATA
Dibahas mengenai istilah dan pengertian eksekus atas
keputusan pengadilan, asas-asas eksekusi dalam perkara
perdata, bentuk — bentuk eksekusi, perbedaan eksekusi riil
dan eksekusi pembayaran, peringatan, penetapan, dan berita
acara eksekusi, peranan hakim dan pengadilan dalam
pelaksanaan eksekus serta faktor penghambat dan
pendukung pel aksanaan eksekusi.

BABIII PROSEDUR PEMERIKSAAN PERLAWANAN ATAS
EKSEKUSI KEPUTUSAN PENGADILAN
Bab ini akan dijelaskan mengena pengertian perlawanan,
subyek perlawanan, jenis perlawanan terhadap putusan,
tenggang waktu mengajukan perlawanan, serta proses

pemeriksaan perlawanan.

BAB IV ANALISIS TENTANG EKSEKUSI TERHADAP
PUTUSAN PENGADILAN PADA PENGADILAN
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NEGERI JAKARTA TIMUR (Studi Kasus Putusan
Pengadilan Nomor: 291/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Tim)

Bab ini akan membahas mengenal kasus posisi, hak untuk
mengajukan perlawanan dalam praktik peradilan perkara
perdata, dan pengaturan tenggang waktu dan proses
pemeriksaan  perlawanan atas eksekusi  keputusan

pengadilan dalam praktik peradilan perdata.

BAB V PENUTUP

Merupakan bab penutup dari keseluruhan Bab I, 11, 111, 1V
yang akan diketengahkan simpulan akhir sebaga jawaban
atas pokok-pokok permasalahan yang dibahas dan dianalisis
dalam penelitian ini. Di samping itu disampaikan juga saran
atau rekomendass yang sekiranya berguna bagi
perkembangan sistem hukum Indonesia, khususnya dalam
hal hak mengajukan perlawanan terhadap eksekusi
keputusan  pengadian  sehingga tidak  menjadikan
penumpukan perkaradi Pengadilan Negeri.
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BAB ||
TINJAUAN TEORI TENTANG EKSEKUSI ATASKEPUTUSAN
PENGADILAN, SERTA ASAS-ASAS EKSEKUS
DALAM PERKARA PERDATA

A. PENGERTIAN EKSEKUSI

Dewasa ini sering terlihat banyak terjadi kericuhan saat terjadinya proses
eksekusi dalam sengketa perdata, biasanya terjadi antar kalangan pejabat
pelaksana eksekus (panitera dibantu juru sita) beserta aparatur negara dengan
pihak tereksekusi. Hal ini terjadi karena ketidakpuasan pihak yang kalah terhadap
putusan akhir dari hakim yang kemudian direalisasikan lewat eksekusi. Namun
tidak sedikit pula pihak-pihak dalam sengketa perdata yang tidak mengetahui tata
tertib beracara yang benar khususnya dalam proses eksekusi.

Pada prinsipnya, eksekusi sebagai tindakan paksa menjalankan putusan
pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde), baru
merupakan pilihan hukum apabila pihak yang kalah tidak mau menjalankan atau
memenuhi is putusan secara sukarela, jika pihak yang kalah bersedia menaati dan
memenuhi  putusan secara sukarela, tindakan eksekusi harus disingkirkan,
sehingga harus dibedakan antara menjalankan putusan secara sukarela dengan
menjalankan putusan secara eksekusi. Menjalankan putusan secara sukarela
artinya pihak yang kalah menerima dan memenuhi isi putusan tanpa perlu adanya
paksaan dari pihak pengadilan, sedangkan menjalankan putusan secara eksekusi
artinya pihak yang kalah tidak mau menjalankan putusan secara sukarela,
sehingga pengadilan harus memaksa pihak yang kalah untuk menjalankan
putusan.

Eksekusi sebagai salah satu tindakan hukum yang dilakukan oleh
pengadilan kepada pihak yang kalah dalam suatu perkara dan memiliki peran yang
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sangat penting bagi sempurnanya proses peradilan perdata yang membutuhkan
pelaksanaan putusan secara paksa. Eksekusi termasuk dalam tata tertib beracara
yang diatur dalam Het Herziene Inlandsch Reglement yang disingkat dengan HIR
atau Rechtsreglement Buitengewesten yang disingkat dengan RBG, merupakan
proses terakhir dalam suatu tata tertib beracara di peradilan perdata.

Adapun pengertian eksekusi menurut Kamus Bahasa Indonesia ialah 1.
pelaksanaan keputusan pengadilan, termasuk hukuman mati; 2. Pelaksanaan
keputusan pengadilan untuk menyita atau menjual harta orang yang tidak dapat
membayar utangnya (dengan perjanjian).*

Menurut R. Subekti eksekusi atau pelaksanaan putusan mengandung arti
bahwa pihak yang dikalahkan tidak mau mentaati putusan itu secara sukarela
sehingga putusan itu harus dipaksakan kepadanya dengan bantuan kekuatan
umum”.*

Pendapat yang sama dikemukakan oleh Retnowulan Sutantio dan Iskandar
Oeripkartawinata yang menyatakan bahwa eksekus adalah tindakan paksaan oleh
pengadilan terhadap pihak yang kalah dan tidak mau melaksanakan putusan
secara sukarela®

Sejalan dengan pendapat tersebut adalah pendapat Sudikno Mertokusumo
yang menyatakan pelaksanaan putusan/eksekusi ialah realisas dari kewajiban
pihak yang bersangkutan untuk memenuhi prestasi yang tercantum dalam putusan
tersebut.®

Ketiga definisi mengena eksekusi tersebut memandang eksekusi sebagai
pel aksanaan putusan hakim. Pendapat yang sama dikemukakan oleh R. Soepomo
yang menyatakan bahwa hal menjalankan putusan hakim sama artinya dengan
eksekusi. Hukum eksekusi mengatur cara dan syarat-syarat yang dipakai oleh alat-

aa negara guna membantu pihak yang berkepentingan untuk menjalankan

%13,S. Badudu, Kamus Bahasa Indonesia, Cet. 1, (Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara,
2003), hal. 77.

¥R, Subekti, Op.Cit., hal. 130.
¥ Retnowulan Sutantio dan Oeripkartawinata, Op.Cit., hal. 130.

¥ Sudikno Mertokusumo, Op.Cit., hal. 206.
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putusan hakim apabila pihak yang kalah tidak bersedia memenuhi bunyi putusan
dalam waktu yang ditentukan.®

Masih sgalan dengan pendapat tersebut adalah pendapat M. Yahya
Harahap, yang menyatakan bahwa eksekus sebagai tindakan hukum yang
dilakukan oleh pengadilan kepada pihak yang kalah dalam suatu perkara,
merupakan aturan dan tata cara lanjutan dari proses pemeriksaan perkara. Oleh
karena itu eksekus tiada lain daripada tindakan yang berkesinambungan dari
keseluruhan proses Hukum Acara Perdata. Eksekusi merupakan suatu kesatuan
yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan tata tertib beracara yang terkandung
dalam HIR/RBG.*®

Muhammad Nasir secara sederhana mengartikan eksekusi sebagai
pelaksanaan putusan hakim yang memiliki kekuatan eksekutorial yang
dilaksanakan secara paksa apabila pihak yang kalah tidak berkenan menjalankan
putusan secara sukarela.*’

Dari keseluruhan pendapat para sarjana, tentang pengertian eksekusi
tersebut diatas, eksekusi hanya menyangkut pengertian yang sempit dan terbatas
yaitu hanya pada pelaksanaan putusan hakim sgja, sehingga belum dapat
memberikan gambaran yang utuh tentang eksekusi mengingat pengertian eksekusi
tidak hanya terbatas pada pel aksanaan putusan hakim semata.

Pengertian eksekusi dalam arti yang lebih luas dikemukakan oleh
Mochammad Djais yang menyatakan bahwa eksekusi adalah upaya kreditur
merealisasikan hak secara paksa karena debitur tidask mau secara sukarela
memenuhi kewajibannya® Dengan demikian, eksekusi merupakan bagian dari
proses penyel esaian sengketa hukum. Menurut pandangan hukum eksekusi, obyek
eksekusi tidak hanya putusan hakim dan grose akta.*

¥ Soetarwo Soemowidjoyo, Eksekusi oleh PUPN, Pusat Pendidikan dan Latihan
Keuangan, Balai Pendidikan dan Latihan Keuangan, Departemen Keuangan Republik Indonesia,
1995), hal. 7.

% M. YahyaHarahap (a), Op.Cit., hal. 1.

3" Muhammad Nasir, Hukum Acara Perdata, (Jakarta: Djambatan, 2003), hal. 234.

¥ Mochammad Djais, Pikiran Dasar Hukum Eksekusi, (Semarang: Fakultas Hukum
Universitas Diponegoro, 2000), hal. 16
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Dari pengertian diatas dapat diketahui bahwa eksekus tidak hanya
diartikan dalam arti sempit tetapi juga daam arti luas. Eksekus tidak hanya
pel aksanaan terhadap suatu putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada
pihak yang kalah, yang tidak mau menjalankan isi putusan secara sukarela, tetapi
eksekus dapat dilaksanakan terhadap grose akta yang barang obyek eksekusi
tersebut dijaminkan dengan fidusia maupun hak tanggungan. Eksekusi dalam arti
luas merupakan suatu upaya realisasi hak, bukan hanya merupakan pelaksanaan
putusan pengadilan saja.

Berdasarkan pemaparan diatas dapat diketahui bahwa pengertian eksekusi
tidak hanya menjalankan putusan hakim sgja namun eksekusi juga mencakup
upaya kreditur merealisasikan haknya secara paksa karena debitur tidak mau
secara sukarela memenuhi kewajibannya.

Cara-cara menjaankan putusan pengadilan yang disebut eksekusi diatur
mulai Pasal 195 sampai dengan Pasal 224 HIR atau Pasal 206 sampai dengan
Pasal 258 RBG. Namun pada saat sekarang, tidak semua ketentuan pasal-pasal itu
berlaku efektif. Y ang masih betul-betul berlaku terutama Pasal 195 sampai dengan
Pasal 208 HIR dan Pasal 224 HIR atau Pasal 206 sampai dengan Pasal 240 RBG
dan Pasal 258 RBG. Sedangkan Pasal 209 sampai dengan Pasal 223 HIR atau
Pasal 242 sampal dengan Pasal 257 RBG yang mengatur tentang “sandera’
(gijzeling), tidak lagi  diberlakukan  karena  bertentangan  dengan
perikemanusiaan.*

Disamping itu, terdapat lagi Pasal 180 HIR atau Pasal 191 RBG yang
mengatur tentang pelaksanaan putusan “serta merta’ (uitvoerbaar bij voorraad)
atau provisionally enforceable (to have Immediate Effect), yakni pelaksanaan
putusan segera dapat dijalankan lebih dahulu sekaipun putusan yang
bersangkutan belum memperoleh kekuatan hukum tetap.**

Namun, pembahasan berdasarkan pasal-pasal tersebut sama sekali tidak

terlepas dari peraturan lain seperti yang terdapat dalam asas-asas hukum,

¥ Mochammad Djais, Op.Cit., hal. 16.
“0M. YahyaHarahap (a), Op.Cit., hal. 2.

“1bid., hal. 5.
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yurisprudensi, maupun praktik peradilan sebagal alat pembantu memecahkan
penyelesaian masalah eksekus yang timbul dalam konkret. Misalnya eksekusi
mengenai barang hipotek dan Hak Tanggungan, yang dikaitkan dengan peraturan
perundang-undangan yang diatur dalam KUHPerdata maupun Undang-Undang
Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996
tentang Hak Tanggungan. Kemudian aturan yang tidak kalah penting dalam ruang
lingkup eksekusi adalah Peraturan Lelang Nomor 189 Tahun 1908 (vendu
Reglement Stlb. 1908/No. 189).*

Beberapa pembakuan istilah eksekusi dalam Bahasa Indonesia guna
menghindari pemakaian istilah yang berlebihan antaralain:

1. R. Subekti, beliau mengalihkannya dengan istilah “ pelaksanaan” putusan;
2. Retnowulan Sutantio, mengalihkannya ke dalam Bahasa Indonesia dengan
istilah “pelaksanaan” putusan,

Bahkan, hampir semua penulis telah membakukan istilah “pelaksanaan”
putusan sebagai kata ganti eksekusi (executie). Pembakuan istilah “pelaksanaan”
putusan sebagal kata ganti eksekusi, dianggap sudah tepat. Sebab jika bertitik
tolak dari ketentuan Bab Kesepuluh Bagian Kelima HIR atau titel Keempat RBG,
pengertian eksekus sama dengan tindakan “menjalankan putusan” (ten uitvoer
legging van vonnissen). Menjalankan putusan pengadilan, tiada lain daripada
mel aksanakan isi putusan pengadilan, yakni melaksanakan “secara paksa’ putusan
pengadilan dengan bantuan kekuatan umum apabila pihak yang kalah (tereksekusi
atau pihak tergugat) tidek mau menjalankannya secara sukarela
(vrijwillig/voluntary).

Dengan diterimanya istilah pelaksanaan putusan sebagai pengganti istilah
eksekusi, tidak pada tempatnya kedua istilah itu digabungkan dalam satu
rangkaian penulisan. Penulisan dan pemakaian istilah itu dalam satu rangkaian
adalah berlebihan, misalnya: pelaksanaan eksekusi. Cukup dipilih salah satu,
boleh dipergunakan “pelaksanaan” putusan atau cukup dipergunakan perkataan
“eksekusi” putusan. Akan tetapi, pada masa belakangan ini, hampir baku
dipergunakan istilah hukum (legal term) “eksekusi” atau menjalankan eksekusi.*

“1bid.

“1bid., hal. 6.
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B. ASAS-ASAS EKSEKUSI DALAM PERKARA PERDATA

Biasanya tindakan eksekus baru merupakan masalah apabila pihak yang
kalah ialah pihak tergugat, apabila pihak yang kalah dalam perkara adalah
penggugat, maka tidak ada putusan yang perlu dieksekusi. Hal ini sesuai dengan
sifat sengketa dan status para pihak dalam suatu perkara.

Penggugat bertindak selaku pihak yang meminta kepada pengadilan agar
pihak tergugat dihukum untuk menyerahkan suatu barang, mengosongkan rumah
atau sebidang tanah, melakukan sesuatu, menghentikan sesuatu, atau membayar
sejumlah uang. Salah satu amar atau diktum putusan yang demikianlah yang harus
dipenuhi dan ditaati pihak tergugat sebagai pihak yang kalah.

Adapun asas-asas umum eksekusi, antaralain:*

1. Menjalankan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap,

a. Pada prinsipnya, hanya putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum
tetap (inkracht van gewijsde) yang dapat “dijalankan”, sehingga pada
asasnya putusan yang dapat dieksekusi adalah:

1) Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (res
judicata);

2) Karena hanya dalam putusan yang telah berkekuatan hukum
terkandung wujud hubungan hukum yang tetap (fixed) dan pasti
antara pihak yang berperkara;

3) Disebabkan hubungan hukum antara pihak yang berperkara sudah
tetap dan pasti;

a). Hubungan hukum tersebut mesti ditaati, dan
b). Mesti dipenuhi oleh pihak yang dihukum (pihak tergugat).

4) Cara menaati dan memenuhi hubungan hukum yang ditetapkan
dalam amar putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang
tetap:

a). Dapat dilakukan atau dijalankan secara “sukarela’ oleh pihak
tergugat, dan;

“hid.
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b). Bila enggan menjaankan secara “sukarela’, hubungan hukum
yang ditetapkan dalam putusan harus dilaksanakan “dengan
paksa’ dengan bantuan “kekuatan umum”.

Pada prinsipnya, apabila terhadap putusan masih ada pihak yang
mengajukan upaya hukum berupa banding atau kasasi, putusan yang
bersangkutan belum berkekuatan hukum tetap berdasarkan Pasal 1917
KUHPerdata. Prinsip ini, ditegaskan dalam Yurisprudenss Mahkamah
Agung Nomor 1043 K/Sip/1971, tanggal 3 Desember 1974.%

Dengan demikian eksekusi merupakan tindakan paksa yang
dilakukan pengadilan dengan bantuan kekuatan umum guna menjalankan
putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Selama
putusan belum memperoleh kekuatan hukum tetap, putusan belum dapat
dijalankan. Dengan kata lain, selama putusan belum memperoleh kekuatan
hukum tetap, upaya dan tidakan eksekusi belum dapat berfungsi. Eksekusi
baru berfungsi sebagai tindakan hukum yang sah dan memaksa, terhitung :

1. Sejak tanggal putusan memperol eh kekuatan hukum tetap, dan

2. Pihak tergugat (pihak yang kalah) tidak mau menaati dan

memenuhi putusan secara sukarela.

Dengan demikian, apabila ditinjau dari segi yuridis, asas ini
mengandung makna bahwa eksekusi menurut hukum perdata adalah
“menjalankan putusan” yang telah berkekuatan hukum tetap. Cara
menjalankan pelaksanaannya secara paksa dengan bantuan kekuatan
umum, apabila pihak tergugat (pihak yang kalah) tidak memenuhi putusan
secara sukarela. Cara melaksanakan putusan (eksekusi) diatur dalam Pasal
195 HIR atau Pasal 206 RBG serta pasal-pasal berikutnya.*®

b. Pengecualian terhadap asas umum
Beberapa pengecualian yang dibenarkan undang-undang Yyang
memperkenankan eksekus dapat dijalankan di luar putusan yang telah

memperoleh kekuatan hukum tetap, antaralain:

5 M. Ali Boediarto, Op.Cit., hal. 262.

6 M. Y ahyaHarahap, Op.Cit., hal. 8.
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1). Pelaksanaan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu yang
biasa disebut uitvoerbaar bij voorraad (berdasarkan Pasal 180 ayat
(1) HIR atau Pasal 191 ayat (1) RBG). Eksekusi dapat dijalankan
pengadilan terhadap putusan pengadilan, sekalipun putusan yang
bersangkutan belum memperoleh kekuatan hukum tetap. Pasal 180
ayat (1) HIR atau Pasal 191 ayat (1) RBG memberi hak kepada
penggugat untuk mengajukan permintaan agar putusan dapat
dijalankan eksekusinya terlebih dahulu, sekalipun tergugat
mengaj ukan banding atau kasasi. Jadi putusan tersebut merupakan
putusan yang dapat dieksekusi serta merta;

2). Pelaksanaan putusan provis (berdasarkan Pasal 180 ayat (1) HIR
atau Pasal 191 ayat (1) RBG, maupun Pasal 54 dan 55 RV); Menurut
ketentuan tersebut putusan provisi adalah tuntutan lebih dahulu yang
bersifat sementara mendahului putusan pokok perkara. Apabila
hakim mengabulkan gugatan atau tuntutan tersebut, putusan dapat
dieksekusi sekalipun pokok perkaranya belum diputus. Pasal 180
ayat (1) HIR atau Pasa 191 ayat (1) RBG memperbolehkan
menjalankan pelaksanaan putusan provisi mendahului pemeriksaan
dan putusan pokok perkara;

3). Akta perdamaian (berdasarkan Pasal 130 HIR atau Pasal 154 RBG);
Menurut ketentuan pasal di atas, selama persidangan berlangsung,
kedua belah pihak yang berperkara dapat berdamai, baik atas anjuran
hakim maupun inisiatif dan kehendak kedua belah pihak. Apabila
tercapai perdamaian dalam persidangan maka hakim akan membuat
akta perdamaian (akta van dading) dengan amar atau diktumnya
menghukum kedua belah pihak untuk memenuhi isi akta perdamaian
(akta van dading). Akta perdamaian yang dibuat di persidangan
mempunyai  kekuatan eksekutorial seperti putusan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap;

4). Eksekus Jaminan Fidusia (JF) dan Hak Tanggungan (HT)
(berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang
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Jaminan Fidusia dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang

Hak Tanggungan).

Ketentuan mengenal eksekusi terhadap obyek sengketa yang

dijaminkan dengan fidusia dapat dilakukan dengan cara berikut:

a Pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang
Jaminan Fidusia. Dengan dilakukannya pendaftaran atas jaminan
fidusia maka Kantor Pendaftaran Fidusia akan menerbitkan Sertifikat
Jaminan Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan
permohonan pendaftaran. Dalam sertifikat jaminan fidusia tercantum
kata-kata “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN
YANG MAHA ESA”, berati sertifikat jaminan fidusia tersebut
mempunyai  kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan
pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
Dengan demikian apabila debitur cidera janji maka kreditur
penerima fidusia tersebut yaitu dengan memegang titel
eksekutoria ini dapat langsung mengeksekusi obyek jaminan
fidusia tersebut yaitu dengan menjual barang yang menjadi
obyek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri.

b. Penjualan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia atas
kekuasaan penerima fidusia sendiri meliputi pelelangan umum
serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan.
Ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf b UU Fidusia merupakan
pelaksanaan dari Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun
1999 tentang Jaminan Fidusia bahwa kreditur melaksanakan eksekus
berdasarkan kekuasaan sendiri, menjual obyek jaminan, maka hal itu
dilaksanakan berdasarkan parate eksekusi. Pelaksaan parate eksekus
tidak melibatkan pengadilan maupun juru sita, melainkan kreditur
dapat langsung menghubungi juru lelang dan minta agar benda jaminan
dilelang. Eksekusi ini dilakukan dengan cara mengeksekusi benda
jaminan fidusia oleh penerima fidusia lewat lembaga pelelangan umum
(kantor lelang), dimana hasil pelelangan tersebut diambil untuk
melunasi pembayaran piutang-piutangnya. Jadi  eksekusi benda

jaminan fidusia melalui pelelangam umum ini bertujuan agar dapat
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memperoleh harga yang adil, dengan katalain hal ini untuk melindungi
kepentingan pemberi fidusia agar tidak terjadi manipulas harga oleh
kreditur, tetapi tidak menutup kemungkinan dilakukannya penjualan
dibawah tangan apabila harga yang diperoleh dalam pelelangan umum
tidak sesuai yang diharapkan, asalkan hal tersebut disepakati oleh
pemberi dan penerimafidusia

C. Penjudan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan
pemberi dan penerima fidusia jika dengan cara demikian dapat
diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak (Pasal 29
Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia).

Ketentuan mengenai eksekusi terhadap obyek sengketa yang

dijaminkan dengan Hak Tanggungan dapat dilakukan dengan cara

berikut:

aApabila debitor cidera janji, pemegang hak tanggungan pertama
mempunyal hak untuk menjual obyek hak tanggungan atas kekuasaan
sendiri melalui  pelelangan umum serta mengambil pelunasan
piutangnya dari hasil penjualan tersebuit;

b.Apabila debitor cidera janji, maka berdasarkan 1. Hak pemegang hak
tanggungan pertama untuk menjual obyek hak tanggungan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, atau 2. Titel eksekutoria yang
terdapat dalam sertifikat hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 14 ayat (2), obyek hak tanggungan dijua melalui pelelangan
umum menurut tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-
undangan untuk pelunasan piutang pemegang hak tanggungan dengan
hak mendahulu dari pada kreditor-kreditor lainnya;

c.Atas kesepakatan pemberi dan pemegang hak tanggungan, penjualan
obyek hak tanggungan dapat dilaksanakan dibawah tangan jika dengan
demikian itu akan dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan
semua pihak;

d.Pelaksanaan penjualan sebagaiman dimaksud pada ayat (2) hanya dapat
dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara
tertulis oleh pemberi dan/atau pemegang hak tanggungan kepada
pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikit-dikitnya
dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan
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dan/atau media massa setempat, serta tidak ada pihak yang menyatakan
keberatan;

e.Setiap janji untuk melaksanakan eksekusi hak tanggungan dengan cara
yang bertentangan dengan ketentuan pada ayat (1), (2), (3) batal demi
hukum;

f.Sampai saat pengumuman untuk lelang dikeluarkan, penjuaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihindarkan dengan
pelunasan hutang yang dijamin dengan hak tanggungan itu beserta
biaya-biaya eksekusi yang telah dikeluarkan;

g.Apabila pemberi hak tanggungan dinyatakan pailit, pemegang hak
tanggungan tetap berwenang melakukan segala hak yang diperolehnya

menurut ketentuan undang-undang ini.

2. Putusan tidak dijalankan secara sukarela,

Eksekus dalam suatu perkara baru tampil dan berfungs apabila pihak
tergugat (pihak yang kalah) tidak bersedia menaati dan menjalankan putusan
secara sukarela. Keengganan tergugat menjalankan pemenuhan putusan secara
sukarela akan menimbulkan konsekuensi hukum berupa tindakan paksa yang
disebut dengan “ eksekusi”.*’

3. Putusan yang dapat dieksekusi bersifat condemnator

Hanya putusan yang bersifat condemnator (penghukuman) yang dapat
dieksekusi, yakni putusan yang amar atau diktumnya mengandung unsur
“penghukuman”.*® Putusan yang amar atau diktumnya tidak mengandung unsur
penghukuman, tidak dapat dieksekus atau non eksekutabel, seperti putusan yang

bersifat declarator dan konstitutief.

4. Eksekus atas perintah dan dibawah Pimpinan Ketua Pengadilan Negeri
Asas ini diatur dalam Pasal 195 ayat (1) HIR atau Pasal 206 ayat (1) RBG
serta Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang K ekuasaan

4" 1bid., hal. 12.

8 R. Subekti, Op.Cit., hal. 128.
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Kehakiman. Didalamnya berisi bebergpa hal yang perlu dipedomani dan
dijelaskan, yakni:
1). Menentukan Pengadilan Negeri mana yang berwenang menjalankan
eksekusi putusan, yakni;
a). Di Pengadilan Negeri mana perkara (gugatan) digjukan, dan
b). Di Pengadilan Negeri mana perkara di periksa dan diputus
tingkat pertama.
Manfaat dari ketentuan ini adalah kepastian kewenangan eksekusi
bertujuan menghindari saling rebutan di antara Pengadilan Negeri.
Kewenangan menjalankan eksekusi hanya diberikan kepada Pengadilan
Negeri yang sebagaimana diatur dalam Pasal 54 ayat (2) Undang-
Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang K ekuasaan K ehakiman.
Asas-asas tersebut di atas harus ada ketika aparatur negara akan
melaksanakan eksekusi walaupun ada sedikit pengecuaian terhadap satu asasnya
mengenai asas putusan telah berkekuatan hukum tetap. Asas berkekuatan hukum
tetap dimaksudkan supaya tidak terjadi kekacauan atau kerancuan setelah proses
eksekusi selesal dilakukan terutama sekali pada eksekus riil. Misanya pada
eksekusi pengosongan tanah, ternyata pihak tereksekusilah yang memenangkan
perkara setelah melakukan kasasi ke Mahkamah Agung padahal eksekusi sudah
selesai dilaksanakan. Asas yang kedua menyatakan bahwa eksekusi secara paksa
baru dapat dilaksanakan apabila pihak yang kalah tidak mau menjalankan
eksekus secara sukarela, dimana sebelumnya majelis hakim telah memberikan
tenggang waktu kepada pihak tereksekusi untuk menjalankan putusan hakim
tersebut secara sukarela. Asas ketiga adalah putusan yang dapat dieksekusi hanya
yang memiliki sifat condemnator, hal ini mutlak bagi setiap putusan hakim yang
akan dimintakan eksekusi.

C. BENTUK-BENTUK EKSEKUSI
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Menurut M. Yahya Harahap pada dasarnya ada 2 (dua) bentuk eksekusi
ditinjau dari sasaran yang hendak dicapai oleh hubungan hukum yang tercantum
dalam putusan pengadilan, yaitu Eksekusi Riil dan Eksekusi Pembayaran Uang.*

1) Eksekus Riil

Eksekusi ini tidak diatur dalam HIR maupun RBG, tetapi dalam praktek
dijalankan berdasarkan kebutuhan, misalnya putusan untuk pengosongan rumah.
Eksekusi riil ialah suatu eksekusi dari gugatan yang hasilnya adalah sebagaimana
yang dimaksud oleh penggugat dalam gugatannya, contohnya suatu perjanjian
utang-piutanng dibuat di hadapan Notaris (notarieele schuldbekentenis),
pencabutan hipotek (roya). Jika tergugat tidak bersedia mengroyer hipotek itu,
penggugat dapat pergi ke Kantor Kadaster dan disana mengroyeor hipotek itu.
Dengan demikian roya hipotek itu adalah eksekusi riil (reéle executabel).

Contoh lain mengenai eksekusi riil dimuat dalam Pasal 1053 Rv yang
berbunyi bahwa

Jikalau putusan hakim yang memerintahkan pengosongan
(ontruiming) suatu barang yang tidak bergerak, tidak dipenuhi
oleh orang yang dihukum, maka hakim akan memerintahkan
dengan surat penetapan kepada seorang jurusita supaya dengan
bantuannya alat kekuasaan negara, barang itu dikosongkan oleh
orang yang dihukum serta keluarganya dan segala barang
kepunyaannya™.

HIR/RBG hanya mengenal eksekus riil pada penjuaan lelang (reéle
executie bij excutoriale verkoop), yang disebut dalam Pasal 200 ayat (11) HIR
atau Pasal 215 ayat (11) RBG, yaitu perintah dengan bantuannya Panitera
Pengadilan Negeri dan jika perlu juga dengan bantuannya alat kekuasaan negara,
barang yang tidak bergerak yang telah dijual lelang, dikosongkan oleh orang yang
dijual barangnya tersebut. Meskipun eksekusi riil dari putusan hakim tidak
dikenal dadam HIR/RBG, eksekus demikian adalah lazim dijalankan oleh
pengadilan sgjak dahulu berdasarkan atas kebutuhan praktek.

9 M. Y ahya Harahap, Op.Cit., hal.23.

0 1bid.,
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Tentunya perlawanan terhadap eksekus riil juga tidak dikena oleh
HIR/RBG, akan tetapi berdasar atas peraturan hukum yang tidak tertulis, maka
perlawanan ini, jugadari pihak ketiga, dapat digjukan kepada hakim.

Y ang penting dalam pelaksanaan putusan adalah, bahwa putusan tersebut
harus sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dengan adanya putusan yang
telah mempunya kekuatan hukum yang tetap harus dianggap kebenaran telah
tercapai.

Jadi pada umumnya suatu putusan yang belum mempunya kekuatan
hukum tetap masih mentah, karena ada kemungkinan dalam perlawanan (verzet),
banding atau kasasi, putusan itu dibatalkan. Apabila suatu putusan yang masih
mentah sudah dilaksanakan dan ternyata dalam banding dibatalkan, maka
akibatnya tergugat dirugikan, sebagal akibat pelaksanaan putusan yang belum
mempunyai kekuatan hukum tetap.

2) Eksekusi Pembayaran Uang

Eksekus pembayaran sejumlah uang adalah pelaksanaan putusan dengan
melakukan tindakan “pembayaran sgumlah uang”. Eksekusi pembayaran
sgjumlah uang tidak hanya didasarkan atas putusan pengadilan, tetapi dapat juga
didasarkan atas bentuk akta tertentu yang oleh undang-undang *disamakan”
nilainya dengan putusan yang memperoleh kekuatan hukum tetap antara lain
terdiri dari : >

a) Hipotik

b) Crediet verband

¢) Hak Tanggungan (HT)

d) Jaminan Fidusia (JF)

Menurut Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata pembagian
jenis eksekusi meliputi:>?

1. Eksekus Pasal 196 HIR, yaitu eksekusi pembayaran sejumlah uang;

1 M. Y ahya Harahap. Op.Cit., hal 26.

*2 Retnowulan Sutantio dan Oeripkartawinata, Op.Cit., hal. 130.
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2. Eksekus yang diatur dalam Pasal 225 HIR yaitu menghukum
seseorang mel akukan suatu perbuatan;

3. Eksekus riil, yang dalam praktek banyak dilakukan akan tetapi tidak
diatur dalam HIR/RBG.

Menurut Sudikno Mertokusumo, ada beberapa jenis pelaksanaan eksekusi,

antaralain:*

1. Eksekusi putusan yang menghukum pihak yang dikalahkan untuk
membayar sgjumlah uang (Pasal 196 HIR atau Pasa 208 RBG).
Prestasi yang diwajibkan adalah membayar sejumlah uang;

2. Eksekus putusan yang menghukum orang untuk melaksanakan suatu
perbuatan (Pasal 225 HIR atau Pasal 259 RBG). Orang tidak dapat
dipaksakan untuk memenuhi prestasi yang berupa perbuatan tetapi
pihak yang dimenangkan dapat meminta pada hakim agar kepentingan
yang akan diperolehnyadinilai dengan uang;

3. Eksekusi riil. Eksekusi ini tidak diatur dalam HIR maupun RBG tetapi
diatur dalam Pasal 133 Rv. Eksekus riil merupakan pelaksanaan
prestasi yang dibebankan kepada debitur oleh putusan hakim secara
langsung;

4. Parate eksekus atau eksekusi langsung diatur dalam Pasal 1155
KUHPerdata.

Menurut Mochammad Djais, jenis-jenis eksekusi dapat dibagi berdasarkan

obyek dan prosedurnya, yaitu sebagai berikut:>*

1. Berdasarkan obyek, eksekusi meliputi:

a. Eksekus putusan hakim;

b. Eksekusi benda jaminan (obyek gadai, hak tanggungan, jaminan
fidusia, cessie, sewabeli, dan leasing);

c. Eksekus piutang negara baik yang timbul dari kewgjiban (utang,
pajak, utang biaya masuk) maupun perjanjian (kredit, macet bank
pemerintah, piutang BUMN maupun BUMD);

%% Sudikno Mertokusumo, Op.Cit., hal. 206.

* Mochammad Djais, Op.Cit., hal. 17.
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d. Eksekus putusan lembaga yang berwenang menyelesaikan
sengketa (Putusan P4D/P4P, Mahkamah Pelayaran, Lembaga
Arbitrase, Alternative Dispute Resolution (ADR), Lembags-

Lembaga Internasional, Pengadilan Asing).
2. Berdasarkan prosedur, eksekusi terdiri dari:
a. Eksekus tidak langsung, meliputi:

1)

2)
3)

Sanksi/hukuman membayar uang paksa, berdasarkan perjanjian
atau putusan hakim;

Sandera (gijzeling) yang diatur dalam Pasal 209-223 HIR;
Penghentian/pencabutan langganan, ini didasarkan kepada
perjanjian yang dapat ditemukan dalam perjanjian langganan

listrik, telepon, air minum dan sebagainya.

b. Eksekus langsung, melipuiti:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Eksekusi biasa (membayar sejumlah uang);

Eksekusi riil (terhadap putusan pengadilan dan obyek |elang);

Eksekusi melakukan suatu perbuatan;

Eksekusi dengan pertolongan hakim;

Eksekusi parate;

Eksekusi penjualan dibawah tangan atas benda;

Eksekus piutang sebagai jaminan (berdasarkan perjanjian);
Eksekus dengan ijin hakim;

Eksekus oleh diri sendiri.

Berdasarkan uraian diatas, dapat diketahui bahwa eksekus tidak hanya

terhadap putusan hakim sgja namun mencakup pelaksanaan eksekusi dalam

praktek yaitu eksekus berdasarkan perjanjian dan undang-undang. Bahkan dapat

diperluas lagi dengan eksekusi terhadap sesuatu yang menggangu hak dan

kepentingan, hal ini menunjukkan bahwa eksekus bukan sga merupakan

pel aksanaan putusan hakim tetapi eksekusi merupakan suatu upaya realisasi hak.
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D. PERBEDAAN EKSEKUSI RITL DENGAN EKSEKUS

PEMBAYARAN

Pada dasarnya, ada dua bentuk eksekusi ditinjau dari segi sasaran yang
hendak dicapai oleh hubungan hukum yang tercantum dalam putusan pengadilan.
Adakalanya sasaran hubungan hukum yang hendak dipenuhi sesuai dengan amar
atau diktum putusan, yaitu melakukan suatu “tindakan nyata” atau “tindakan riil”,
sehingga eksekusi semacam itu disebut “eksekus riil”. Adakalanya hubungan
hukum yang mesti dipenuhi sesuai dengan amar atau diktum putusan untuk
melakukan “pembayaran sgumlah uang”’. Eksekusi ini disebut dengan eksekusi
“pembayaran uang”.

Sudikno Mertokusumo mengklasifikasikan jenis eksekusi ke dalam tiga
kelompok:

1. Membayar sgjumlah uang, diatur dalam Pasal 196 HIR atau Pasal 208

RBG;
2. Melaksanakan suatu perbuatan, berdasarkan Pasal 225 HIR atau Pasal
259 RBG;

3. Eksekusi riil, berdasarkan Pasal 1033 Rv.

Sebenarnya tidak ada perbedaan, karena eksekusi melakukan sesuatu pada
dasarnya sama dengan eksekusi riil. Salah satu asas dari eksekusi bahwa eksekusi
hanya dapat dilakukan terhadap putusan yang bersifat condemnator atau
penghukuman, seperti menyerahkan sesuatu barang; mengosongkan sebidang
tanah atau rumah; melakukan suatu perbuatan tertentu; dan menghentikan suatu
perbuatan atau keadaan serta membayar sejumlah uang.

M. Y ahya Harahap mengemukakan 3 (tiga) perbedaan antara eksekusi riil
dengan eksekusi pembayaran uang yaitu sebagai berikut, *°

1. Eksekus riil mudah dan sederhana, sedangkan eksekusi pembayaran

uang memerlukan tahap sita eksekusi (executie beslag) dan penjualan
eksekusi (executorial verkoop).

2. Ekseksekusi riil terbatas putusan pengadilan, sedangkan eksekusi

pembayaran uang meliputi akta yang disamakan dengan putusan
pengadilan.

% M. Y ahya Harahap, Op.Cit., hal.25-27.
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3. Sumber hukum yang disengketakan. Pada umumnya eksekus riil
adalah upaya hukum yang mengikuti persengketaan “hak milik” atau
persengketaan hubungan hukum yang didasarkan atas perjanjian jual
beli, sewa menyewa, atau perjanjian melaksanakan suatu perbuatan.
Sedangkan eksekusi pembayaran sgumlah uang, dasar hubungan
hukumnya sangat terbatas sekali, semata — mata hanya didasarkan atas
persengketaan “perjanjian utang — piutang” dan ganti rugi berdasarkan

wanprestasi.

E. PERINGATAN, PENETAPAN DAN BERITA ACARA EKSEKUS

1. Pengertian Peringatan

Peringatan atau aanmaning (warning) merupakan salah satu syarat pokok
eksekusi. Dengan tidak dilakukannya peringatan terlebih dahulu, maka eksekusi
tidak dapat dijalankan karena eksekusi berlaku secara efektif terhitung sejak
tenggang waktu peringatan dilampaui.

Peringatan dalam kaitannya dengan menjalankan putusan (tenuitvoer
legging van vonnissen) atau execution of a judgment merupakan tindakan dan
upaya yang dilakukan Ketua Pengadilan Negeri berupa “teguran” kepada pihak
yang kalah/tergugat agar menjalankan isi putusan pengadilan dalam tempo yang
ditentukan oleh K etua Pengadilan Negeri.*

Peringatan atau teguran dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri agar
tergugat menjalankan putusan dalam tenggang waktu tertentu setelah nyata-nyata
tergugat tidak mau menjalankan putusan secara sukarela. Setelah putusan
memperoleh kekuatan hukum tetap, kemudian is putusan diberitahukan secara
resmi dan patut kepada pihak yang kalah/tergugat. Namun demikian, untuk
menentukan tenggang waktu pihak yang kalah/tergugat tidak mau menjalankan
putusan secara sukarela dapat diambil landasan berdasarkan tenggang waktu yang
“patut” (reasonable). Seorang tergugat dianggap patut menjalankan putusan
secara sukarela dalam waktu satu minggu atau sepuluh hari dari sgak tangga
putusan diberitahukan secara resmi kepadanya. Adapun pengaturan mengenai

% |bid., hal. 30-32.
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tenggang waktu peringatan sebagaimana diatur dalam Pasal 196 HIR atau Pasal
207 RBG. Batas maksimum masa peringatan yang diberikan Ketua Pengadilan
Negeri paling lama “delapan hari”. Apabila jangka waktu tersebut dilampaui,
maka dapat disimpulkan bahwa pihak yang kalah/tergugat dapat dianggap
“ingkar” menjalankan putusan secara sukarela. Dengan begitu sgjak jangka waktu
tesebut dilampai, maka terbukalah kesempatan untuk menempuh proses
peringatan. Peringatan tidak dapat dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri
secara ex officio. Peringatan dapat dilakukan atau dijalankan setelah diterimanya
pengajuan permohonan eksekusi dari pihak penggugat (pemohon eksekusi)
kepada Ketua Pengadilan Negeri. Pengajuan permohonan eksekusi merupakan
prasyarat dalam melakukan atau menjalankan proses peringatan. Pengajuan
permohonan eksekusi ini dapat digjukan baik oleh penggugat pribadi maupun oleh
kuasa hukumnya (harus disertakan “Surat Kuasa Khusus’) dengan bentuk secara
lisan maupun tulisan.>” Apabila Ketua Pengadilan Negeri menerima permohonan
eksekus dari penggugat/pihak yang menang, kemudian Ketua Pengadilan Negeri
memanggil tergugat/ pihak yang kalah untuk menghadap di pengadilan pada hari,
tanggal, dan jam yang telah ditentukan. Pada saat sidang peringatan, Ketua
Pengadilan Negeri memberi batas waktu kepada tergugat, agar dalam batas waktu
Itu, putusan dijalankan

Y. Penetapan

Lanjutan dari proses peringatan yang telah ditempuh, adalah
dikeluarkannya suatu penetapan atau disebut juga surat perintah eksekusi yang
mana dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri berisi perintah kepada pejabat
pelaksana eksekusi dalam hal ini panitera dibantu juru sita untuk melaksanakan
atau menjalankan eksekusi. Penetapan ini dapat dikeluarkan tanpa melampaui
tenggang waktu peringatan, apabila pihak yang kalah/tergugat tidak memenunhi
panggilan peringatan tanpa alasan yang sah. Akan tetapi, apabila panggilan
peringatan dipenuhi, namun putusan tidak dijalankan selama tenggang waktu
peringatan, maka Ketua Pengadilan Negeri mengeluarkan surat penetapan
tersebut. Ketentuan mengena sebagaimana diatur dalam Pasal 197 ayat (1) HIR

* | bid.
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atau Pasal 208 ayat (1) RBG. Apabila pasal tersebut dikaitkan dengan Pasal 195
ayat (1) HIR atau 206 ayat (1) RBG, maka terlihat bahwa fungsi memerintahkan
dan memimpin jalannya eksekus berada pada Ketua Pengadilan Negeri (ex
officio), sedangkan fungsi melaksanakan atau menjalankan eksekusi secara nyata

dan fisik dilakukan oleh panitera yang dibantu oleh juru sita.

3. Berita Acara Eksekusi

Seringkali terjadinya kekeliruan dalam pelaksanaan eksekusi, seperti tidak
disebutkan secara rinci batas-batas tanah yang hendak dieksekusi atau tidak
dijelaskan secara tegas seluruh atau sebagian barang yang hendak dieksekusi
Akibatnya menimbulkan persoalan dimana pihak yang kalah/ tergugat marah
dengan aasan terjadinya kekeliruan dalam pelaksanaan eksekusi, karena yang
barang dieksekusi atau obyek eksekusi tidak sesuai dengan apa yang diperkarakan
sehingga merugikan pihak yang kalah/tergugat. Adapun pengaturan mengenai
berita acara eksekusi sebagaimana diatur dalam Pasal 197 ayat (5) HIR atau Pasal
209 ayat (4) RBG, yang menjelaskan bahwa pejabat yang melaksanakan eksekusi
diperintahkan secara tegas untuk membuat berita acara eksekusi. Dengan
demikian, keabsahan pelaksanaan eksekusi dinyatakan dengan adanya berita acara
eksekusi. Apabila tidak dibuatnya berita acara eksekus oleh pegabat pelaksana
eksekusi, maka eksekusi tersebut dianggap tidak sah atau melawan hukum. Dalam
pelaksanaan eksekusi dibantu oleh 2 (dua) orang yang kedudukannya sebagai
saksi. Apabila pelaksanaan eksekusi tidak dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi maka
pelaksanaan eksekus tersebut tidak memenuhi syarat formal daam cara
menjalankan eksekus yang sebagaimana diatur dalam Pasal 197 ayat (5) HIR atau
Pasal 210 RBG.

F. PENUNDAAN EKSEKUSI ATASALASAN DERDEN VERZET
Hampir setigp eksekusi ditentang dengan permintaan penundaan, salah
satunya dengan perlawanan oleh pihak ketiga (derden verzet). Berdasarkan Pasa
195 ayat (6) HIR diberi kemungkinan bagi pihak ketiga untuk menggjukan
perlawanan terhadap eksekus yang akan dijalankan. Adapun salah satu syarat
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agar perlawanan dapat dipertimbangkan sebaga aasan untuk melakukan
penundaan eksekusi yaitu harus digukan sebelum eksekus dijalankan. Hal ini
ditegaskan dalam Yurisprudenss Mahkamah Agung Nomor 697 K/Sip/1974,
tangga 31 Agustus 1977 yang menguraikan bahwa formalitas pengajuan
perlavanan terhadap eksekusi harus digukan sebelum penjualan lelang
dilaksanakan (sebelum eksekusi dijalankan).® Apabila eksekusi sudah selesai
dijalankan, upaya yang dapat digukan oleh pihak ketiga (derden verzet) untuk
membatalkan eksekusi harus melalui gugatan biasa sebagaimana diatur dalam
Y urisprudens: Mahkamah Agung Nomor 393 K/Sip/1975, tanggal 24 Januari 1980 dan
Nomor 1281 K/Sip/1979, tanggal 23 April 1981.%

Pasal 207 ayat (3) HIR atau Pasal 225 RBG, dijelaskan bahwa
perlawanan/bantahan tidak dapat menunda pelaksanaan putusan (eksekusi),
kecuali Ketua Pengadilan memberikan perintah supaya eksekus tersebut
ditangguhkan sampai jatuh putusan Pengadilan Negeri. Dengan demikian,
eksekusi dapat ditangguhkan apabila telah terlebih dahulu Ketua Pengadilan
Negeri mengeluarkan perintah tersebut. Dalam praktek, eksekusi berhenti seketika
tanpa adanya perintah dari Ketua Pengadilan Negeri untuk menghentikannya, begitu
digukannya perlawanan, kecuali dalam amar putusan dikabulkannya tuntutan serta merta.
Dengan demikian tidak sesuai antarateori dan prakteknya.

Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 786 K/Pdt/1988,
tanggal 5 Agustus 1992 antara lain ditegaskan:®

1. Derden verzet atas eksekusi berdasarkan alasan sebaga pemilik
dapat dibenarkan asal digjukan sebelum eksekusi selesai;

2. Sehubungan dengan itu, oleh karena perlawanan digjukan pada saat
sita eksekus digukan, Pengadilan Negeri diperintahkan untuk
mengangkat sita eksekusi.

Dengan demikian, perlawanan merupakan salah satu cara untuk menunda

atau menangguhkan eksekusi dengan syarat bahwa perlawanan digjukan sebelum

eksekusi dilaksanakan dan bersamaan dengan itu digjukan permohonan agar sita

% M. Ali Boediarto, Op.Cit., hal. 263
**|bid., hal. 264-266.

% M.Y ahya Harahap, Op.Cit., hal 315.
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eksekus diangkat sampa putusan perlawanan memperoleh putusan yang
berkekuatan hukum tetap. Dengan begitu, pengajuan perlawanan yang kamuflase
telah bertentangan dengan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan
sehingga menunda dilakukannya eksekusi putusan pengadilan.

G. PERANAN HAKIM DAN PENGADILAN DALAM PELAKSANAAN

EKSEKUS

Hakim di dadam memutuskan suatu perkara memegang peranan yang
penting dalam menegakkan hukum dan keadilan. Oleh karena itu dalam hal ini
hakim memutuskan setiap perkara hukum “Demi Keadilan Berdasarkan
KeTuhanan Yang Maha Esa, demikian bunyi Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Hal ini berarti hakim
harus mempertanggungjawabkan setiap putusannya baga manapun kepada Tuhan
Yang Maha Esa. Menurut Bisman Siregar, hakim adalah Wakil Tuhan yang
mengatasnamakan keadilan.”" Betapa berat tugas hakim karena ia harus berani
untuk memikul tanggung jawab baik dunia maupun akhirat. Cita-cita untuk
menegakkan hukum harus selalu diusahakan untuk menjaga ketertiban umum.

Hakim dalam memeriksa perkara perdata bersifat pasif, artinya hakim
tidak boleh mempengaruhi para pihak (Penggugat dan Tergugat) untuk
mengajukan perkaranya ke pengadilan sebab ada atau tidaknya perkara
bergantung kepada inisiatif para pihak. Dengan demikian, apabila perkara tidak
digjukan oleh para pihak, maka tidak akan ada hakim yang mengadili perkara
yang bersangkutan (nemo judex sine actore).®?

Asas hakim bersifat pasif ini juga memberikan batasan kepada hakim
untuk tidak dapat mencegah apabila gugatan hendak dicabut atau para pihak akan
melakukan perdamaian sehingga hakim hanya mengadili sebatas pokok sengketa
yang digjukan oleh para pihak dan dilarang untuk mengabulkan atau menjatuhkan

81 Wahyu Afandi, Hakim dan Penegakan Hukum, (Bandung: PT. Alumni, 1981), hal. 111.

%2 Lilik Mulyadi, Putusan Hakim dalam Hukum Acara Perdata Indonesia; Teori, Praktik,
Teknik Membuat dan Permasalahannya, Cet.1, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2009), hal. 14.
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putusan melebihi dari apa yang dituntut. Ketentuan tersebut sebagaimana diatur
dalam Pasal 178 ayat (2) dan (3) HIR atau Pasal 189 ayat (2) dan (3) RBG.

Hakim dalam melaksanakan penegakan hukum mempunyai tugas untuk
memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang digukan kepadanya.
Apabila belum ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang jelas mengatur
tentang hal tersebut dan terjadi konflik, maka hakim tidak boleh menolak untuk
memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang digjukan dengan dalih bahwa
hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan
mengadilinya. Hakim dianggap tahu akan hukumnya (ius curia nouvit).®® Dengan
demikian, hakim merupakan perumus nilai-nilai hukum yang hidup di kalangan
masyarakat untuk itu hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai
hukum dan rasa keadilan masyarakat sebagaimana diperintah undang-undang.
Oleh sebab itu, hukumnya harus diketemukan dengan menjelaskan, menafsirkan
atau melengkapi peraturan perundang-undangan, artinya ketidaklengkapan dan
ketidakjelasan hukum ini dapat diatasi dan dijelaskan dengan jalan penemuan
hukum (rechtsvinding). Hakim melakukan penemuan hukum, karena ia
dihadapkan pada peristiwa konkret, yaitu konflik/kasus yang harus diselesaikan
dan untuk itu perlu dicarikan hukumnya.

Sudikno Mertokusumo mendefinisikan penemuan hukum sebagai proses
pembentukan hukum oleh hakim, atau aparat hukum lainnya yang ditugaskan
untuk menerapkan peraturan hukum umum pada peristiwa hukum konkrit.** Salah
satu faktor yang menjadi landasan hakim melakukan penemuan hukum yaitu
bahwa peraturan perundang-undangan bersifat konservatif, tidak pernah dijumpai
undang-undang yang sempurna, tanggung jawab penegakan kebenaran dan
keadilan berada di pundak hakim.

Salah satu implementasi dari penemuan hukum yaitu terbentuk suatu
yurisprudensi. Definisi yurisprudensi adalah kumpulan putusan hakim yang

% |bid.,

% Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum, (Y ogyakarta: PT. Liberty, 2004), hal. 37-43
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disusun secara sistematis dan pada umumnya diberi anotasi oleh pakar di bidang
peradilan.®® C.S.T. Kansil juga mengartikan yurisprudensi sebagai berikut:

“Suatu keputusan hakim yang berisikan suatu peraturan sendiri
berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh Pasal 22 A.B. yang
menjadi dasar keputusan hakim lainnya di kemudian hari utnuk
mengadili perkara serupa dan keputusan hakim tersebut lalu
menjadi sumber hukum bagi pengadilan.” %

Indonesia sebagal negara yang menganut sistem hukum Eropa Kontinental
yang mana kekuatan mengikat yurisprudensi hanya bersifat “ persuasive
precedent” yang berbeda dengan negara penganut sistem hukum Anglo Saxon,
seperti Amerika Serikat, yang bersifat “the binding force of precedent”, atau
“ stare decisis’ atau “ stare decisis et quita non movere” .%’

Dengan demikian, yurisprudens sebagai putusan hakim penting
eksistensinya apabila dikorelasikan terhadap tugas hakim yang telah dijelaskan
sebelumnya sehingga hakim harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak
tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum. Sebenarnya
fungs penemuan hukum oleh hakim diatas harus dilakukan untuk mengis
kekosongan hukum dan mencegah tidak ditanganinya suatu perkara karena hukum
dalam hal ini hukum tertulis tidak jelas atau tidak ada® Dengan begitu,
yurisprudensi sebagai aspek yang mengisi kekosongan hukum dalam praktik,
sangat penting untuk digunakan secara maksimal dalam melakukan penemuan
hukum.

Dalam kenyataannya banyak sekali perkara perdata yang timbul, tetapi
belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah tersebut. Hal
ini disebabkan dalam praktik peradilan ternyata kuantitas melakukan penemuan

% sudikno Mertokusumo, Op.Cit., hal. 52.

% C.S.T. Kansil, Pengantar Tata Hukum dan [lmu Hukum di Indonesia, (Jakarta: Balai
Pustaka, 1986), hal. 49.

¢ Lilik Mulyadi, Op.Cit., hal. 293.

% Mochtar Kusumaatmadja dan Bernard Arief Sidharta, Pengantar Ilmu Hukum Suatu
Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum, Cet. 1, (Bandung: PT. Alumni,
2000), hal. 99.
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hukum oleh hakim Indonesia relatif sedikit, contoh dalam perkara perdata
mengenal  perlawanan/bantahan terhadap eksekus putusan pengadilan yang
sedikit sekali peraturan perundang-undangan yang mengatur hal tersebut sehingga
hakim hanya menggunakan yurisprudensi yang ada sebagai tambahan. Sedangkan
mengenal eksekusi putusan pengadilan telah diatur dalam beberapa ketentuan,
seperti Pasal 54 ayat (2) Juncto Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48
Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menerangkan bahwa
pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum dalam perkara
perdata dilakukan oleh panitera dan juru sita yang dipimpin dan diawas oleh
Ketua Pengadilan (dalam hal ini Ketua Pengadilan Negeri) serta Pasal 195 ayat
(1) HIR atau Pasal 206 ayat (1) RBG menjelaskan bahwa fungs menjaankan
eksekus secara nyata dan fisik dilakukan oleh panitera dan dibantu oleh juru sita
dan fungs Ketua Pengadilan Negeri memerintah dan memimpin jalannya
eksekusi.

Dengan demikian, hakim perdata dalam menggunakan yurisprudens
sebaiknya dipertimbangkan dengan sangat matang apakah yurisprudensi tersebut
sudah mengandung nilai-nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.
Apabila masih diragukan maka sebaiknya hakim melakukan penemuan hukum
terhadap kasus tersebut. Dengan begitu, tujuan adanya lembaga pengadilan untuk
membantu para pencari keadilan (justitiabelen) dan berusaha mengatasi segala
hambatan dan rintangan permasalahan mereka untuk dapat tercapainya peradilan
yang sederhana, cepat dan biaya ringan berjalan efektif sehingga tidak terjadinya

penumpukan perkara di pengadilan.

H. FAKTOR PENGHAMBAT DAN PENDUKUNG PELAKSANAAN
EKSEKUSI
Seringkali terjadi terhadap suatu perkara yang telah diputuskan oleh
hakim, salah satu pihak biasanya pihak yang dinyatakan kalah, merasa tidak puas
atau kurang puas terhadap isi putusan hakim tersebut, karena dirasakannya
putusan itu kurang atau bahkan tidak adil sama sekali. Dengan demikian, agar

suatu putusan dapat benar-benar mencerminkan keadilan dan kebenaran, peraturan
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perundang-undang memberikan kesempatan kepada yang berkepentingan dalam
hal ini pihak yang dinyatakan kalah untuk melawan atau membantah putusan yang
terdahulu itu, baik sebelum maupun sesudah putusan itu mempunyai kekuatan
hukum yang tetap dengan mengajukan upaya-upaya hukum yang ditentukan
dalam peraturan perundang-undangan kepada instansi yang berwenang untuk itu.
Tujuan upaya hukum adalah agar perkara dapat diteliti kembali apabila terdapat
kekeliruan atau kesalahan dalam mempertimbangkan atau menjatuhkan putusan.
Dengan diteliti kembali suatu perkara, perkara itu menjadi mentah kembali
sehingga putusan yang terdahulu itu tidak dapat dilaksanakan, walaupun putusan
tersebut telah berkekuatan hukum tetap. Jadi pelaksanaan putusan itu ditunda
sampai terdapat putusan yang selanjutnya. Biasanya tenggang waktu antara
putusan yang pertama dan putusan yang selanjutnya memakan waktu yang cukup
lama dan terkadang berlarut-larut, bahkan tidak jarang pula perkara itu
terbengkalai. Hal inilah yang menjadi salah satu faktor penghambat dilaksanakan
atau dijalankannya eksekusi putusan pengadilan.
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PROSEDUR PEMERIKSAAN PERLAWANAN ATAS EKSEKUSI
KEPUTUSAN PENGADILAN

A. PENGERTIAN PERLAWANAN

Perlawanan menurut Retnowulan adalah upaya hukum biasa untuk
melawan putusan verstek, banding dan kasasi.*® Pada dasarnya, upaya hukum ini
menurut Retnowulan menangguhkan eksekusi, terkecuali apabila putusan tersebut
dijatunkan dengan ketentuan dapat dilaksanakan terlebih dahulu. Sudikno
Mertokusumo dalam bukunya Hukum Acara Perdata Indonesia menggunakan
istilah verzet untuk perlawanan yang merupakan upaya hukum biasa yang
diajukan untuk melawan putusan verstek.*®

Sudikno Mertokusumo menggunakan istilah “ derden verzet” *°

apabila
yang mengajukan perlawanan adalah pihak ketiga. Istilah derden verzet atau
“verzet door derden” juga digunakan oleh Retnowulan untuk perlawanan pihak
ketiga sebagai upaya hukum luar biasa.>" Istilah derden verzet pun digunakan oleh
Lilik Mulyadi dalam hal pihak ketiga mengajukan upaya hukum luar biasa.>
Untuk membedakan istilah derden verzet sebagai bentuk perlawanan oleh pihak

ketiga dengan perlawanan lainnya, M. Yahya Harahap menggunakan istilah

“8Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, Op.Cit., 142.

“9 sudikno Mertokusumo, Op.Cit., hal. 196.

* Ibid., hal. 208.

*! Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, Op.Cit., hal. 144.

2 Lilik Mulyadi, Hukum Acara Perdata: Menurut Teori dan Praktek Peradilan
Indonesia, (Jakarta: Djambatan, 1998), hal. 275.
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“partai verzet”* yang berarti perlawanan yang digjukan oleh pihak yang
bersengketaitu sendiri.
Pada asasnya, pelembagaan perlawanan sebaga upaya hukum dalam
proses peradilan, bertujuan untuk:>*
1. Melawan penyitaan:
a. Sitajaminan;
b. Sitaeksekus;
c. Sitamarital.
2. Melawan eksekusi
a Berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan
hukum tetap;

b. Grose Akta (Hipotik, Hak Tanggungan dan Jaminan Fidusia);
c. Melawan eksekusi putusan perdamaian berdasarkan Pasal 130 HIR.

Menurut Pasal 195 ayat (6) HIR, ada dua jenis perlawanan terhadap
putusan atau penetapan pengadilan. Hal itu dapat dilihat dari kalimat “jika
pelaksanaan putusan itu dilawan, juga perlawanan itu dilakukan oleh orang lain
yang mengakui barang yang disitaitu sebagai miliknya’.>

Berdasarkan pasal tersebut perlawanan terdiri atas perlawanan terhadap
putusan atau penetapan yang dilakukan oleh pihak yang langsung terlibat dalam
proses putusan atau penetapan yang disebut pula partai verzet (PV) dan
perlawvanan yang digjukan oleh pihak ketiga, yaitu pihak yang tidak terlibat
langsung dalam putusan atau penetapan yang dilawan atau disebut juga derden
verzet (DV) . Di dalam Rv, Rv tidak menyinggung mengenal PV. Pasal 378 Rv
jugatidak menyinggung masalah PV, pasal tersebut hanya menyebutkan DV.

Akan tetapi, meskipun Rv tidak menyinggung PV, bukan berarti PV tidak
diakui eksistensinya sebagal salah satu jenis perlawanan terhadap putusan atau
penetapan. Pengakuan eksistensinya oleh HIR sudah cukup menjadi landasan

> Ibid., hal. 24.
* R. Soesilo, RIB/HIR dengan Penjelasan, Pasal 195 dan Pasal 378 RV.

*® |bid., Pasal 195 ayat (6).
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keabsahannya. Dalam hal ini HIR dan Rv saling melengkapi demi kepentingan
ketertiban beracara.*®

Pada prinsipnya, tidak ada perbedaan yang berarti antara PV dengan DV.
Perbedaan hanya terletak pada kedudukan pihak pelawan serta pihak yang harus
ditarik sebaga terlawan. Pada PV kedudukan perlawan sgak semula sudah
terlibat langsung dalam proses putusan atau penetapan. Kadangkala dia
berkedudukan sebagai pihak tergugat langsung. Bisa juga sebagai tersitalangsung.
Mungkin juga sebagai pihak tereksekusi langsung. Jadi singkatnya, pelawan
dalam PV adalah pihak yang terlibat |angsung dalam persengketaan yang tertuang
dalam suatu putusan atau penetapan.

Perlu diketahui bahwa bukan pihak tergugat saja yang dapat bertindak
sebagal pelawan dalam PV. Akan tetapi pihak penggugat semula bisa juga
berkedudukan sebagai pelawan jika pihak tergugat mengajukan gugatan
rekonvensi. Putusan pengadilan yang menolak gugatan konvensi dan mengabulkan
gugatan rekonvensi dapat dilawan oleh pihak penggugat konvensi dengan PV.>’
Hal di atas adalah ciri yang terdapat pada PV, sedangkan pada DV pihak yang
bertindak mengajukan perlawanan adalah orang lain yang tidak ikut terlibat
langsung dalam putusan atau penetapan yang dilawan.

Jadi berdasarkan perbedaan tersebut dapat dilihat bahwa kedudukan
terlibat langsung atau tidak terlibat langsung adalah menjadi pembeda utama
antara PV dengan DV.

Kedua jenis perlawanan tersebut apabila dilihat dari pihak yang ditarik
sebagal terlawan memiliki persamaan, yaitu bailk PV maupun dalam DV, pihak-
pihak yang harus sebagai terlawan adalah pihak-pihak yang terlibat sebagai pihak
dalam perkara atau dalam penetapan yang dilawan. Apabila hal itu tidak dipenuhi,
maka gugatan perlawanan tidak memenuhi syarat forma karena dianggap
mengandung cacat.

Pasal 195 ayat (6) HIR menyatakan bahwa alasan mengajukan perlawanan
oleh pihak ketiga adalah adanya “hak milik” pihak lain yang disita. Pengertian

% M. Y ahya Harahap (b), Op.Cit., hal. 36.
*" 1bid., hal. 37.
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milik menurut hukum kebendaan bersifat hak absolut. Jika dilihat dari sudut
pandang Pasal 570 KUHPerdata hak milik memiliki asas droit de suite. Dengan
demikian, berdasarkan Pasal 195 ayat (6) HIR dan dihubungkan dengan ketentuan
KUHPerdata maka hanya hak kebendaan absolut (hak milik) yang dapat dijadikan
landasan atau alasan mengajukan perlawanan. Hak-hak yang lain, seperti Hak
Guna Bangunan (HGB), Hak Paka misalnya, tidak dapat dijadikan aasan
perlawanan.

Ha ini tentunya sangat tidak menguntungkan bagi pihak lain yang
HGBnya disita oleh pengadilan. Pihak lain tersebut tidak dapat mengajukan DV,
karena aasan dita terhadap HGB tidak dapat dijadikan landasan untuk
mengajukan DV, alasan perlawanan tidak memenuhi persyaratan karena bukan
hak milik.

Alasan perlawanan menurut HIR tersebut berbeda dengan aasan yang
diatur oleh ketentuan Pasal 378 Rv. Ketentuan ini tidak menyebut “ hak milik”
sebagal alasan DV. Alasan yang dirumuskan di dalamnya adalah putusan yang
dilawan:

1. Merugikan kepentingan mereka, atau merugikan hak-hak mereka; dan
2. Tidak ikut sebagal pihak dalam putusan yang dilawan.

Pendapat Sudikno Mertokusumo dan rumusan Pasal 378 Rv lebih luas
dibanding ketentuan Pasal 195 ayat (6) HIR. Penekanan alasan perlawanan pada
Pasal 378 Rv dititikberatkan pada ‘kerugian’. Apabila suatu putusan pengadilan
merugikan kepentingan atau hak seseorang, yang bersangkutan dapat mengajukan
perlawanan berupa DV untuk mempertahankan dan memulihkan kepentingan hak
tersebut. Kepentingan atau hak yang dirugikan putusan yang dilawan, tidak harus
menyangkut dan berkaitan dengan benda berwujud berupa hak milik.*

Karena ada perbedaan antara ketentuan HIR dengan Rv mengena alasan
yang dapat digunakan sebagai landasan mengajukan perlawanan terhadap pihak
ketiga, maka untuk menentukan patokannya tidak harus secara sempit
menggunakan ketentuan Pasal 195 ayat (6) HIR, tetapi bebas menerapkan apa
yang ditentukan dalam Pasal 378 Rv.>®

8 M. Yahya Harahap (b), Op.Cit., hal. 48.
% |bid., hal. 49.
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Secara seksama dapat diperhatikan bahwa Pasal 195 ayat (6) HIR hanya
mengatur mengenai landasan dasar DV. Sedangkan mengena aasan PV tidak
disinggung sama sekali. Y ang disinggung hanya pemberian hak kepada para pihak
yang berperkara untuk mengajukan perlawanan terhadap putusan atau penetapan.

Tampaknya pembuat undang-undang membuka peluang kepada para pihak
untuk mengaukan PV dengan menggunakan alasan-alasan yang cukup luas.
Keterbukaan itu dapat dilihat dari tidak diaturnya alasan-alasan untuk mengajukan
PV. Hal ini berarti bahwa pihak-pihak yang ingin mengajukan PV merupakan
pihak-pihak yang memiliki kepentingan dan kepentingan tersebut telah dirugikan
oleh salah satu pihak yang bersengketa. Jadi luasnya alasan mencakup kerangka
keluasan makna “merugikan kepentingan atau hak”. Dengan demikian, setiap
putusan atau penetapan pengadilan yang dianggap menimbulkan kerugian
terhadap kepentingan atau hak pihak yang bersengketa dapat dijadikan alasan
perlawanan berupa PV.

Implikasi dari luasnya alasan PV adalah sangat sulit untuk menentukan
batasannya sehingga setiap kondisi yang dapat dikuaifikasikan merugikan
kepentingan atau hak dapat dijadikan aasan mengajukan perlawanan oleh pihak
yang bersengketa, sehingga hal ini dapat dipergunakan oleh pihak yang beritikad
tidak balk untuk mengajukan perlawanan dengan alasan yang dibuat-buat hanya
untuk menghambat pel aksanaan eksekusi.

Seseorang yang menjadi pihak tergugat dari sebuah perkara dan
dikalahkan dalam proses pemeriksaan perkara tersebut barang-barang miliknya
yang telah diletakkan sita jaminan dan dalam amar putusan perkara tersebut ia
dikalahkan dengan keharusan membayar sgjumlah uang dan sita jaminan yang
diletakkan terhadap barang-barang miliknya dinyatakan sah dan berharga. Jikaia
tidak mau membayar secara sukarela maka barang-barangnya yang diletakkan sita
jaminan akan diledlang untuk memenuhi amar putusan berupa pembayaran
sejumlah uang tersebut.

Setelah terjadi sita jaminan, bisa sga pihak tergugat (tersita) merasa
dirugikan terhadap sita jaminan tersebut. Pihak tersitaini tentu akan mencari jalan

untuk melepaskan barang-barangnya dari penyitaan tersebut maupun untuk
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mencegah terjadinya lelang yang akan dilakukan terhadap barang-barangnya
tersebut.

Pihak tersita ini dapat melakukan upaya hukum berupa perlawanan
terhadap sita yang dilakukan tersebut. Perlawanan adalah upaya hukum yang
merupakan alat untuk meminta perubahan atas penyitaan atau setidak-tidaknya
meminta penundaan atas suatu putusan atau penetapan hakim. Dalam praktek
perlawanan ini dapat dilakukan oleh pihak tergugat (tersita) yang merupakan
pihak yang tereksekusi ataupun juga dapat dilakukan oleh pihak ketiga yang sama
sekali tidak tahu akan perkara yang terjadi.

Perlawanan diatur pada Pasal 195 ayat (6) HIR yang berbunyi:

Perlawanan terhadap keputusan, juga dari orang lain yang
menyatakan bahwa barang yang disita miliknya, dihadapkan serta
diadili seperti segala perselishan tentang upaya paksa yang
diperintankan oleh pengadilan negeri, yang dalam daerah

hukumnya terjadi pelaksanaan keputusan itu.

Dari bunyi pasal tersebut dapat dilihat bahwa ada dua jenis perlawanan
terhadap putusan atau penetapan pengadilan. Pertama adalah perlawanan yang
dilakukan oleh pihak yang terlibat secara langsung dalam proses putusan atau
penetapan tersebut. Jenis perlawanan ini disebut sebagai “partai verzet” atau
perlawanan oleh pihak.

Perlawanan yang lainnya adalah perlawanan yang dilakukan oleh pihak
ketiga atau oleh pihak yang tidak terlibat langsung dalam putusan atau penetapan
yang dilawan. Hal ini dilihat dari bunyi “dari orang lain yang menyatakan bahwa
barang yang disita miliknya’. Perlawanan jenis ini disebut “derden verzet” atau
perlawanan pihak ketiga.

Namun mengena upaya paksa dalam pasal tersebut pengartiannya dapat
diperluas meliputi tindakan paksa pengadilan dalam bentuk:

a. Sitajaminan (conservatoir besag);

b. Sitaeksekus (executorial beslag);
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c. Eksekusi riil dan executorial verkoop (penjualan lelang) dengan syarat
asal tindakan dalam eksekusinya belum selesal dilaksanakan, baru
berupa penetapan perintah eksekusi.

Jadi yang dapat dilakukan gugat perlawanan adalah produk pengadilan

berupa sita jaminan (conservatoir beslag), sita eksekusi (executorial beslag), dan
juga eksekusi riil.

B. SUBYEK PERLAWANAN

Pada asasnya suatu putusan itu hanyalah mengikat para pihak yang
berperkara dan tidak mengikat pihak ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 1917
KUHPerdata. Akan tetapi apabila pihak ketiga hak-haknya dirugikan oleh suatu
putusan, maka ia dapat mengajukan perlawanan terhadap putusan tersebut yang
sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Rv. Perlawanan ini digjukan kepada hakim
yang menjatuhkan putusan yang dilawan itu dengan menggugat para pihak yang
bersangkutan dengan cara biasa sebagaimana diatur dalam Pasal 379 Rv. Pihak
ketiga yang hendak mengajukan perlawanan terhadap suatu putusan tidak cukup
hanya mempunyai kepentingan sgja, tetapi harus nyats-nyata telah dirugikan hak-
haknya. Apabila perlawanannya itu dikabulkan, maka putusan yang dilawan itu
diperbaiki sepanjang merugikan pihak ketiga yang sebagaimana diatur dalam
Pasal 382 Rv.

C. JENIS PERLAWANAN TERHADAP PUTUSAN

Di dalam Pasal 195 ayat 6 HIR, terkandung dua jenis perlawanan terhadap
putusan atau penetapan Pengadilan ayng berbunyi : “jika pelaksanaan putusan itu
dilawan, juga perlawanan itu dilakukan oleh orang lain yang mengakui barang
yang disitaitu sebagai miliknya’. Dari bunyi kalimat tersebut, maka terdapat dua
jenis perlawanan terhadap putusan yaitu:

1. Pelawanan yang dilakukan oleh pihak yang langsung terlibat dalam

proses putusan atau penetapan (Partai Ver zet)
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2. Perlawanan yang digjukan oleh “pihak ketiga’ oleh orang yang tidak
terlibat langsung dalam putusan atau penetapan yang dilawan. Pasd
195 ayat 6 HIR menyebut “perlawanan yang dilakukan orang lain” (
Derden Verzet )

D. TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN PERLAWANAN

Seperti yang telah dipaparkan pada Bab |1 bahwa Pada prinsipnya, tidak
ada perbedaan yang berarti antara Partai Verzet dengan Derden Verzet .
Perbedaan hanya terletak pada kedudukan pihak pelawan serta pihak yang harus
ditarik sebagal terlawan. Oleh karenaitu tenggang waktu antara Partai Verzet dan
Derden Verzet pun tidak ada perbedaan. Jangka waktu mengagukan gugat
perlavanan bak tentang Derden Verzet atau Partai Verzet dalam praktek
peradilan telah diangkat dan dijadikan sebaga “syarat formal” yang sangat
menentukan keabsahan gugat.®® Dengan kata lain waktu pengajuan gugat
perlawanan menentukan dapat atau tidak dapat diterimanya pengajuan gugatan
perlawanan.

Apabila dalam suatu gugatan yang Tergugatnya hanya satu, kemudian
telah dipanggil dengan patut sebanyak tiga kali untuk menghadiri persidangan
yang telah ditentukan hari, tanggal dan tempatnya akan tetapi Tergugat tidak
pernah hadir serta tidak menyuruh orang lain datang atau wakilnya untuk
menghadap persidangan, maka gugatan akan diputus oleh hakim dengan putusan
tidak hadir (verstek). Berarti dalam kasus ini Penggugat sebagai pihak yang
menang.

Sebaliknya apabila yang tidak hadir Penggugat maka Tergugat yang
dianggap menang atas kasus ini (Pasa 124 dan 125 H.I.R.) dan apabila
Penggugat/Tergugatnya lebih dari satu sedangkan dalam persidangan yang telah
ditentukan hadir beberapa atau salah satu Penggugat/Tergugat, maka perkara
tersebut akan dilanjutkan pemeriksaannya seperti acara biasa.

Putusan verstek harus diberitahukan kepada pihak yang dikalahkan serta
diterangkan bahwa ia berhak mengajukan perlawanan atas putusan tersebut, dalam

M. Y ahya Harahap (b), Op.Cit., hal.89
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pengadilan negeri yang memutus perkara itu. Perlawanan terhadap putusan
verstek ini harus digjukan sebelum masa tenggang waktunya habis sesuai dengan
ketentuan Pasal 129 H.I.R :

1. Tergugat yang dihukum sedang ia tidak hadir (verstek) dan tidak
menerima putusan itu, dapat memajukan atas putusan itu.

2. Jika putusan itu diberikan kepada yang dikalahkan itu sendiri, maka
perlawanan itu dapat diterima dalam tempo empat belas hari sesudah
pemberitahuan itu. Jika putusan itu tidak diberitahukan kepada yang
dikalahkan itu sendiri, maka perlawanan itu dapat diterima sampai hari
kedelapan sesudah peringatan yang tersebut pada pasal 196, atau dalam
hal tidak menghadap sesudah dipanggil dengan patut, sampai hari
kedelapan sesudah dijalankan keputusan surat perintah kedua, pada
Pasal 197.

3. Surat perlawanan itu dimasukkan dan diperiksa dengan cara yang
biasa, yang diatur untuk perkara perdata.

4. Memgukan surat perlawanan kepada ketua penggadilan negeri
menahan pekerjaan, menjalankan keputusan, kecuali jika diperintahkan
untuk menjalankan keputusan walaupun ada perlawanan (verzet).

5. Jika yang melawan, tidak buat kedua kalinya dijatuhi putusan sedang
ia tidak hadir, meminta perlawanan lagi, maka perlawanan itu tidak

dapat diterima.

1 Pengajuan Sebelum Eksekus Dijalankan

Penggjuan sebelum eksekusi dijalankan merupakan faktor keabsahan
formal pengajuan gugat Perlawanan. Seperti pendapat dari Y ahya Harahap bahwa
Gugatan Perlawanan harus digukan sebelum putusan atau penetapan yang
dilawan belum selesal dieksekusi. Jika sudah dieksekusi, upaya gugat Perlawanan
dianggap melanggar ketentuan tata tertib beracara® Dengan demikian
Perlawanan dinyatakan’tidak dapat diterima’. Dan tuntutan penundaan atau
permintaan penetapan eksekus agar dinyatakan tidak berkekuatan, berubah
menjadi tuntutan pembatal an eksekusi melalui upaya gugat biasa.

% |bid. hal.90.
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Namun demikian, walaupun telah melewati batas kebolehan mengajukan
gugat Perlawanan, tidak berakibat mati atau gugur untuk mempertahankannya.
Hanya bentuk upaya yang berubah dari upaya Perlawanan menjadi upaya gugat
biasa.

Di dalam pasal 195 ayat 6 HIR maupun pasal yang terdapat dalam Buku
Pertama, BAB X Ry, tidak secara tegas menentukan batas jangka waktu
pengajuan gugat Perlawanan. Yang paling realistik untuk menetapkan jangka
waktu pengajuan gugat Perlawanan adalah sampai eksekus selesai. Dengan kata
lan yang menjadi patokan batas waktu pengajuan gugat Perlawanan adalah
sampai saat eksekusi belum selesai dilaksanakan.

Patokan ini dapat diterapkan secara proporsional baik terhadap bentuk
Derden Verzet atau Partai Verzet. Juga tetap proporsiona apakah Perlawanan
ditujukan terhadap putusan atau penetapan eksekusi groose akta berdasar pasal
224 HIR maupun terhadap penetapan eksekusi Putusan Perdamaian berdasar pasal
130 ayat 2 HIR atau pasal 1851 KUH Perdata.

2. Perlawanan terhadap Conservatoir Beslag (Sita Jaminan)
Selama Proses Berjalan
Penyitaan berasdl dari terminologi Beslag (Belanda),*’dan istilah
Indonesia Beslah tetapi istilah bakunya ialah sita atau penyitaan. Pengertian yang
terkandung di dalamnyaialah:®
a. Tindakan menempatkan harta kekayaan tergugat secara paksa berada
dalam keadaan penjagaan® (to take into custody the property of a
defendant),
b. Tindakan paksa penjagaan (custody) itu dilakukan secara resmi (official)
berdasarkan perintah pengadilan atau hakim,

62 Marianne Termorshuizen, Kamus Hukum Belanda-Indonesia, (Jakarrta: Djambatan,
1999), him. 49.

% M. Yahya Harahap (c), Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan,
Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, cet. 5, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hal. 282.

% Merriam Webster’s Dictionary of Law, Merriam Webster Springfield, Massachusetts,
1996, him. 451.
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c. Barang yang ditempatkan dalam penjagaan tersebut, berupa barang yang
disengketakan, tetapi boleh juga barang yang akan dijadikan sebagai alat
pembayaran atas pelunasan utang debitur atau tergugat, dengan jalan
menjual lelang (executorial verkoop) barang yang disita tersebut,

d. Penetapan dan penjagaan barang yang disita, berlangsung selama proses
pemeriksaan, sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum

tetap, yang menyatakan sah atau tidak tindakan penyitaan itu.

Penyitaan dalam Hukum Acara Perdata pada dasarnya adalah tindakan
persiapan untuk menjamin dapat dilaksanakannya putusan perdata. Barang-barang
yang disita untuk kepentingan kreditur (penggugat) dibekukan, ini berarti bahwa
barang-barang itu disimpan (diconserveer) untuk jaminan dan tidak boleh
dialihkan atau dijua (Pasal 197 ayat 9, 199 HIR, 212, 214 Rbg).* Sdain itu,
ketentuan mengena penyitaan juga diatur dalam Pasal 227 ayat (1) HIR, Pasa
261 ayat (1) RBG atau Pasal 720 Rv mengenal penyitaan terhadap barang
bergerak dan barang tidak bergerak milik tergugat, serta penyitaan barang
bergerak milik penggugat yang berada dalam kekuasaan tergugat yang diatur
dalam Pasal 261 ayat (1) HIR.

2.1. JenisPenyitaan Menurut Hukum Acara Perdata Indonesia
Berikut ini hanya tiga macam penyitaan atau beslag yang akan dijelaskan
dalam penulisan ini, yaitu:

a. Conservatoir Bedlag

Pengertian sita jaminan atau conservatoir beslag diatur dalam Pasal 227

ayat (1) HIR, Pasal 261 ayat (1) RBG atau Pasal 720 Rv:

1. Menyita barang debitur selama belum dijatuhkan putusan dalam
perkaratersebut;

2. Tujuannya, agar barang itu tidak digelapkan atau diasingkan tergugat
selama proses persidangan berlangsung, sehingga pada saat putusan
dilaksanakan, pelunasan pembayaran utang yang dituntut penggugat
dapat terpenuhi, dengan jalan menjual barang sitaan itu.

% sudikno Mertokusumo, Op.Cit., hal. 83.
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Bertitik tolak dari penggarisan Pasal 227 ayat (1) HIR, penerapan sita
jaminan pada dasarnya hanya terbatas pada sengketa perkara utang piutang
yang ditimbulkan oleh wanprestasi. Hal ini ditandai dengan adanya kata-kata
penyitaan atas permohonan pihak kreditur (penggugat) terhadap barang milik
debitur (tergugat).®® Dengan diletakkannya sita pada barang milik tergugat,
barang itu tidak dapat dialihkan tergugat kepada pihak ketiga, sehingga tetap
utuh sampa putusan berkekuatan hukum tetap. Apabila tergugat tidak
memenuhi pembayaran secara sukarela, pelunasan utang atau ganti rugi itu,
diambil secara paksa dari barang sitaan melaui penjualan lelang.®” Dengan
demikian, tindakan penyitaan barang milik tergugat sebagai debitur:*®

1.  Bukan untuk diserahkan dan dimiliki penggugat (pemohon sita),

2. Tetapi diperuntukkan melunasi pembayaran utang tergugat kepada

penggugat.
b. Revindicatoir Beslag

Penyitaan atas suatu barang atas permintaan si pemilik sebelum pemilik ini
mengajukan gugatan kepada pengadilan untuk mendapatkan kembali barang
miliknya.

Sita revindikas (revindicatoir beslag) atau revindicatie beslag, termasuk
kelompok sita tetapi mempunyai kekhususan tersendiri dibanding dengan
conservatoir beslag. Kekhususan itu, terutama terletak pada objek barang
sitaan dan kedudukan penggugat atas barang itu:®

1. Hanya terbatas barang bergerak yang ada di tangan orang lain

(tergugat)
2. Barangitu, beradadi tangan orang lain tanpa hak, dan
3. Permintaan sita digukan oleh pemilik barang itu sendiri agar

dikembalikan kepadanya.

% |bid., hal 93
¢ SudiknoM ertokusumo, Op. Cit., hal. 65.
% M. Yahya Harahap (c), Op.Cit., hal. 339.

% M. Yahya Harahap (c), Op.Cit., hal. 326.
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Oleh karena yang meminta dan mengajukan penyitaaan adalah pemilik
barang sendiri maka lazim disebut pula penyitaan atas permintaan pemilik”
atau owner’s claim.”* Dengan demikian, bentuk sita revindikasi merupakan
upaya pemilik barang yang sah untuk menuntut kembali barang miliknya dari
pemegang, yang menguasal barang itu tanpa hak.agar lebih konkret, tergugat
memegang dan menguasai barang bergerak milik penggugat, tanpa alasan
yang sah.

Pemilik mengajukan gugatan yang digjukan terhadap pemegang dengan
maksud supaya barang itu kembali kepada penggugat sebaga pemilik yang
sah. Untuk menjamin barang itu tidak digelapkan atau dialihkan tergugat
selama proses persidangan berlangsung, penggugat meminta agar pengadilan
meletakkan sitamilik (revindicatoir beslag) atas barang itu.”

Mengenai sita milik (revindicatoir beslag) juga diatur dalam pasal 226
ayat (1) HIR yang berbunyi:

“Orang yang empunya barang yang tidak tetap, dapat meminta dengan surat
atau dengan lisan kepada Ketua Pengadilan Negeri, yang didalam daerah
hukumnya tempat tinggal orang yang memegang barang itu, supaya barang itu
disita.”

c. Executorial Beslag

Penyitaan atas barang-barang bergerak sebagai pendahuluan suatu
eksekusi atau pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh
kekuatan hukum yang tetap, dengan maksud bahwa brang-barang tersebut
akan dilelang di muka umum untuk memenuhi putusan pengadilan yang tidak
dituruti secara sukarela oleh pihak yang dikalahkan.

Mengenai istilah conservatoir beslag dan revindicatoir beslag sampai saat
ini belum ada istilah yang baku untuk mengganti kedua istilah tersebut,
sedangkan untuk executorial beslag umumnya digunakan istilah sita eksekusi.

" Arief S. (ed.), Kamus Hukum, Edisi Lengkap,Pustaka Tinta Mas, Surabaya, hal.374.

™ Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum Belanda-Indonesia_Inggris, Aneka, Semarang,
hal .736.

"2 Pedoman Pelaksana Tugas dan administrasi Pengadilan, hal. 132.
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Hingga kini belum ada kata sepakat iantara para ahli hukum mengenai
istilah conservatoir beslag dan revindicatoir beslag tersebut. Sebagai contoh,
Y ahya Harahap menggunakan istilah sita jaminan untuk sita conservatoir dan
sita hak milik untuk sita revindicatoir.”® Sedangkan Retnowulan Sutanto
berpendapat bahwa baik untuk conservatoir beslag maupun revindicatoir
beslag, keduanya |ebih baik menggunakan istilah sitajaminan.”

Walaupun ketiga jenis penyitaan tersebut memiliki pemahaman dan istilah
yang berbeda, akan tetapi pada hakekatnya ketiga jenis penyitaan tersebut
memiliki tujuan yang sama yaitu untuk menjamin pemenuhan kepentingan
penggugat supaya gugatannya tidak illussoir dengan dilakukan secara paksa
oleh pengadilan atas permintaan penggugat.

Letak perbedaannya yaitu pada tahap proses pemeriksaan perkara. Pada
sita conservatoir dan sitarevindicatoir , tindakan penyitaan tersebut dilakukan
pada saat proses pemeriksaan perkara sedang berjalan. Sedangkan pada sita
eksekusi, penyitaan dilakuakan pada tahap putusan yang telah memperoleh
kekuatan hukum yang tetap (in kracht van gewisde).”

Apabila benda-benda yang akan diksekus telah diletakkan sita
conservatoir, maka tidak diperlukan lagi tahap “sita eksekusi” pada saat putusan
telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Oleh karena sita conservatoir secara
otomatis telah mempunyai kekuatan hukum eksekutorial sehingga dengan
demikian tidak diperlukan lagi tahap sita eksekusi. Jadi pada hakekatnya tahap
proses sita eksekus dilakukan sepanjang belum pernah diletakkan sita
conservatoir.”®

Dengan hapusnya tahap sita eksekusi, proses eksekusi dijalankan dengan
melakukan peringatan terhadap pihak tergugat untuk melaksanakan isi putusan

" M. Yahya Harahap (d), Permasalahan dan Penerapan Conservatoir Beslag, cet. 1,
(Jakarta: MA RI, 1987), hal. 11-12.

™ Retnowulan Sutanto, “Beberapa Permasalahan Lagi Yang Timbul Dalam Praktek
Sehubungan Dengan Sta Jaminan Dan Sta Eksekutorial Yang dilakukan Oleh Pengadilan
Negeri”, Varia Peradilan, Tahun V No. 49, Oktober 1989, him. 113.

M. Yahya Harahap (b), Op.Cit., hal. 62.

" M. Y ahya Harahap (b), Op. Cit., hal. 5.
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dalam jangka waktu maksimum 8 (delapan) hari. Hal ini diatur dalam pasal 196
HIR.

2.3.2. Tujuan Penyitaan

Tujuan utama penyitaan, agar barang harta kekayaan tergugat:

- Tidak dipindahkan kepada orang lain melalui jual beli atau penghibahan,
dan sebagainya.

- Tidak dibebani dengan sewa-menyewa atau diagunkan kepada pihak

ketiga.

Maksudnya menjaga keutuhan dan keberadaan harta kekayaan tergugat
tetap utuh seperti semula, selama proses penyelesaian perkara berlangsung, agar
pada saat putusan memperoleh kekuatan hukum yang tetap, barang yang
disengketakan dapat diserahkan dengan sempurna kepada penggugat.

Selain itu, apabila perkara yang disengketakan mengena tuntutan
pembayaran sgjumlah uang, harta yang disita tetap utuh sampa putusan
berkekuatan hukum tetap sehingga apabila tergugat tidak melaksanakan
pemenuhan pembayaran secara sukarela, pemenuhan dapat diambil dari barang
harta kekayaan tergugat dengan jalan menjual lelang (executorial verkoop)
barang yang disita tersebut. Dapat dilihat, tujuan utama sita agar gugatan
penggugat tidak illusoir atau tidak hampa pada saat putusan dilaksanakan. Dengan
demikian ditinjau dari segi teknis peradilan, penyitaan atau beslag:”’

- Merupakan upaya hukum bagi penggugat untuk menjamin dan melindungi
kepentingannya atas keutuhan dan keberadaan harta kekayaan tergugat sampai
putusan memperol eh kekuatan hukum tetap,

- Upaya itu bermaksud untuk menghindari tindakan itikad buruk (bad faith)
tergugat dengan berusaha melepaskan diri memenuhi tanggung jawab perdata
(civil liability) yang mesti dipikulnya atas PMH atau wanprestas yang
dilakukannya,

- Dengan adanya penyitaan melalui perintah pengadilan, secara hukum harta

kekayaan tergugat berada dan ditempatkan di bawah penjagaan dan

""'M. Y ahya Harahap (b), Op.Cit., hal.285-286.
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pengawasan pengadilan, sampal ada perintah pengangkatan atau pencabutan
Sita

Dalam ha seorang mengajukan gugatan pada Pengadilan Negeri, bukan
sgja ia mengharapkan agar memperoleh putusan yang menguntungkan baginya,
namun disamping itu pula bahwa putusan tersebut akhirnya dapat dilaksanakan

Kepentingan untuk membicarakan batas waktu Perlawanan terhadap
Conservatoir Beslag secara khusus, berhubungan erat dengan kemungkinan
Conservatoir Beslag telah dinyatakan diangkat oleh putusan tingkat pertama atau
tingkat banding. Akan tetapi proses pemeriksaan pokok perkara masih terus
berlanjut.’

Patokan penerapan jangka waktu pengguan Perlawanan terhadap
Conservatoir Beslag, tetap boleh dan terbuka selama proses pemeriksaan masih
berlanjut, mulai dari tingkat pertama, tingkat banding dan kasasi. Saat proses
pemeriksaan berhenti pada saat itulah tertutup hak mengajukan Perlawanan.

Daam putusan, tidak mengurangi hak pihak ketiga mengaukan
Perlawanan apabila salah satu pihak mengajukan banding. Begitu pula perintah
pengangkatan Conservatoir Beslag yang ditetapkan PT dalam tingkat banding,
tidak menggugurkan hak untuk mengajukan Perlawanan jika salah satu pihak
mengajukan kasasi .

Menurut Y ahya Harahap, terdapat dua ketentuan dalam menetapkan batas
waktu mengajukan gugatan Perlawanan terhadap Conservatoir Beslag, yaitu :

Pertama : selama proses berlanjut mulai dari tingkat pertama banding dan

kasasi, tetap terbuka mengaukan gugat Perlawanan, meskipun amar

putusan yang dilawan telah memerintahkan pengangkatan Conservatoir

Bedlag.

Kedua : sgak juru sita melaksanakan perletakkan Conservatoir Beslag,

sudah mulai terbuka hak bagi pihak ketiga yang merasa dirugikan untuk

mengajukan gugat Perlawanan, meskipun Conservatoir Beslag belum
dinyatakan sah dan berharga.”

8 1bid. hal. 94.

" |bid. hal.98.
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3. Batas Jangka Waktu Perlawanan Dikaitkan dengan Pasal 2
ayat (4) dan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun
2009 tentang K ekuasaan K ehakiman

Di dalam ketentuan pasal 195Ayat 6 HIR serta pasal - pasal yang
dirumuskan dalam buku | Bab X Rv, tidak memuat ketentuan yang rinci mengenai
tenggang waktu mengajukan gugat Perlawanan, namun seperti yang telah
dijelaskan di atas bahwa batas tenggang waktu dalam mengajukan gugat
Perlawanan merupakan syarat formal. Jika Perlawanan digjukan setelah eksekusi
selesai dilaksanakan dianggap telah melanggar tata tertib beracara, dan langsung
dijadikan dasar alasan menyatakan Perlawanan “tidak dapat diterima’ (niet en
vanklije verklaring). Patokan ini sudah menjadi hukum standar (law standard)
untuk menentukan sah atau tidaknya gugat Perlawanan.

Jka sdah satu syarat sahnya gugat Perlawanan adalah batas waktu
pengajuan gugat Perlawanan, maka akan menimbulkan pertentangan dengan asas
yang dirumuskan pasal 2 ayat (4) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman yaitu proses peradilan dalam penyelenggaraan fungsi kekuasaan
kehakiman melalui badan — badan peradilan adalah sederhana, cepat dan biaya
ringan dan pasal 4 ayat 2 UU No0.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
yang berbunyi Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatas
segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana,
cepat, dan biayaringan.

Dengan demikian terjadi pertentangan antara penerapan jangka waktu
gugat Perlawanan dengan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Jika
yang terjadi adalah pengguan dilakukan setelah dieksekusi maka Perlawanan
dinyatakan tidak dapat diterima, dengan demikian harus dilakukan upaya gugat
biasa yang prosesnya dimulai dari awal lagi. Tentu sga hal ini akan memakan
waktu dan biaya yang lebih besar lagi.

E. PROSES PEMERIKSAAN PERLAWANAN
1 Asas— Asas Proses Pemeriksaan
Pada dasarnya proses pemeriksaan perlawanan dilakukan sama dengan

proses pemeriksaan pada suatu gugatan. Hal ini sesuali dengan pendapat M. Y ahya
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Harahap bahwa ketentuan hukum acara yang berlaku dalam pemeriksaan
Perlavanan sama sepenuhnya dengan tata cara yang berlaku terhadap
pemeriksaan gugat biasa® Mengenai tata cara pemeriksaan gugat Perlawanan,
disebut dalam Pasal 379 Rv. Dimana Pasa 379 Rv menggariskan tata cara
pemeriksaan gugat Perlawanan, tunduk kepada ketentuan tata tertib beracara yang
diterapkan pada pemeriksaan perkara gugat biasa. Penggarisan ini dirumuskan
dalam kalimat yang berbunyi : “dan peraturan umum mengena cara berperkara
berlaku sepenuhnya dalam Perlawanan ini” &

Oleh karena diperlakukan secara penuh ketentuan hukum acara yang
umum diterapkan pada proses gugat biasa maka semua asas, lembaga, alat bukti,
dan sistem pembuktian serta pengambilan putusan dan upaya biasa menjadi
ketentuan yang tidak terpisah dalam proses pemeriksaan Perlawanan. Dengan
sendirinya asas umum yang berlaku pada acara biasa berlaku sebagai tata tertib
umum beracara pada Perl awanan antara lain:®

s Proses pemeriksaan secara lisan (mondelinge procedure) tanpa
mengurangi kebolehan jawab — menjawab secara tertulis,

¢ Tata cara pemeriksaan secaralangsung (onmiddelijkheid van procedure),

+ Tidak mengenal stelsel proses beracara dengan perantaraan pengacara,

% Hakim memimpin jalannya persidangan, termasuk memberi bantuan dan
mengupayakan perdamaian,

¢+ Persidangan terbuka untuk umum (Open baar),

% Ultra petitum partium atau tidak boleh mengabulkan melebihi permintaan,

% Proses persidangan tidak boleh merugikan pihak ketiga yang tidak ikut
menjadi pihak dalam perkara.

Selain itu juga berlaku asas — asas proses pemeriksaan persidangan yang
pada pokoknya adal ah:®

% Asas contradictoire

% 1bid. hal141.
8 |bid. hal.138-139.
% 1bid. hal.139.
& |bid. hal.141.
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+ Asasaudi et alteram partem.
s Asasimparsialitas,
¢ Asas pembuktian, yang meliputi antaralain:

e Pembuktian hanya menurut alat bukti yang ditentukan undang —
undang,

e Pembebanan pembuktian sesua dengan prinsip sSiapa yang
mendalilkan sesuatu hak atau peristiwa, terpikul kepadanya wajib
bukti untuk membuktikannya tanpa mengurangi penerapan asas “stelt
en plicht”.

e Batas minimum pembuktian dikaitkan dengan kekuatan pembuktian
yang bersifat vry bewijskracht, volledig en bindende bewijs krach dan
volledeg, bindende en dwingende bewijskracht.

o Proses Pemeriksaan

Daam proses pemeriksaan perlawanan, pihak yang bersengketa adalah
tergugat (tereksekusi) atau pihak lain yang memiliki kepentingan terhadap barang
tereksekuss melawan pihak yang dimenangkan dalam sengketa perdata
sebelumnya. Pihak tereksekusi atau pihak lain tersebut mengajukan permohonan
berbentuk lisan maupun tulisan. Permohonan tersebut akan digukan kepada
Pengadilan Negeri dimana sengketa perdata sebelumnya telah diputuskan.
Kemudian perlawanan akan diperiksa terlebih dahulu oleh Ketua Pengadilan
Negeri yang bersangkutan untuk diputuskan setelah mendengar kedua belah pihak
yang berperkara. Akan tetapi pada dasarnya perlawanan tidak menghalangi
dilakukannya pelaksanaan eksekusi atas obyek sengketa, kecuali apabila Ketua
Pengadilan Negeri yang bersangkutan memerintahkan agar menangguhkan
pelelangan sampai dijatuhkan putusan mengenai perlawanan tersebui.

Dalam Buku Il Pedoman Teknis Administrass dan Teknis Peradilan
Umum yang merujuk kepada Pasal 207 ayat (3) HIR dijelaskan bahwa perlawanan
tidak menangguhkan eksekusi, kecuali apabila segera nampak bahwa perlawanan
tersebut benar dan beralasan, maka eksekusi ditangguhkan, setidak-tidaknya
sampai dijatuhkan putusan oleh Pengadilan Negeri.
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Pelayanan hukum yang bijak atas suatu penundaan eksekus apabila
digjukan perlawanan oleh pihak tereksekusi ialah dengan cara memeriksa terlebih
dahulu gugatan perlawanan. Eksekusi dibiarkan untuk sementara waktu dalam
keadaan status aquo. Apabila tanggal eksekus belum ditentukan, eksekusi
didiamkan, sampa perkara perlawanan diputuskan oleh Magelis Hakim
Pengadilan Negeri. Setelah perlawanan diputus, kemudian diambil sikap
selanjutnya sesuai dengan hasil putusan perlawanan. Apabila perlawanan
dikabulkan, Ketua Pengadilan Negeri dapat mengeluarkan penetapan yang
memerintahkan penundaan eksekus atas alasan perlawanan pihak tereksekus.
Sebaliknya, apabila perlawanan ditolak, eksekus dijalankan.

Sedangkan proses perlawanan terhadap putusan Verstek tidak jauh berbeda
dengan penjelasan di atas. Proses Perlawanan ini adalah sebagai berikut :
Perlawanan diajukan kepada PN yang menjatuhkan Verstek ; perlawanan terhadap
Verstek, bukan perkara baru ; Perlawanan mengakibatkan putusan Verstek mentah
kembali ; pemeriksaan Perlawanan.®
(1). Perlawanan digjukan kepada PN yang menjatuhkan Verstek

Kewenangan menerima dan memeriksa Perlawanan, merupakan yuridiksi

PN semula yang menjatuhkan putusan. Sehingga agar Perlawanan memnuhi

syarrat formil :

e Digukan oleh tergugat sendiri atau kuasanya;

e Disampakan kepada PN yang menjatuhkan putusan sesuai dengan
batas tenggang waktu yang ditentukan Pasal 129 ayat (2) HIR;

e Perlawanan ditujukan kepada putusan tanpa menarik pihak lain, selain
dari pada penggugat semula

(2). Perlawanan terhadap Verstek, bukan perkara baru

Perlawanan bukanlah gugatan baru atau perkara baru, akan tetapi,

merupakan bantahan yang ditujukan kepada ketidakbenaran dalil gugatan.

Sedemikian eratnya kaitan antara Perlawanan dengan gugatan semula,

menyebabkan komposis pelawan sama persis dengan tergugat asal dan

terlawan adalah penggugat asal.

8 M. Yahya Harahap (c), Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan,
Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan. (Jakarta: Slnar Grafika, 2010). Hal.407 — 4009.
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(3). Perlawanan mengakibatkan putusan Verstek mentah kembali

Apabila digukan verzet terhadap putusan verstek, dengan sendirinya

menurut hukum:

e Putusan verstek menjadi mentah kembali;

o Eksistensinyadianggap tidak pernah ada (never existed);

e Oleh karena itu, jika terhadapnya diajukan Perlawanan, putusan verstek
tidak dapat dieksekusi, meskipun putusan itu mencantumkan amar
dapat dilaksanakan |ebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad).

Dalam hal terhadap putusan verstek digjukan verset dapat menimbulkan

akibat sebagai berikut,

1. Eksistensinya akan lenyap secara mutlak, apabila Perlawanan
dikabulkan

2. [Eksistensi putusan verstek mutlak menjadi dasar penyelesaian perkara
apabila Perlawanan yang digjukan tergugat (pelawan) ditolak

3. Eksistensinya absolut apabila terhadapnya tidak digjukan verzet

(4). Pemeriksaan Perlawanan.

a. Pemeriksaan berdasarkan gugatan semula
Pertimbangan sebagaimana putusan MA N0.938 No 938 K/Pdt/1986
adalah sebagal berikut,

o Substansi verzet terhadap putusan verstek, harus ditujukan kepada
IS pertimbangan putusan dan dalil gugatan terlawan / penggugat
asal.

o Verzet yang hanya mempermasalahkan alasan ketidakhadiran
pelawan/ tergugat asal menghadiri persidangan tidak relevan

o putusan verzet yang hanya mempertimbangkan masalah sah atau
tidak ketidakhadiran tergugat memenuhi panggilan sdiang adalah
keliru.

b. Proses pemeriksaan dengan acara biasa
Ketentuan itu diatur dalm pasal 129 ayat (3) HIR yang berbunyi :

“Surat perlawanan itu dimaksud dan diperiksa dengan cara yang biasa,

yang diatur untuk perkara perdata.”
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Meskipun diberi nama perlawanan, kan tetapi posisi pra pihk tidak
berubh dari status semul. Pelawan tetap sebagal tergugat dan terlawan
sebagai penggugat. Oleh krena itu, sistem beban wajib bukti yang
digariskan Pasal 163 HIR, Pasal 1865 KUH Perdat, tetap ditegakkan
sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, pada prinsipnya beban wajib
bukti untuk membuktikan dalil gugatan, dibebankan kepada terlawan
dalam kedudukannya sebagai penggugat. Sebaliknya kepada pelawan
dibebani wajib bukti untuk membuktikan dalil bantahannya dalam
kedudukannya sebagal tergugat.

c. Surat Perlawanan sebagal jawaban tergugat terhadap dalil gugatan
Karena kedudukan pelawan sama dengan tergugat, maka surat
perlavanan yang digukan dan disampakan kepada PN, pada
hakekatnya sama dengan surat jawaban yang digariskan Pasal 121 ayat
(2) HIR, Pasal 142 Rv. Kualitas surat perlawanan sebaga jawaban
dalam proses verzet dianggap sebagai jawaban pada sidang pertama.
Bertitik tolak dari fungsi dan kualitas surat perlawanan sama dengan
jawaban pada sidang pertama, dalam pemeriksaan proses perlawanan
(verzet) harus ditegakkan penerapan sebagal berikut,

1) Dalam surat perlawanan dapat digjukan eksepsi

2) Menegakkan proses replik dan duplik

3) Membuka tahap proses pembuktian yang dilanjutkan dengan
pengajuan konklusi
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BAB IV
ANALISISTENTANG EKSEKUSI TERHADAP PUTUSAN
PENGADILAN PADA PENGADILAN NEGERI JAKARTA TIMUR (Studi
K asus Putusan Pengadilan Nomor: 291/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Tim)

A. KASUSPOSIS

Obyek penelitian yang akan ditinjau dalam penulisan ini adalah Putusan
Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan register perkara nomor:
291/Pdt.G/2009/PN. Jkt.Tim. Secara singkat, dapat diuralkan sebagai berikut:
Pada tanggal 28 Agustus 2007, Ny. Surto Uli Tambunan atau selanjutnya disebut
Penggugat, mengajukan gugatan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Timur,
melawan Ny. Rumani atau selanjutnya disebut Tergugat. Dengan obyek sengketa
berupa sebidang tanah seluas £ 86 m2 berikut bangunan Kios/Toko No. C, yang
terletak di Perumnas Klender, Kelurahan Malaka Jaya, Jakarta Timur dengan
batas-batas. Utara Megjid Baitul Makmur; Selatan J. Mawar Merah VII; Timur
Kios milik saudara Basir dan Barat Sekolah TK. Islam.

Adapun dalil-dalil yang digunakan Penggugat dalam gugatan sebagal
berikut:*

1. Bahwa Tergugat memiliki sebidang tanah seluas £ 86 m2 yang diatasnya
berdiri sebuah Kios/Toko ex Perumnas Klender, yang dibeli dari Perum
Perumnas berdasarkan Akta Jual Beli No. 241, tanggal 20 Desember 1993
sebahagian dari HPL No. 1/Malaka terletak di J. Mawar Merah VI Blok
35 Rt.002/07 Kios/Toko No .C dengan batas-batas. Utara Megjid Baitul
Makmur; Selatan J. Mawar Merah VII; Timur Kios milik saudara Basir
dan Barat Sekolah TK. Islam;

% pytusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan Nomor Perkara: 243/Pdt.G/2007/PN.
Jkt. Tim.

66

Tinjauan yuridis ..., Lisa Olivia Enjelina, FHUI, 2011



67

2. Bahwa padatangga 4 Februari 1997 antara Penggugat dan Tergugat telah
sepakat membuat perjanjian jual beli atas tanah dan bangunan Kios
tersebut diatas dengan harga Rp. 45.000.000,- (Empat Pulu Lima Juta
Rupiah) dan dibayar dengan cara mengangsur;

3. Bahwa semula Penggugat tidak berminat untuk membeli tanah dan
bangunan Kios milik Tergugat karena Penggugat bersama suami hanya
sebagai Pegawai Negeri Sipil yang tidak memiliki uang cukup, namun
Tergugat terus merayu Penggugat dengan bujukan dapat dibayar cicil dan
kapan Penggugat punya uang, akhirnya Penggugat menyetujui untuk
membeli tanah dan bangunan Kios milik Tergugat tersebut;

4. Bahwa perjanjian jua beli tanah dan bangunan Kios tersebut juga
mendapat persetujuan dari suami Tergugat yang bernama Masri Malruf
yang juga turut menandatangani perjanjian jual beli tersebut;

5. Bahwa pada saat perjanjian jua beli ditandatangani oleh Penggugat dan
Tergugat pada saat itu Penggugat kemudian menyerahkan uang muka
(down payment) sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) yang telah
diterima oleh Tergugat dan diberikan bukti penerimaan berupa kwitans
oleh Tergugat;

6. Bahwa selanjutnya pembayaran angsuran dilakukan dengan cara Tergugat
bersama suami untuk datang ke rumah Penggugat untuk mengambil uang
angsuran;

7. Bahwa pada sekitar Tahun 2002 Penggugat meminta kepada Tergugat agar
dapat menyelesaikan perjanjian jual beli yang dibuat pada tanggal 4
Februari 1997 tersebut dengan menghadap kepada Pejabat Pembuat Akte
Tanah (PPAT/Notaris), guna dibuat akte resmi agar dapat dibalik nama
kepada Penggugat, namun Tergugat meminta waktu agar tidak pindah dulu
dari tanah dan bangunan Kios tersebut karena anak Tergugat sedang
menulis skripsi untuk menyelesaikan pendidikan kesarjanaannya, dan
Penggugat memberikan toleransi;

8. Bahwa sesudah anaknya lulus menjadi sarjana, Penggugat datang kembali
kepada Tergugat agar melaksanakan kesepakatan perjanjian tersebut
diatas, yakni bersama Penggugat menghadap kepada PPAT/Notaris, tetapi
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Tergugat beralasan nanti sgja dulu karena Tergugat ingin memasang lantai
keramik di teras Kios tersebut sebagai service karena kebaikan Penggugat
kepada Tergugat, dan Penggugat kembali memberikan toleransi;

9. Bahwa ternyata hingga pertengahan Tahun 2005 lantai keramik yang
dijanjikan Tergugat tidak pernah dipasang, dan Penggugat meminta
kepada Tergugat agar segera memenuhi surat perjanjian jua beli dimaksud
namun tidak juga ada hasilnya. Tergugat terus mangkir, hingga akhirnya
Penggugat melaporkan tindakan Tergugat sebagai penipuan ke Polres
Metro Jakarta Timur, saat itu masih terus dilakukan penyidikan oleh
Polres Metro Jakarta Timur;

10. Bahwa saat gugatan ini diajukan, Tergugat sedang berusaha menjual tanah
dan bangunan Kios tersebut kepada pihak lain, karenanya untuk menjamin
kekuatan gugatan ini Penggugat memohon kepada Pengadilan sudi
melakukan sita jaminan (Conservatoir Beslag) atas tanah dan bangunan
Kios yang menjadi obyek gugatan ini;

11. Bahwa gugatan ini didasari bukti-bukti yang kuat dan otentik, karenanya
dapat dijalankan terlebih dahulu (uit VVoerbaar bij Voorrad) walaupun ada
perlawanan/verzet, banding atau kasasi.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, Penggugat memohon
agar Pengadilan Negeri Jakarta Timur memutus sebagai berikut:

DALAM PROVISI:

Menetapkan agar meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) atas
sebidang tanah dan bangunan Kios seluas + 86 m2 yang diatasnya berdiri
sebuah Kios/Toko ex Perumnas Klender, yang dibeli dari Perum Perumnas
berdasarkan Akte Jual Beli No. 241 tanggal 20 Desember 1993 sebahagian
dari HPL No. 1/Malaka terletak di J. Mawar Merah VII Blok 35 Rt.
002/07 KiogToko No. C dengan batas-batas: Utara Megjid Baitul
Makmur; Selatan J. Mawar Merah VII; Timur Kios milik saudara Basir
dan Barat Sekolah TK. Islam;

DALAM POKOK PERKARA:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
Universitas Indonesia

Tinjauan yuridis ..., Lisa Olivia Enjelina, FHUI, 2011



69

2. Menyatakan sita jaminan atas sebidang tanah berikut Kios yang berdiri
diatasnya terletak di J. Mawar Merah VII Blok 35 Rt. 002/07
Kiog/Toko No. C dengan batas-batas. Utara Megjid Baitul Makmur;
Selatan J. Mawar Merah VII; Timur Kios milik saudara Basir dan
Barat Sekolah TK. Islam;

3. Menyatakan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi jua béli
sebidang tanah berikut Kios yang berdiri diatasnya terletak di Jl.
Mawar Merah VII Blok 35 Rt. 002/07 Kios/Toko No. C dengan batas-
batas: Utara Megid Baitul Makmur; Selatan J. Mawar Merah VII;
Timur Kios milik saudara Basir dan Barat Sekolah TK. Islam;

4. Menetapkan surat perjanjian jual beli tanggal 4 Februari 1997 antara
Penggugat dan Tergugat adalah mengikat, sah dan berharga;

5. Menetapkan agar memerintahkan kepada Perum Perumnas untuk
mencatatkan jual beli sebagaimana surat perjanjian jual beli tangga 4
Februari 1997 dalam buku daftar untuk keperluan tersebut;

6. Menghukum Tergugat mengosongkan/menyerahkan tanah dan
bangunan Kios yang berdiri diatasnyaterletak di J. Mawar Merah VI
Blok 35 Rt. 002/07 No. C Perumnas Klender, Kelurahan Malaka Jaya,
Jakarta Timur, dengan batas-batas. Utara Megjid Baitul Makmur;
Selatan J. Mawar Merah VII; Timur Kios milik saudara Basir dan
Barat Sekolah TK. Islam;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam
perkaraini;

Subsidair:

Apabila Pengadilan berpendapat lain maka berdasarkan peradilan yang

baik mohon kiranya putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah

mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:®
1. Foto copy Surat Keterangan dari Pengurus Rt. 02/07 Kelurahan Malaka
Jayatertanggal 8 Oktober 2006;

% |bid.,
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2. Foto copy Surat Perjanjian Jual Beli tertanggal 4 Februari 1997 dari Ny.
Rumani;

3. Foto copy Kwitansi Pembayaran tertanggal 14 Februari 1997 sebesar Rp.
5.000.000,- (Lima Juta Rupiah);

4. Foto copy Kwitansi Pembayaran tertanggal 3 April 1997 sebesar Rp.
7.500.000,- (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

5. Foto copy Kwitansi Pembayaran tertanggal 15 Juli 1997 sebesar Rp.
2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

6. Foto copy Kwitansi Pembayaran tertanggal 13 September 1998 sebesar
Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah);

7. Foto copy Kwitanss Pembayaran tertanggal 25 April 1998 sebesar Rp.
2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

8. Foto copy Kwitansi Pembayaran tertanggal 16 September 1998 sebesar
Rp. 2.500.000,- (DuaJuta Lima Ratus Ribu Rupiah);

9. Foto copy Kwitansi Pembayaran tertanggal 29 September 1998 sebesar
Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah);

10. Foto copy Kwitans Pembayaran tertanggal 24 Oktober 1998 sebesar Rp.
5.000.000,- (Lima Juta Rupiah);

11. Foto copy Kwitansi Pembayaran tertanggal 23 November 1998 sebesar
Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

12. Foto copy Kwitansi Pembayaran tertanggal 19 Februari 1999 sebesar Rp.
1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

13. Foto copy Kwitansi Pembayaran tertanggal 11 Maret 1999 sebesar Rp.
1.000.000,- (Satu Juta Rupiah);

14. Foto copy Kwitans Pembayaran tertanggal 17 Agustus 1999 sebesar Rp.
2.000.000,- (Dua Juta Rupiah);

15. Foto copy Kwitans Pembayaran tertangga 27 Februari 2001 sebesar Rp.
2.000.000,- (Dua Juta Rupiah);

16. Foto copy Surat Pernyataan dari Ny. Surto Uli Tambunan tertanggal 28
Aqgustus 2007,

17. Foto copy Akte Jual Beli Rumah dan Penyerahan Penggunaan Tanah
No.241, tangga 20 Desember 1993;
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18. Foto copy Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta
Timur No.546 s/d 583/HGB/JT/2000, tertanggal 27 Juli 2000;

19. Foto copy Surat dari Genera Manager Perum Perumnas No.
Reg.111/2664/11/2007, tertanggal 26 September 2007.

Pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir menghadap
beserta Kuasanya dan Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan dan tidak
pula menyuruh orang lain atau Kuasanya untuk mewakilinya walaupun telah
dipanggil secara sah dan patut oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Jakarta Timur
sebanyak 2 (dua) kali masing-masing tanggal 1 Oktober 2007 dan tanggal 24
Oktober 2007.

Kemudian, gugatan tersebut dimenangkan oleh Penggugat, dengan

putusan bahwa:®’

1. Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut untuk menghadap di
persidangan tidak hadir;

2. Menjatuhkan putusan secara Verstek (Tanpa hadir Tergugat);

3. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

4. Menyatakan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi jual beli sebidang
tanah berikut bangunan Kios yang berdiri diatasnya terletak di J. Mawar
Merah VIl Blok 35 Rt. 002/07 Kios/Toko No. C, Perumnas Klender,
Kelurahan Malaka Jaya, Jakarta Timur;

5. Menetapkan memerintahkan kepada Perum Perumnas untuk mencatatkan
jua beli sebagaimana surat perjanjian jua beli tanggal 4 Februari 1997
dalam buku daftar untuk keperluan tersebut;

6. Menghukum Tergugat untuk mengosongkan/menyerahkan tanah dan
bangunan Kios yang berdiri diatasnya terletak di J. Mawar Merah VII
Blok 35 Rt. 002/07 Kios/Toko No. C, Perumnas Klender, Kelurahan
Malaka Jaya, Jakarta Timur;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara
ini yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 194.000,- (Seratus Sembilan
Puluh Empat Ribu Rupiah);

8. Menolak gugatan Penggugat selebih dan selainnya.

¥ Ibid.
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Dalam hal ini, putusan telah berkekuatan hukum tetap, karena kemudian
Penggugat mengajukan permohonan eksekusi dengan Nomor: 04/2009.Eks. Jo.
No. 243/Pdt.G/2007/PN. Jkt. Tim pada tanggal 9 Februari 2009 dan permohonan
sitaeksekusi (Executie Beslag) padatanggal 15 Juni 2009 terhadap sebidang tanah
dan bangunan Kios tersebut. Sita eksekusi ini digjukan Penggugat sebab Tergugat
tidak datang menghadap Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur, pada hari dan
tanggal yang telah ditentukan, meskipun telah dipanggil melalui Iklan Surat Kabar
Rakyat Merdeka, terbit tanggal 29 Me 2009, berdasarkan Surat Panggilan
Peneguran (Aanmaning) Nomor: 04/2009. Eks. Jo. No. 243/Pdt.G/2007/PN.
Jkt.Tim, tanggal 27 Mei 2009, yang telah dibuat dan ditandatangani oleh Juru Sita
Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

Pada tanggal 16 Juli 2009, Pengadilan Negeri Jakarta Timur mengel uarkan
penetapan berupa perintah agar Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Jakarta
Timur dengan disertai 2 (dua) orang saksi yang telah dewasa dan cakap untuk
melakukan sita eksekus atas tanah dan bangunan Kios tersebut. Adapun bunyi
penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut;
2. Memerintahkan Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Jakarta Timur atau

apabila ia berhalangan diganti oleh wakilnya yang sah dengan disertai 2

(dua) orang saksi yang telah dewasa dan cakap untuk melakukan sita

eksekus atas sebidang tanah dan bangunan Kios yang berdiri diatasnya

terletak di J. Mawar Merah VII Blok 35 Rt. 002/07, Kios/Toko No. C,

Perumnas Klender, Kelurahan Malaka Jaya, Jakarta Timur, dengan batas-

batas. Utara Megjid Baitul Makmur; Selatan J. Mawar Merah VII; Timur

Kios milik saudara Basir; Barat Sekolah TK. Islam.

Berdasarkan penetapan sita eksekusi tersebut, maka pada tanggal 14
September 2009 H. Tasminto atau selanjutnya disebut Pelawan/Pembantah,
mengajukan perlawanan/bantahan terhadap tanah dan bangunan Kios tersebut.
Adapun aasan-alasan hukum dan bukti-bukti digukannya bantahan adalah
sebagai berikut:

1. Bahwa Pembantah adalah Nazhir/Penerima wakaf atas tanah dan
bangunan Kios yang telah dilakukan sita eksekusi aquo;
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2. Bahwatanah dan bangunan Kios yang telah dilakukan sita eksekusi aquo
merupakan tanah dan bangunan milik Lina Chairina berdasarkan Akta Jual
beli No. 10/2006 tertanggal 25 februari 2006 dan Sertifikat Hak Guna
Bangunan No. 2080;

3. Bahwa pada tanggal 25 Juni 2008 tanah dan bangunan Kios telah
diwakafkan kepada Pembantah yang bertindak sebagai Ketua Umum
Pengurus Mesjid Jami Baitul Makmur dan disaksikan oleh warga sekita
yang merupakan Jamaah Mesjid Jami Baitul Makmur;

4. Bahwa salah satu tugas dari Nazhir/Penerima wakaf adalah “melindungi
harta benda wakaf”;

5. Bahwa dalam hal melaksanakan tugas sebagai Nazhir/Penerima wakaf,
Pembantah mengajukan bantahan atas sita eksekusi aquo.

Dasar hukum digjukannya Perlawanan/Bantahan oleh Pelawan/Pembantah,

sebagal berikut:

1. Bahwa Perlawanan/Bantahan tereksekus terhadap sita eksekusi barang
bergerak dan barang yang tidak bergerak, diatur dalam Pasal 207 HIR
atau Pasal 225 RBG;

Pasal 207 HIR berbunyi:

Ayat (1) Perlawanan debitur terhadap pelaksanaan keputusan,
baik dalam hal disitanya barang tak bergerak maupun dalam hal
distanya barang bergerak, harus diberitahukan oleh orang itu
dengan surat atau dengan lisan kepada Ketua Pengadilan Negeri
tersebut pada Pasal 195 ayat (6); Jika perlawanan itu
diberitahukan dengan lisan, maka Ketua wajib mencatatnya atau
menyur uh mencatatnya;

Ayat (2) Kemudian perkara itu oleh Ketua pada persidangan yang
pertama sesudah itu, supaya diputuskan sesudah kedua belah
pihak diperiksa atau dipanggil dengan sah;

Ayat (3) Perlawanan itu tidak dapat menahan orang memulai atau
meneruskan pelaksanaan keputusan itu, kecuali jika Ketua
memberi perintah, supaya hal itu ditangguhkan sampai Pengadilan
Negeri mengambil keputusan.

2. Bahwa Perlawanan pihak ketiga terhadap sita conservatoir, Sita
revindicatoir, dan sita eksekusi, hanya dapat digjukan atas dasar hak
milik, jadi hanya dapat diajukan oleh pemilik atau orang yang merasa
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bahwaia adalah pemilik barang yang disita dan digukan kepada K etua

Pengadilan Negeri dari Pengadilan Negeri yang secara nyata dan

menyita sebagaimana diatur dalam Pasal 195 ayat (6) HIR atau Pasal

206 ayat (6) RBG;

3. Bahwa Perlawanan pihak ketiga terhadap sita jaminan, yaitu sita
conservatoir dan sitarevindicatoir, tidak diatur baik dalam HIR, RBG
atau RV, namun dalam praktek menurut yurisprudensi, perlawanan
yang digjukan oleh pihak ketiga selaku pemilik barang yang disita
dapat diterima, juga dalam ha sita conservatoir ini belum disahkan.
Hal ini diatur dalam Yurisprudenss Mahkamah Agung Nomor 306
K/Sip/1962, tanggal 31 Oktober 1962.

4. Bahwa dalam Hasil Rakernas Mahkamah Agung Tahun 2007 di
Makasar dalam bidang perdata mengenai hukum eksekus
menyimpulkan:

Perlawanan Terhadap Eksekusi oleh Pihak Ketiga (Derden Verzet)

memiliki dua pendapat, sebagai berikut:

a. Perlawanan terhadap eksekusi oleh pihak ketiga tidak hanya dapat
dilakukan atas dasar hak milik, akan tetapi dapat juga dilakukan
atas dasar hak-hak lainnya seperti: Hak Pakai, Hak Guna Bangunan
(HGB); Hak Guna Usaha (HGU); Hak Tanggungan, Hak Sewa dan
lain-lain;

b. Hanya dapat dilakukan atas dasar hak milik sesuai dengan Pasal
195 ayat (6) HIR atau Pasal 206 RBG.

Selain itu, Pada tanggal 18 Maret 2010 Penggugat mengaukan
permohonan eksekusi riil (Parate Executie) terhadap sebidang tanah dan
bangunan Kios tersebut.

Kemudian pada tanggal 6 April 2010, Pengadilan Negeri memutuskan
bahwa perlawanan/bantahan dari Pelawan/Pembantah ditolak dengan aasan
bahwa Pelawan/Pembantah dinyatakan sebagai Pelawan/Pembantah yang tidak

benar.

B. ANALISISKASUS
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Setelah penulis mempelgari  berkas perkara perdata Nomor
291/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Tim, maka penulis melakukan pembahasan sebagal
berikut:

Setiap putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dengan
kepala putusan berbunyi “Demi keadilan berdasarkan keTuhanan Yang Maha
Esa’ maka terhadapnya telah melekat nilai eksekutorial, sehingga realisasi dari
suatu putusan telah dapat dilaksanakan, hanya sgja di negara kita ini masih ada
upaya hukum untuk melakukan penundaan terhadap eksekusi, yaitu dengan
mengajukan gugatan perlawanan ke Pengadilan Negeri. Salah satu kasusnya
terjadi  di  Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan Nomor
291/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Tim, dimana pihak ketiga mengaukan perlawanan
terhadap eksekusi. Hal ini diperbolehkan sesuai Pasal 195 ayat (6) HIR.

Menurut Pasal 195 ayat (6) HIR, ada dua jenis perlawanan terhadap
putusan atau penetapan pengadilan. Hal itu dapat dilihat dari kalimat “jika
pelaksanaan putusan itu dilawan, juga perlawanan itu dilakukan oleh orang lain
yang mengakui barang yang disitaitu sebagai miliknya’.%

Selain itu, gugatan perlawanan ini diperbolehkan, karena ada landasan
hukumnya pada Pasal 207 HIR, dengan syarat K etua Pengadilan Negeri menerima
gugatan perlawanan ini untuk diperiksa terlebih dahulu. Berdasarkan
pertimbangannya Ketua Pengadilan Negeri pada waktu itu, pada akhirnya
mengabulkan penundaan eksekusi untuk sementara waktu sampa putusan
perlawanan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Ayat 1. “Bantahan orang yang berutang tentang menjalankan keputusan, baik
dalam hal disita barang yang tidak tetap, maupun dalam ha disita barang yang
tetap, harus diberitahukan oleh orang yang hendak membantah itu, dengan surat
atau dengan lisan, kepada Ketua Pengadilan Negeri, yang tersebut pada ayat
keenam pasal 195, jika bantahan itu diberitahukan dengan lisan maka ketua wajib

mencatatnya atau menyuruh catatnya’.

% |bid., Pasal 195 ayat (6).
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Ayat 2: “Kemudian perkara itu dihadapkan oleh ketua pada persidangan
pengadilan negeri yang pertama sesudah itu, supaya diputuskan sesudah kedua
belah pihak diperiksa atau dipanggil dengan patut”.

Ayat 3 : “Bantahan itu tiada dapat menahan orang mulai atau meneruskan hal
menjalankan keputusan itu, kecuali jika ketua telah memberi perintah, supaya hal
itu ditangguhkan sampai jatuh keputusan pengadilan negeri”.

Berdasarkan amar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Tangga 27
Desember 2007 dengan perkara Nomor : 243/Pdt.G/2007/PN.Jkt. Tim, maka dapat
penulis sebutkan bahwa putusan ini merupakan putusan Verstek (tanpa kehadiran
tergugat) maka diberikan waktu mengajukan banding / verzet sampai dengan
anggal 3 Maret 2008. Namun sampai dengan batas waktu tersebut pihak termohon
eksekusi, tidak menghadap Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur maka kuasa
hukum dari pihak penggugat mengajukan permohonan Sita eksekus (executie
beslag) dengan nomor 0280.02.SPSE-Pdt/HT& R-Pengadilan Negeri Jakarta
Timur.Jkt. Tim/XV-V1/098.

Selanjutnya pada tanggal 16 Juli 2009 Pengadilan Negeri Jakarta Timur
memerintahkan Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk
melakukan  sita  eksekusi  dengan  surat  Penetgpan  Nomor
291/Pdt.G/2009/PN.Jkt. Tim.04/2009 Eks Jo Nomor : 243/Pdt.G/2007/PN.Jkt. Tim.
yang kemudian berdasarkan surat penetapan inilah dilakukan sita eksekusi pada
hari Kamis tanggal 13 Agustus 20009.

Namun setelah dilaksanakannya sita eksekusi dilakukan bantahan dengan
Nomor : 291/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Tim oleh pihak ketiga dengan dasar hukum
digjukan bantahan sebagai berikut,

1. Bahwa perlawanan tereksekusi terhadap sita eksekusi barang bergerak dan
barang tidak bergerak, diatur dalam pasal 207 HIR atau pasal 225 RBg;

Pasal 207 HIR :

1) Perlawanan debitur terhadap pelaksanaan keputusan, baik dalam hal
disitanya barang tak bergerak maupun dalam hal disitanya barang
bergerak, harus diberitahukan oleh orang itu dengan surat atau dengan
lisan kepada ketua pengadilan negeri tersebut pada pasal 195 ayat (6); jika
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perlawanan itu diberitahukan dengan lisan, maka ketua wajib mencatatnya
atau menyuruh mencatatnya. (IR.120, 197, 206.);

2) Kemudian perkara itu oleh ketua pada persidangan yang pertama sesudah
itu, supaya diputuskan sesudah kedua belah pihak diperiksa atau dipanggil
dengan sah. (IR.124 dst.)

3) Perlawanan itu tidak dapat menahan orang memulai atau meneruskan
pelaksanaan keputusan itu, kecuali jika ketua memberi perintah, supaya
hal itu ditangguhkan sampai pengadilan negeri mengambil keputusan.

2. Bahwa perlawanan pihak ketiga terhadap sita conservatoir, sita revindicatoir,
dan sita eksekusi, hanya dapat digjukan atas dasar hak milik, jadi hanya dapat
digjukan oleh pemilik atau orang yang merasa bahwaia adalah pemilik barang
yang disita dan digukan kepada Ketua Pengadilan Negeri dari Pengadilan
Negeri yang secara nyata menyita (Pasal 195 (6) HIR, Pasa 206 (6) RBg).

3. Bahwa perlawanan pihak ketiga terhadap sita jaminan, yaitu sita conservatoir
dan sita revindicatoir, tidak diatur baik dalam HIR, RBg atau RV, namun
dalam praktek menurut Y urisprudensi, perlawanan yang digjukan oleh pihak
ketiga selaku pemilik barang yang disita dapat diterima, juga dalam hal sita
conservatoir ini belum disyahkan. (Putusan Mahkamah Agung tanggal 31 — 10
-1962, No0.306K/Sip/1962. Rangkuman Yurisprudensi 1l halaman 270).
Sumber : Mahkamah Agung, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi
Pengadilan (Buku II), Cet.11, 1997.

4. Bahwa dalam hasil Rakernas Mahkamah Agung Tahun 2007 di Makasar
dalam bidang perdata mengenai hukum eksekusi menyimpulkan :

Perlawanan terhadap eksekusi oleh pihak ketiga

Ada dua pendapat:

e Perlawanan terhadap eksekusi oleh pihak ketiga tidak hanya dapat
dilakukan atas dasar hak milik, akan tetapi dapat juga dilakukan atas
dasar hak — hak lainnya seperti : Hak Pakai, Hak Guna Bangunan
(HGB), Hak Guna Usaha, Hak Tanggungan, Hak Sewadan lain - lain:

e Hanya dapat dilakukan atas dasar Hak Milik sesual dengan Pasal 195
ayat (6) HIR/206 RBg. (sumber : varia Peradilan)
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Selanjutnya tertanggal 18 Maret 2010 Kuasa Hukum Pemohon Eksekusi
mengajkan permohonan Eksekus Rill (Parate Executie) kepada Pengadilan
Negeri Jakarta Timur dengan nomor 028.04.Eks.Rill-Pdt/HT& R-Pengadilan
Negeri Jakarta Timur.Jkt. Tim/XV1I-111/10.,

Seperti yang telah dikemukakan diatas bahwa Putusan Pengadilan Negeri
Jakarta Timur dengan nomor perkara Nomor : 291/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Tim
diputuskan tanggal 27 Desember 2007, putusan ini merupakan putusan Verstek
(tanpa kehadiran tergugat) maka diberikan waktu mengajukan banding / verzet
sampal dengan tanggal 3 Maret 2008. Oleh karena putusan ini merupakan putusan
verstek, maka Putusan ini harus diberitahukan kepada pihak yang dikalahkan serta
diterangkan bahwa ia berhak mengajukan perlawanan atas putusan tersebut, dalam
pengadilan negeri yang memutus perkara itu. Perlawanan terhadap putusan
verstek ini harus digjukan sebelum masa tenggang waktunya habis sesuai dengan
ketentuan Pasal 129 H.I.R :

1. Tergugat yang dihukum sedang ia tidak hadir (verstek) dan tidak

menerima putusan itu, dapat memajukan atas putusan itu.

2. Jika putusan itu diberikan kepada yang dikalahkan itu sendiri, maka
perlawanan itu dapat diterima dalam tempo “empat belas hari”
sesudah pemberitahuan itu. Jika putusan itu tidak diberitahukan kepada
yang dikalahkan itu sendiri, maka perlawanan itu dapat diterima
sampal hari kedelapan sesudah peringatan yang tersebut pada pasa
196, atau dalam hal tidak menghadap sesudah dipanggil dengan patut,
sampai hari kedelapan sesudah dijalankan keputusan surat perintah
kedua, pada Pasal 197.

3. Surat perlawanan itu dimasukkan dan diperiksa dengan cara yang
biasa, yang diatur untuk perkara perdata.

4. Memgukan surat perlawanan kepada ketua penggadilan negeri
menahan pekerjaan, menjalankan keputusan, kecuali jika diperintahkan

untuk menjal ankan keputusan walaupun ada perlawanan (verzet).
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5. Jika yang melawan, tidak buat kedua kalinya dijatuhi putusan sedang
ia tidak hadir, meminta perlawanan lagi, maka perlawanan itu tidak
dapat diterima.

Namun, saat dilakukan sita eksekusi timbullah pihak ketiga yang
melakukan bantahan dengan Nomor : 291/Pdt.G/2009/PN.Jkt. Tim tertanggal 15
September 2009. Hal ini berarti pengajuan perlawanan digjukan 21 bulan sgak
ditetapkannya puusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Sedangkan batas waktu
pengaj uan perlawanan yang ditetapkan adalah tanggal 3 Maret 2008.

Seperti yang dikemukakan oleh Yahya Harahap bahwa Jangka waktu
mengajukan gugat perlawanan baik tentang Derden Verzet atau Partai Verzet
dalam praktek peradilan telah diangkat dan dijadikan sebagai “syarat formal”
yang sangat menentukan keabsahan gugat.®

Kepentingan untuk membicarakan batas waktu Perlawanan terhadap
Conservatoir Beslag secara khusus, berhubungan erat dengan kemungkinan
Conservatoir Beslag telah dinyatakan diangkat oleh putusan tingkat pertama atau
tingkat banding. Akan tetapi proses pemeriksaan pokok perkara masih terus
berlanjut.*

Patokan penerapan jangka waktu pengajuan Perlawanan terhadap
Conservatoir Beslag, tetap boleh dan terbuka selama proses pemeriksaan masih
berlanjut, mulai dari tingkat pertama, tingkat banding dan kasasi. Saat proses
pemeriksaan berhenti pada saat itulah tertutup hak mengajukan Perlawanan.

Dalam putusan, tidak mengurangi hak pihak ketiga mengajukan
Perlawanan apabila salah satu pihak mengajukan banding. Begitu pula perintah
pengangkatan Conservatoir Beslag yang ditetapkan PT dalam tingkat banding,
tidak menggugurkan hak untuk mengajukan Perlawanan jika salah satu pihak
mengajukan kasasi.

Menurut Y ahya Harahap, terdapat dua ketentuan dalam menetapkan batas
waktu mengajukan gugatan Perlawanan terhadap Conservatoir Beslag, yaitu :

8 M. Yahya Harahap, Perlawanan Terhadap Eksekusi Grose Akta serta Putusan
Pengadilan dan Arbitrase dan Standar Hukum Eksekusi, Cet. 1, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti,
1993), hal.89

D 1bid. hal. 94.
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Pertama : selama proses berlanjut mulai dari tingkat pertama banding dan
kasas, tetap terbuka menggukan gugat Perlawanan, meskipun amar
putusan yang dilawan telah memerintahkan pengangkatan Conservatoir
Bedlag.

Kedua : sgak juru sita melaksanakan perletakkan Conservatoir Beslag,
sudah mulai terbuka hak bagi pihak ketiga yang merasa dirugikan untuk
mengajukan gugat Perlawanan, meskipun Conservatoir Beslag belum
dinyatakan sah dan berharga.™

Di dalam ketentuan pasal 195 Ayat (6) HIR serta pasal — pasa yang
dirumuskan dalam buku | Bab X Rv, tidak memuat ketentuan yang rinci mengenai
tenggang waktu mengajukan gugat Perlawanan, namun seperti yang telah
dijelaskan di atas bahwa batas tenggang waktu dalam mengagjukan gugat
Perlawanan merupakan syarat formal. Jika Perlawanan digjukan setelah eksekusi
selesai dilaksanakan dianggap telah melanggar tata tertib beracara, dan langsung
dijadikan dasar alasan menyatakan Perlawanan “tidak dapat diterima’ (niet en
vanklije verklaring). Patokan ini sudah menjadi hukum standar (law standard)
untuk menentukan sah atau tidaknya gugat Perlawanan.

Jika salah satu syarat sahnya gugat Perlawanan adalah batas waktu
pengajuan gugat Perlawanan, maka akan menimbulkan pertentangan dengan asas
yang dirumuskan pasal 4 ayat 2 UU No.14 Tahun 1970 yaitu proses peradilan
dalam penyelenggaraan fungs kekuasaan kehakiman melalui badan — badan
peradilan adalah sederhana, cepat dan biaya ringan dan pasal 4 ayat 2 UU No0.48
Tahun 2009 yang berbunyi Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha
mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang
sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Dengan demikian terjadi pertentangan antara penerapan jangka waktu
gugat Perlawanan dengan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Jika
yang terjadi adalah penggjuan dilakukan setelah dieksekusi maka Perlawanan
dinyatakan tidak dapat diterima, dengan demikian harus dilakukan upaya gugat
biasa yang prosesnya dimulai dari awal lagi. Oleh karena itulah menurut pendapat

L 1bid. hal.98.
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penulis pengguan perlavanan daam kasus perkara  Nomor
291/Pdt.G/2009/PN.Jkt. Tim masih dapat diterima. Di dalam ketentuan pasal
195Ayat 6 HIR serta pasal — pasal yang dirumuskan dalam buku | Bab X Ry,
tidak memuat ketentuan yang rinci mengenai tenggang waktu mengajukan gugat
Perlawanan terlebih lagi yang mengajukan perlawanan adalah pihak ketiga.

Lain dari pada itu patokan penerapan jangka waktu pengajuan Perlawanan
terhadap Conservatoir Beslag, tetap boleh dan terbuka selama proses pemeriksaan
masih berlanjut, mulai dari tingkat pertama, tingkat banding dan kasasi. Saat
proses pemeriksaan berhenti pada saat itulah tertutup hak mengajukan
Perlawanan. Sebagaimana dikatakan olen Yahya Harahap bahwa kepentingan
untuk membicarakan batas waktu Perlawanan terhadap Conservatoir Beslag
secara khusus, berhubungan erat dengan kemungkinan Conservatoir Beslag telah
dinyatakan diangkat oleh putusan tingkat pertama atau tingkat banding. Akan
tetapi proses pemeriksaan pokok perkara masih terus berlanjut.*

Proses pemeriksaan perlawanan  sengketa perdata Nomor
291/Pdt.G/2009/PN.Jkt. Tim sama dengan proses pemeriksaan pada suatu gugatan.
Pihak yang bersengketa adalah pembantah (Drs. H. Tasminto) melawan pihak
yang terbantah (Ny Surto Uli Tambunan). Pihak Pembantah mengajukan bantahan
atas putusan pengadilan Nomor : 243/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Tim dimana Pihak
Pembantah merasa bahwa objek eksekusi bukan lagi milik tergugat pada putusan
pengadilan nomor Nomor : 243/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Tim tetapi merupakan hak
milik Ibu Lina Chairina berdasarkan akta Jual beli No. 10/2006 tertanggal 25
Februari 2006 notaris Agussah Adpiszh dan sertifikat Hak Guna Bangunan
N0.2080. oleh karena itulah Pihak terbantah mengajukan permohonan perlawanan
tersebut ke Pengadilan Negeri yang telah memeriksa dan memutus sengketa
perdata sebelumnya (Nomor : 243/Pdt.G/2007/PN.Jkt. Tim).

Putusan Pengadilan Nomor : 243/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Tim memenangkan
pihak penggugat (pihak terbantah) dan pada tanggal 13 Agustus 2009 Jurusita
Pengadilan Negeri Jakarta Timur melakukan sita eksekusi. Oleh karena baru
diketahui bahwa terjadi sita eksekus tersebut pihak Pembantah melakukan

perlawanan.

% 1bid. hal. 94.
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Kemudian pada tanggal 15 September 2009 pihak Pembantah menga ukan
bantahan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan nomor Perkara Nomor
: 291/Pdt.G/2009/PN.Jkt. Tim. Kemudian Majelis hakim melanjutkan pemeriksaan
gugatan perlawanan di depan persidangan, pada sengketa perdata Nomor :
291/Pdt.G/2009/PN.JKt.Tim
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BAB V
PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis di Pengadilan
Negeri Jakarta Timur, serta hasil penelitian dan pembahasan yang telah
dijabarkan, selanjutnya peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Prosedur penggjuan perlawanan/bantahan terhadap eksekusi keputusan
pengadilan dalam praktek peradilan perdata diatur sebagaimana
berdasarkan Pasa 195 ayat (6) HIR. Adapun Prosedur Pengajuan
Perlawanan harus memenuhi syarat formal dan materil, sebagal berikut:

Syarat Formil:

a Perlawanan digukan baik oleh pihak yang kalah (partai verzet) maupun
oleh pihak ketiga atas dasar alas hak milik (derden verzet);

b. Perlawanan digjukan kepada Ketua Pengadilan Negeri dalam daerah
hukum dilaksanakannya eksekusi itu.

Syarat Materil:

a. Perlawanan terhadap eksekusi oleh pihak ketiga tidak hanya dapat
dilakukan atas dasar hak milik, akan tetapi dapat juga dilakukan atas dasar
hak — hak lainnya seperti : Hak Pakai, Hak Guna Bangunan (HGB), Hak
Guna Usaha, Hak Tanggungan, Hak Sewadan lain - lain:

b. Hanya dapat dilakukan atas dasar aas Hak Milik sesuai dengan Pasal 195
ayat (6) HIR/206 RBg.

Dengan demikian, prosedur penggjuan perlawanan terhadap eksekusi
keputusan pengadilan sama dengan prosedur pengajuan gugatan dimana
syarat formil dan syarat materil harus dipenuhi. Apabila tidak dipenuhi
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maka perkara perlawanan tersebut tidak dapat diterima dengan alasan tidak
memenuhi syarat yang ada.

2. Pengaturan mengenai tenggang waktu pengajuan perlawanan terhadap

eksekusi keputusan pengadilan diatur berdasarkan Y urisprudensi Mahkamah
Agung Nomor 954 K/Sip/1973, tanggal 19 Februari 1976 yang menjelaskan
bahwa perkara yang tiga tahun telah berlalu masih dapat digukan
perlawanan/bantahan terhadap pelaksanaan eksekusi yang telah selesal.
Sedangkan Y urisprudens: Mahkamah Agung Nomor 697 K/Sip/1974, tanggal 31
Agustus 1977, menguraikan tentang pihak yang berkeberatan atas
dilaksanakannya “pelelangan barang”, berdasar atas putusan hakim, harus
digjukan dalam bentuk “bantahan/perlawanan terhadap eksekusi” dan harus
digiukan sebelum hari pelelangan dilaksanakan. Merujuk kepada 2 (dua)
Yurisprudenss Mahkamah Agung Nomor 393 K/Sip/1975, tanggal 24 Januari
1980 dan Nomor 1281 K/Sip/1979, tanggal 23 April 1981 yang menguraikan
tentang perlawanan/bantahan yang diajukan oleh pihak ketiga, diluar para pihak
dalam perkara perdata yang putusannya telah berkekuatan hukum tetap dan
sedang/sudah dilakukan eksekusi, maka pihak ketiga tersebut harus mengajukan
dalam bentuk “gugatan” dan bukan dalam bentuk “bantahan”. Pasal 195 ayat (6)
HIR memang tidak mengatur tentang tenggang waktu mengajukan perlawanan.
Dengan belum diaturnya mengenai tenggang waktu pengajuan perlawanan
sehingga membuat bingung pihak ketiga (derden verzet) atau pihak yang kalah
(partai verzet) kapan mereka dapat mengajukan perlawanan sebab perlawanan
merupakan hak bagi mereka. Tetapi seharusnya tenggang waktu pengajuan
perlawanan harus diatur sehingga tidak membuat penumpukan perkara di
Pengadilan Negeri.
Dengan demikian, terjadi pertentangan antara penerapan jangka waktu
perlawanan dengan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Jika
yang terjadi adalah pengguan dilakukan setelah dieksekus maka
perlavanan dinyatakan tidak dapat diterima, dengan demikian harus
dilakukan upaya gugatan biasa yang prosesnya dimula dari awal kembali.
Tentu sgja hal ini akan memakan waktu dan biaya yang lebih besar lagi.

3. Menurut Yurisprudens Mahkamah Agung Nomor 1038 K/Sip/1973, tanggal 1
Agustus 1973 yang menjelaskan bahwa perkara bantahan terhadap eksekusi
harusnya diperiksa hanya eksekusinya sgja dan bukan materi pokoknya. Dalam
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praktek, hampir setigp eksekusi putusan pengadilan yang digukan
perlawanan/bantahan, pasti diperiksa juga materi pokok perkaranya. Hal tersebut
sangat bertentangan dengan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan.
Proses pemeriksaan perkara perlawanan tidak sama dengan proses
pemeriksaan pada suatu gugatan sebab proses pemeriksaan perkara
perlavanan yang diperiksa hanya perihal eksekusinya sgja, artinya
persyaratan formil eksekusinya saja dan bukan disertakan materi pokok

perkaranya.

B. SARAN
Terhadap hasil penelitian dan pembahasan tersebut, penulisingin memberikan
saran sebagai berikut :

1. Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang untuk memutuskan diterima atau
tidaknya gugatan perlawanan dari pelawan, yang dimaksudkan untuk
menunda eksekusi sampai diputuskannya gugatan perlawanan tersebut. Ketua
Pengadilan Negeri harus cermat melihat suatu kasus, dalam memutuskannya
apakah menolak suatu perlawanan atau memberikan kesempatan untuk
memeriksa gugatan perlawanan tersebut terlebih dahulu, karena setelah
adanya putusan kasas berarti telah menyatakan suatu sengketa perdata
berkekuatan hukum tetap, sehingga dapat dieksekus dan menjadi hak dari
pihak yang menang dalam sengketa perdata untuk mendapatkan realisas
putusan dari sengketa tersebut.

2. Ketua Pengadilan Negeri sebagai pimpinan pelaksana eksekus harus cermat
dalam melihat situasi dilapangan, ketika akan melakukan eksekusi riil. Ketua
Pengadilan Negeri harus mampu menetapkan waktu yang tepat dan tidak
terburu-buru dalam eksekusi, ketika melihat adanya potensi perlawanan yang
cukup kuat dari para tereksekusi. Dimungkinkan juga melakukan
penyelesaian secara persuasife dalam sengketa perdata ini, apabila obyek
tersengketa masih sulit dan tetap rawan untuk dipaksakan eksekusi.

3. Badan Pertanahan Nasional, harus lebih hati-hati lagi dalam menerbitkan
surat hak milik atas sebidang tanah, menyelidiki terlebih dahulu apakah tanah
tersebut sedang dalam sengketa atau tidak. Lebih banyak lagi dalam menjalin

komunikasi dengan lembaga negara yang lain terutama Pengadilan Negeri.
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4. Segenap Masyarakat, agar lebih dewasa lagi dalam memahami hukum di
negara ini, boleh mengawal proses peradilan tetapi jangan gunakan
pengadilan masa. Jadilah masyarakat yang tertib hukum dan tingkatkan
kepercaya ke aparatur — aparatur negara terhadap proses penegakan hukum.
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Kepada Yth, 1
Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur] %“;{ﬁ%%{
JI. Jendral A. Yani, Pulomas, .

Di-

Jakarta Timur.-

Dengan hormat,

Hal ; Gugatan Wanprestasi. ’?gL 1234 Ytlerdaig

Untuk dan atas nama klien kami Ny.Surto Uli Tambunan, Pekerjaan Pegawai

Negeri/Guru, bertempat tinggal di JI. Mawar Merah Blok 35 No.147 R1.004 / (07 Perumnas
Klender, Kelurahan Malaka Jaya, Jakarta Timur, dalam hal ini telah memilih domisili
hicum dikantor kuasanya Law Office Ampera, JI. Gunawarman No.5] Kebayoran Baru
Jakarta Selatan, selanjutnya akan menandatangani gugatan ini, selaku PENGGUGAT :

Dengan ini hendak mengajukan gugatan wanprestasi terhadap Ny. Rumani, ibu

rumah tangga, terakhir beralamat di JI. Mawar Merah VII Blok 35 Rt.002/07 Kios/Toko
No. “C” Perumnas Klender, Kelurahan Malaka Jaya, Jakarta Timur, saat ini tidak diketahui
lagi alamatnya selanjutnya selaku TERGUGAT ;

perfona
Nzl

N Judicio

Adapun alasan — alasan ~gugatan ini adalah sebagai berikut : Pastta / %“dﬁ“@ﬂwm Perend?

Bahwa Tergugat memiliki sebidang tanah scluas + 86 M2 yang diatasnya berdip
sebuah'Kios/Toko ex Perumnas Klender, yang dibeli dari Perum Peruranas berdasarkan
Akte Jual Bell No.241 tanggal 20 Desember 1993 sebahagian dari HPL No.1/Malaka

terletak di'Jl. Mawar Merah VII Blo t. Z Kips(Toko No. “C” dengan batas —
batas :
-~ Utara Mesjid Baitul Makmur,

- Selatan JI, Mawar Mereh VIJ,
- Timur Kios Milik Sdr: Basir,

- Barat Sekolah TK Islam.
Bahwa pada tanggal 4 Februari 1997 antara Pen; ugat dan Tergugat telah sepakat
membuat rianjian_jual beli_atas fanah dan Bangunan Kios Tersebut diaias dengan

).- (empat puluh lima juta rupiah), dan dibavar dengan cara

Bahwa semula Penggugat tidak berrainat untuk membeli tanah dan Kios milik Tergugat
karena Penggugat bersama suami hanya sebagai Pegawai Negeri Sipil yang tidak
memiliki uang cukup, namun Tergugat terus merayu Penggugat dengan bujukan dapat
dibayar cicil dan kapan Penggugat punya uang, akhirmnya Penggugat menyetujui untuk
membeli tanah dan Kios milik Tergugat tersebut.

Bahwa perjanjian jual beli tanah beserta Kios tersebut Juga mendapat persetujuan dari

suami Tergugat yang bernama Masri Ma’ruf yang juga turut menandatungani perjanjian.

jual beli tersebut,
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10.

11,

Bahwa pada saat perjanjian jual beli ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat pada
saat itu Penggugat kemudian menyerahkan uang muka (down payment) sebesar
Kp 3.000.000.- (lima juta rupiah) uang mana telah diterima oleh Tergugat dan
diberikan bukti penerimaan berupa kwitansi oleh Tergugat. :

Bahwa selanjuinya pembayaran angsuran dilakukan dengan cara Tergugat bersama
suaminya datang di rumah Penggugat untuk mengambil uang angsuran dan Tergugat
memberikan kwitansi tanda bulkti penerimaan hingga uang angsuran tersebut lunas.
Bahwa pada sekitar tahun 2002 Penggugat meminta kepada Tergugat agar dapat
membereskan perjanjian jual beli yang dibuat pada tanggal 4 Februari 1997 tersebut
dengan menghadap kepada Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT/Notaris), guna dibuat
akta resmi agar dapat dibalik nama kepada Penggugat, namun Tergugat meminta waktu
agar tidak pindah dulu dari tanah/Kios tersebut karena anak Terguzat sedang menulis
Skripsi_untuk menvelesaikan pendidikan kesarjanaannya, dan Penggugat member
toleransi.

Bahwa sesudah anaknya lulus menjadi sarjana, Penggugat datang lagi kepada Tergugat
agar melaksanakan kesepakatan perjanjian tersebut diatas, yakni bersama penggugat
menghadap PPAT/Notaris, tapi Tergugat beralasan nanti saja dulu karena Tergugat
ingin memasang lantai keramik di feras Kios tersebut sebagai service karena kebaikan
Penggugat pada Tergugat, dan Penggugat memberikan lagi toleransi.

Bahwa ternyata sampai pertengahan tahun 2005 lantai keramik yang dijanjikan
Tergugat tak pernah dipasang, dan Penggugat minta kepada Tergugat agar segera
memenuhi surat perjanjian jual beli dimaksud, namun tidak juga ada hasilnya, Tergugat
terus mangkir, hingga akhimya Penggugat melaporkan tindakan Tergugat sebagai
pent - , saat ini masih terus disidik oleh Polres Metro

Bahwa saat gugatan ini diajukan Tergupat sedang berusaha menjual tanah/kios tersebut
kepada pihaK T4in, Karenanya untuk memjAmin kekuatan gugatan il penggugat mohon
kepada Pengadilan sudi meletakan sita jaminan. (conservatoir beslag) atas tanah/kios
yang menjadi objek gugatan ini.
Bahwa gugatan ini didasari bukti-bukti yang kuat dan otentik, karenanya dapat
dijalankan terlebih dahulu (ujt voerbaar bij vooraad) walaupun ada verzet, banding,
atau kasasi. -

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, Penggugat mohon sudi kiranya

Pengadilan Negeri Jakarta Timur memutus sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

he?upa gugaten tambakan pengitaan

Menetapkan meletakan sita jaminan (conservatoir beslag) atas sebidang tanah seluas + 86
M2 yang diatasnya berdiri sebuah Rios/Toko ex Perumnas Klender, yang dibeli dari Perum
Perumnas berdasarkan Akte Jual Beli No.241 tanggal 20 Desember 1993 sebahagian duri
HPL No.1/Malaka terletak di JI. Mawar Merah VII Blok 35 Rt.002/07 Kios/Toko No, “C”

dengan batas — batas :

- Utara Mesjid Baitul Makmur,
- Selatan JI. Mawar Mereh VII,
- Timur Kios Milik Sdr. Basir,
-  Barat Sekolah TK Islam.
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DALAM POKOK PERKARA ;
Primair :
p——————

L,

]

Mengabulkan Gug Jugatan Penggugat sel uruhnya ;
Menyatakan Sita Jaminan atas sebidang tanah berikut Kios/Toko vang berdiri diatasnya
terletak di JI. Mawar Merah VII Blok 35 Rt.002/07 Kios/Toko No.”C” Perumnas Klender
Kelurahan Malaka Jaya Jakarta Timur, dengan batas — batas :

- Utara : Masjid Baitul Makmur,
Selatan : JI. Mawar Merah VII,
Timur : Kios milik Sdr. Basir,
Barat : Sekolah TK Islam,

adalah sah dan berharga |
Menyatakan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi jual beli sebidang tanah berikut
Kios yang berdirt diatasnya terletetak di JI. Mawar Merah VII Blm
Toko No,"C” Perumnas Klender Kelurahan Malaka Jaya Jakarta Timur, dengan batas-
batas ;

- Utara : Masjid Baitul Makmur,

- Selatan ; JI. Mawar Merah VII,

- Timur : Kios milik Sdr, Basir,

- Barat : Sekolah TK Islam,

4, Menetapkan Surat Penjanjian Jual Beli tanggal 4 Februarj 1997 antara Penggugat dan
Tergugat adalahi mengikat, sah dan berharga ;

5. Menectapkan memerintahkan kepada Perum Perumnas untuk mencatatkan Jual Beli
sebagaimana surat perjanjian Jual Beli tangpal 4 Februan W dalam buku daftar untuk
keperluan tersebut;

6. Menghukum Tergugat untuk mengosongkan / menyerahkan tanah dan bangunan Kios
vang berdir dialasnya terletak di JI. Mawar Merah VII BLK 33 Rr002/07 M@
Perumnas Klender Kelurahan Malaka Jaya Jakarta Timur, dengan batas-batas -

- Utara : Masjid Baitul Makmur,
- Selatan : I, Mawar Merah VI,
- Timur : Kios milik Sdr. Basir,
- Barat : Sekolah TK Islam
7. Men t ui var hj K im perkara inj.
Subsidair :
Apabila Pengadilan berpendapat lain maka berdasarkan peradilan yang baik mohon kiranya

putusan yang seadil-adilnya (ex aequo ef bono,}
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P UTUS AN
No.243 / Pdt.G / 2067 / PN.JLL Tim. 7

DEM: KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pingadilan Negeni Jakarta- Timur yang memeriksa dan ingngadifi . periarg

perdata gugatan dalam peradilan _tingkat periama, dengan hakim majelis telah
menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara |

NY.SURTO ULI TAMBUNAN; pekerjazn Pegawai Negeri/Guru berterapat tinggal di
Jalan Mawar Merah Blok 35 No.147, Rte004/07,
Perumnas Klender, Kelurahan Malaka Jaya, Jakarta

Timur, Yang dalam hal 1 diwakili oleh Kuasanya :
ERNI SIMAMORA,SH, Advokat pada Kantor Advocat
dars Komsultan Hukum dari Law Office Ampera,

beralamat di Jalan Gunawarman No.51, Kebayoran Baru,

~ Jakana Selatan, selanjutnya disebut
sebagal............. ... PENGGUGKATY
MELAWAN

NER UM A N 1, dbu rumah tangea, beralamat di JI. Mawar Merah VII Blok 35
R1002/07 KiosfToka No.C. Perumnas Klender, Kel

Malaka Jaya, Jakarta Timur, Saat ini adak diketahui Jagi

alamatmya, untuk  selamjuimya  disebut  sebagal

ceiieeen ... TERGUGATy

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkam;

Setelah mendengar pihak Penggugat ;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan oleh Penggugar ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Memmbang bahwa -Penggugat dengan surat gugatannya tertangeal 2§
Agustus 2007, dan didaftarkan di Kepaniferaan Pengadilan Negeri Jakurm Timup
dibawah ERagisteL No.243/ Pdt.G £ 2007 { PN, Jkt- Tiny., tanggal 31 Agustus 2007, tclah
mengajukan gupatan kepada Tergugal dengan dalil-dalil gugatan scbagai berikut :
1
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W et gugean -

l. Bahwa Tergugat memiliki sebidang tanah seluas + 86 M2 vang diatasnya berdin

sebuah Kios/Toko ex Perumnas Klender, yang dibeli dari Perum Perummas
berdasarkan Akte Jual Beli No.241, tangeal 20 Desember 1993 sebahagian dari HPL
No.UMalzgka terletak di JI. Mawar Merah VII Blok 35 R1002/07 Kios/Toko No.C
dengan batas-batas :

- Utara Mesjid Baitul Makmur ;

- Selatan jIln Mawar Merah VII ;

- Timur kyos milik sdr Basir ;

- Burat sekolah TK Islam :

. Balwa padu tanggal 4 Februan 1997 antara Penggugat dan Tergugat telah sepakat

membuat perjanjian jual bell atas tanah dan bangunan kios tersebut diatas demgan
harga Rf} 45.000.000.- (empat pulub lima juta rupiah) dan dibayar dengan cara

mENngangsur ;

Bahwa semula Penggugat tidak berminat untuk membeli tanzh dan kios milik lergugat
karena Penggupat bersama suami hanya sebagai pegawai negeri sipil yang tidak
memiliki uang cuklup, namun Tergugat rerus merayu Penggugat dengan bujukan depat
dibayar cicil dan kapan Penggugat punya uang, akhimya Penggugat menyemyu uniuk
membell tanah dan kios milik Tergugat tersebut :

- Bahwa perjanjian jual beli tanah beserta kios tersebut juga mendapat persetujuan dari

suami Tergugat yang bermnama Masri Malruf yang juga turut menanda tangani
perjanjian jual beli tersebut :

. Bahwa pada saat perjanjian jual bneli ditanda tangani oleh Penggugat dan Tergugat

pada saat itu Penggugat kemuodian menyerahkan uwang muka (down payinent) sebesar
Rp.5.000.000,-(Lima juta rupiah) uang mana telah diteriran oleh Tergupat dan
diberikan bukti penerimaan berapa kwitansi oleh Tergngat :

. Bahwa selanjutnya pembayaran angsuran dilakukan dengan cara Tergugat bersama

suaminya dating dirumah Penggugat untuk mengambil uang angsuran dan Tergugat

memberikan kwitansi tandz bukd penerimaan berupa kwitansi oleh Tergugat ;

. Bahwa pada sekitar tahun 2002 Penggugat meminta kepada Tergugat agar dapat

membereskan perjanjian jual beli yang dibuat pada tanggal 4 Februari 1997 tersebut
dengan menghadap kepada Pejabat Pemibuat Akte Tanah (PPAT/Notaris), guna dibuat
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Akta Resmi agar dapat dibalik nama kepada Penggugat, namun Tergugal meminia
waktu agar tidak pindah dulu dari anab/Kios tersebut karena anak Tergugat sedang
menulis Skripsi untuk menyelesaikan pendidikan kesagannannya, dan Penggugat

member tolerans: ;

8. Bahwa sesudah anaknya lulus menjadi Sarjana, Penggugat dating lagi kepada Tergugat
agar melaksanakan kesepakatan perjanpan tersebut diafas, yekm bersama pengsugat
menghadap PPAT/Notans, tapi TYergugat beralasan nanti saja duly karena Tergueat
ingin memasang lantal keramik diteras kios tersebut sebagal service karena kebaikan

Penggugat pada tergugay, dan Penggrieat memberikan lagi folerenai |

9. Bahwa ternyaia sampai periengahan tahun 2005lantai keramik yang dijanyikan
Tergugat tak pemnah dipasang , dan Penggugat minta kepada Tergugal agar segera
memenuh! surat perjanjidn jual beli dimaksud namun tidak juga ada hasilnya, Tergugat
terus mangkir, hingga akhimnya Penggugat melaporkan tindakan Tergugat sebagat
penipuan ke Polres Metro Jakara Timur, saal ini masth terus disidik oleh Polres Meao

Jakarta Timur ;

10. Bahwa saat pugatan im digjukan Tergugat sedang berusiha menjual tanah/kios
tersebut kepada pihak lain, karemanya untuk menjamin kekuatan gugatan ini
Penggugat mohon ke'pada Pengadilan sudi meletakkan sita jaminan (consecrvatoir
beslag ) atas tanah/kios yang menjadi obiek gugatan ini ;

1. Bahwa gugatan im didasari bukti-bukti yang kuat dan otentik, karenanmya dapat
dijalankan terlebih dahulu (uit voorbaar bij voorraad) walaupun ada verzet, banding
atau kasasi ; |

Berdasarkan hal-hal vang telah diuraikan diatas, Penggugzat mohon sudi kirarya
Pengadilan Neger: Jakarta timur memutus sebagai berikut :

DALAM PROVISI ;
Menetapkan meleiakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas scbidang tanah seinas +
86 M2 yang diatasnya berdiri sebuah kios/toko ex Perumnas Klender, yang dibeli dari
Perun Perumnas berdasarkan Akre Jual Beli No.241 tangeal 20 Desember 1993
sebahagian dari HPL No.l/Malaka terletak di JI. Mawar Merah VII Blok 35 Re.002/67
Kios/Toko No.C dengan batas-batas

- Utara Megjid Bartul Makinur,

| B
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- Selatan JI. Mawar Merah VIL
- Timur Kios Milik Sdr Basir.
- Barat Sekclah TK Istam.

DALAM POKOK PERKARA ;
Primair :
l. Mengabulkan gugataiPenggugar selﬁﬁxlm}*a 3
2. Menyatakan sita jaminan afas sebidang tangli berikut kigsiyang berdini diatasnya terletak
-di JI. Mawar Merah VII Blok 35 Rt.002/07 Kios/Toko No.Crdengun batas-batas :
- 1Ttara Mesjid Baitul Makmur,
- Selatan Jl. Mawar Merah VIL
- Timur Kios Milik Sdr Basir.
- Barat Sekolah TK Isiam.
ff_'\ - @Mcnyatakan amara Penggugal dan Tergugat telah tenadi jual beli
sebidang tanzh benkuot Kios yang berdin diatasnya terfetak di Ji Mawar
Merah VI1I Blok 35 Rt.002/07 Kios/Toko No.C dengan batas-batas
- Utara Mesjid Baitul Makmur,
- Selatan Ji. Mawar Merah VII
- Timur Kios Milik Sdr Basir.
- Barat Sekolah TK Islam.

4. Menetapkan Surat Perjanjian Jual Beli tanggal 4 Februari 1997 antara Penggugat dan
Tergugat adalah mengikat, sah dan berharga ;

5. Menetapkan memerintahkan kepada Perum Perumnas untuk mencaiatatkan jual beli _
sebagaimana surat perjanjian jual beli tanggal 4 Februari 1997 dalam buku daftar

f:\ untuk keper;laan tersebut ;

6. Menghukum Tergugat untuk mengosongkan/menyeralikan tanah dan bangunan Kios
yang berdiri diatasnya terletak di Jalan Mawar Merak VII Blok 35 Rt.002/07 No.C
Perumnas Klender, Kelurahan Malaka Jaya, Jakarta Timur, dengan batas-batas :

- Utara : Mesjid .'Bﬂifu[ Makrmur.
- Selatan : Jl.Mawar Merah VIL.

- Timur : Kios Milik Sdr Basir.
- Barat : Sekolah TK Islam.

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalun perkara ini :

Subsidair

Apabila Pengadilan beperndapa lain maka berdasarkan peradilan vang batk mohon

kiranya putusan yang seadil-adilnya :
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Menimbang balwa pada harl sidang yang telah ditetapkan Penggugal datang

‘menghzdap Kuasanya dan Tergugat udak datang menghadap dipersidangan’ dan tidak

_pula menyuruh orang lain uniuk mewakilinya walaupon telah dipangeil Se:c;lripamj-ﬁ’dan

sah oleh Jura Sita Pengadilan Negen Jakarta Timur sebanyak 2 ( 2 ) kali masing-masing
tanggai’1 Oktober 2007, dan tanggal 24 Oktober 2007

Menimbang bahwa karena Tergugat tidak hadir valaupun telah dipanggil
secara patut sebanyak 2 ( duz ) kali, maka _pt_:mf';l‘ik?.ﬂa:ﬂ perkara ini_dilanjutlan tanpa

‘kehadiran TE_l:iugﬂI i

Menimbang bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini difanjutkan dengan
membacakan gugatan dan atas pembacaan gugatan tersebut Penggugat inenyatakan tetap

pada gugatannya;

Menimbang bahwa selanjutaya untuk membukiikan dalil-dall gucatarmya
Pﬁnggugg;;_;gl_,ah mgﬁ@iukun bukti-bukt suﬁa_gschagai benkut :
. Foto copy Surat Kletsrangan dari Pengurus R1.02/07 KelMalaka Taya weranggal 8
Cktober 2006 (P-) :
Foto copy Surat Perjanjian tertanggal 4 Februari 1997 dari Ny Rumani (P-2) ;
3. Foto copy Kwitansi Pemnbayaran tertanggal }4 Februari 1997 sebesar Rp.5.000.0(),-

-2

(Lima juta rupiah) (P-3) ;

4. Foto copy Kwitansi Pembayaran tertanggal 3 Apal 1997 sebesar Rp.7.500.000 -
(Tujuh juta lima ratus nibu rupiah) (P-4);

5. Foto copy Kwitansi Pembayaran tertanggal 15 Juli 1997 sebesar Rp.2.500.000. -
(Dua juta lima ratus ribu rupiah) (P=5);

6. Foto copy Kwitansi Pembayaran tertanggal 13 September 1998 sebesar

Rp.5.000.000 - (Lima juta rupiah) (P-6);

7. Foto copy Kwitansi Pembayaran teitanggal 25 Aprl 1998 sebesar Rp.2.500.000,-
(Dua juta lima ratus riou rmapiah) (P-7} ;

8. Foto copy Kwitansi Pembayaran tertanggal 16-9- 1998 sebesar Rpﬁjﬁﬂ-{}{iﬂ,- {Dua

juta lima ratus nbu rupiah) (P-8) ;

9. Foto copy Kwitansi Pembayaran tertanggal 29-09- 1998 sebesar Rp_5.000.000, - (lima
juta rupiah) (P-9) ; B

10. Foto copy Kwitansi Pembayaran tertanggal 24-10- 1998 sebesar Rp.5.000.000,- (Dua
juta rupiah) (P-10} ; |

11. Foto copy Kwitansi Pembayaran tertanggal 23-11- 1998 sebesar Rp.1.500.040.- (Satu
jutz hhma ratus ribu rumah) (P-11) ;
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|
]
:

Foto copy Kwitunsi Pembayaran tertanggal [9-02- 1999 sebesar Rp 1. 500.000 - (Satu

juta lima ratus ribu rupiah) (P-12) :

13. Foto copy Kwitansi Pembayaran tertanggal 11-03- [999 sebesar Rp.1.000.000.- {Saru
Jjuta rupiah) (P-13) ;

14. Foto copy Kwitansi Pembayaran tenanggal 17-08- 1999 sebesar Rp.2.000. UE}G (Dua
Juta rupiah) (P-14) :

15. Foto copy Kwitansi Pernbayaran tertanggal 27-02-2001 sebesar Rp 2 {}{!{} 330, - (Dua

-ml-hi-ﬂ.l'..,.‘_

Juta rupiah) (P-15) ;

16. Foto copy Surat Pernvataan dari Ny. Surto Uli Tambunan tertanggal 28 Agysius
2007 (P-16) ; |

17. Fotocopy Akta J ual Belj Rum&h dan Penyerahan Penggunaan Tanah Nﬂ 241, tanggal
70—12 1993 {'P-i?}

18. Foto copyt Surat Keputuysan Kepala Kanior Pertanahan Koiamadya Jakana Teumur
Ne.546 s/d SSJFI—[{JBKJTJ?UU{} Iﬁndug:,éal 27 Juli 2000 (P- (8}

19. Foto copy bufat dan Geucratr Manager Pt..rum Puumnas No. RLL[ILﬂfyﬁ-hih‘"ui}?
tertanggal 26 September 7{}67 {P- 19) wwwwww e

Surat bukti mana telah diberi bea meterai secukupnya dan juga wlah disesuaikan dengan

aslinya , sehingga dapat dilerima scbagal alat bukti yang sai dipersidangan terkecuali
surat bukti yang bertanda P-17 dan P-18 yang tidak ada aslinya;

Meni:mbang bahwa,Penggugat tidak ada mengajukan saks: dalam perkara inj ;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan kestmpulan dalam perkara

ini tanpa tangoal |

Menimbang bahwa untulk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka hal-
hal yang telah termuat dalam berita acam persidangan dianggap telah mzsuk dan menjadi

5]

bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya pihak Pengguoat menyatakan tidak akan
imengajukan apa-apa lagi dan mohon putusanz

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan  gugatan Penggupat adalah
sebagaimana terurai diatas:
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Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggueat datang
menghadap Kuasanya dan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang
lam unfuk mewakilinya walaupun telah dipanggil secara sah dan patut oleh Juru Sita

Pengadilan Negeri Jakarta Timur sebanyak 2 (dua ) kali yaitu tangeal 1 Okiober 2007
dan tanggal 24 Oktober 2007;

Menimbang bahwa kareaa Tergugat telah dipanggil secara pamut dan sah
sebanyak 2 ( Dua ) kali berturut-turut tetap tidak datang dan tidak menyumh orang lain
untuk mewakilinya untuk mempertahankan hak dan kepentingannya. maka kemudian
dilihat dan diteliti relaas (surat) panggilan yang dijalankan oleh - TRIANI RAHAYU ,
Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Timur dan ternyala surat panggilan tersebut telah
dilaksanakan dengan patut dan benar, karena itu pemanggilan tersebut telah dilakukan
dengan sah scbagaimana vang dimaksudkan Hukum Acara yang berlaku, oleh karenanya

Tergugat benar-benar tidak mau hadir dan pemeriksaan perkara tersebut tetap dilagjutkan

dengan tanpa hadirnya Terguzat ;

Menimbang bahwa yang memadi masalah pokok dalam gugatan Penggugat
adalah Penggugat mengajukan gugatan Wanprestasi terhadap Tesgupar dengan alasan
bahwa Tergugat tidak mau melaksanakan kesepakatan perjanjian Jual Beli tanah/kios
yang terletak di Jalan Mawar Merah VI Blok 35 R1.002/07 Kios/Toke No.C dengan

berbagai macam alas an, sehingga Penggugat merasa dirugikan :

Menimbang bahwa dipersidangan Penggugat Iﬂﬂngﬂj.lLdI] Surat bukti berupa
Surat Perjanjian tertangeal 4 Februan 1997 (Bukd P 2), dimana buks tersebut dibual

dibawah tangan yang ditanca tangani oleh pihek Penggucat dan Tergusat | dan Dbukti
tersebut tidak disangkal olei T::rg__uEal oleh karena itu keabsahan dan kebenarann va
tidak rerlu diragukan sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya ;

Menimbang blahwa berdasarkan bukti P-3 s/id P-15 yang berupa Kwitansi
pembayaran angsauran atas tanah/kios yang dijual oleh Tergugat kepada Penggugat dan
setelah diperhitungkan temnyata harga Tanab/Kios tersebut telah lunas dibayar oleh
Penggupat kepada Tergugat :

Menimbang bahwa berdasarkan Surat bukti P-I7 berupa Akta jual Beli Rumak
dan Penyerahan Penggunnaay Tanah No.241, tertanggal 20-12-1993_ benar Tergugat telah

mebeli tanah/kios di Jalan Mawar Merah VI Blok 35 R1.002/07 Kios/Toko No.C

Lisa Olivia Enjelina, FHUI, 2011



Perumnas Klender, Kelurahan Malaka jaya, Jakarta Timur dan Perum Perumnas, dimana
Tanalvkios tersebut kint telah dijual oleh Tergugat kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-2 yang berupe Surat Feganjian
dibawah tangan lertanggal 4 Febrvan 1997, dimana ternyata bahwa Tergugat
{Ny.Rumam) telah menjual kepada Penggugat (Ny.Surto Uli Tambunar) sebidang tanah
seluas 84 M2, berikut bangunannya yang terletak di Jalan Mawar Merah VII Bklok 35
Rt02/07 Kios C dengan harga Rp.45.000.000,- (Empat puluh lima juta rupiah), dinana
Penggugat telah membayar Rp.5.000.000 - (lima juta rupiah), sedangkan sisanya akan

dibayar / diangsur dalam batas waktu yang tidak ditentukan ;

L e . S
e

gklra jam[mn ( canforvatarr wlﬂg )
Menimbang, bahwa mengenai permohonan Penggupat pada point 2 petitum

gugatannya, karena tidak ada permohonan dari Penggugat, maka petitum 2 tersebut
haruslah ditolak |

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat bukti P-3 sid P-15 yang berupa
Kwitansi pembayaran angsuran aias tanah berikut bangunan kios yang terletak di Jalan
Mawar Merah VII Blok 35 Rt.02/07 Kios CKel Malaka Jaya. Duren Sawit, Jakarta
Timur, dimana temnyata sisa harga kios sebesar Rp.40.000.000- (Empat puluh juta
rupiah) tersebut telah lunas dibayar oleh Penggugat kepada Tergugat , sehingga
permohonan Penggugat pada point 3 petituin gugatannya dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena surat bukti yang berzanda P-2 yaitu berupa
Surat Perjanjian fertanggal 4 Februari 1997, karena dilakukan tidal. dihadapan Pejabat
yang berwenang untuk itu, maka permohonan Penggugat pada poirt 4 petitum
slugatannya tidak dapat dikabulkan dan karenanya permohonan tersebut haruslah ditolak

Menimbang, bahiwa karena Penggugat tclah membayar lunas harpa tanah
berikut bangunan kios yang dibeli Tergugat dari Perum Perumnas tersebut sebesar
Rp.45.000.000,(Empat poluh lima juta rupiah), maka dengan demikian permohonan

Penggugat pada point 5 petitum gugatannya dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa begitu juga mengenai kepemilikan tmah berikut
bangunan kios tersebut telah beralih kepada Penggugat, dikarenakan Penggugat telah
melunasi harga tanah berikut bangunan kios tersebut kepada Tﬁ-r;gugagsehingga sudah
seharusnya Tergugat menverchkan tanah berikut bangunan kios tersebut kepada
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Penggugat, setingga permohonan Penggugat pada point 6 petitum pgugatannya dapat
dikabulkan |

e T e R Bt Pt AT

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Pengguoat dikabulkan, maka

Tergugat berada dipihak varyg kalah dan karenanya Tfrgugm harus drhukum untuk

membayar biaya vang timbul dalam perkara ind;

Mengingat pasal-pasal dan Undang-Undang yang bérmngkumn ;
MENGADILI

L Menyatakan Tergugat yany telah dipanggil dengan sah dan patut uatuk menghadap
dipersidangan tidak hadig;

Menjatuhkan putusan secara Verstek (Tanpa hadir Tergugat )

. Mengabulkan gugatan Penggueat untuk sebapians:

b

s

4. .Menyatakan antara Penggugat dan Tergugat telah twerjadi jual bel S{:bldﬂm!. tanah

Ll b L

be.nkut Kios yang berdin diatasnya terletak di Jl. Mawar Merah VII Blok 35 Rt 0021’(}7
kmsz oko No.C |, Perumnas Klender, Kelurahan Malaka jaya , Jakarta Timtur dengan
batas-batas :

- Utara Mesjid Baitul Makmur.
- Selatan JI. Mawar Merah V.
- Timur Kios Milil: Sdr Basir.,
- Barat Sekolah TK Islam.
5.#Menetapkan memerintahkan kﬂ[ﬂd;;i Perum Perumnas untuk mencatatatkan jual belt
w5 U= s ST AT
sebagaimana surat perjanjian jual beli tanggal 4 Februari 1997 dalam buku daftar untuk

keper;luan tersebut ;

6. Menghukum Tergugat urtuk _mengosongkag/menyerahkan tanah dan bangunan Kmﬁr“
yang berdin diatasnya terletak di M. Mawar Merah VII Blek 35 Rr.002/07 No.C,
Perumnas Klender, Kelmaban Malaka Juya, Jakarta Timur dengan batas-batas -

- Utara :Mesjid Baitul Makmur.
- Selatan : J.Mawar Merah VIL

- Timur : Kios Milik Sdr Basir.
- Barat : Sekolah TK Islam.
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et

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya vang timbul dalam perkam’ ini Vang
hingga kini ditaksir sebesar Rp.L.94 (40, - (Seratus Sembilan puluh empat ribu rupiah)

8. Menolak gugatan Pengpugat selebih dan selainnva

Demikian diputuskar  dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Halam
Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada han Kamis, tanggal 27 Desember 2007, oleh
kami : FIRDAUS,SH.MH sebagar Hakim Ketua Majelis dan M.JALILI SAIRIN,SH serta
SARPIN RIZALDLSH. masing-masing scbagai Hakim Angpeota, putusan iersebut
dibacakan pada sidang terbuka untuk umum’ pada hari ::Rabu, tanggal 9 Janvan 2008,
oleh Hakiin Ketua tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anecota dan dibantu
oleh MADE SUARBA, SH., Panitera Pengganii pada Pengadilan Negen Jakarta Timur,

serta dihadiri cleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergagat:

-

.-f"'-ﬂ_-
HAKINM KETUA.

FIRD AUS, SH.MH.

PANI PEN
M

MADE SUARBA

Biaya-biaya :

Meterai :Rp. 6.009.-
Redaksi 'Rp. 3.000.-
Administrasi : Rp. 50.000.-
Jurusita Rp. 135.000.-
Jumlah :Rp. 194,000,
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v |
AC. 9 ff@Lw/JHf/zeeS
Perkara Perdata No,243/Pdt,G/2007/PN,Jkt-Tim,
Para Pihsk tidak mempsrgunakan haknya untuk
menga juken bending/Verzet sampal dengan batas
waktu yang ditentukan dalam Undang-Undang
yaltu pada tanggali 3 maret 2008.

ra
£

Jakarta, 10 Maret 2008,
PANITERA/SEKRETARIS
PENGADT LAN NEGERI JAKARTA TIMUH;{ﬁ

NY, ESTHER MONGAN,SH.
NIP 3 040029328,

UNTUK FOTOD coPY SESUAI DENGAN ASLINYA,
DIBERIKAN KEPADA pENGGYGAT ATAHS PERMINTAANNYA
SECARA (ISAN PADA TANGGAL 10 MARET 2008,

JAKARTA, 1D MARET 2008,
P ﬂNITERF&/S EKRETARIS

PENGADI1A&N NEGERI JAKARTA TII"’IUR;/
[\

_ t\xigaﬂ—ggﬁiajz//

MY, ESTHER MONGAN,SH,

NIP s 040029326, .
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{arian Tua Tembunan, 5.H,

1, Trafwin
tssinger M. Tambunan, S.H,

‘embusan Yth, :

1.
2.

JIKunci No. 2, Kp. Ambon, Jakarta Timur 13210
Tel© (021) 4850589, Fax: (021) 4890589
e-mail : harlan_r@yah oo.com

PERMOHONAN SITA EKSEKUS]
Are. Klien Surto UH T ambunan
D P, Jakarta Timuor

Lubis, S.H.

Jakarta, 15 Juni 2009’
-_'.H-'-_'_'—-—---.
Kepada Yth. :
Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur
JI. Ahmad Yani No.1 Pulomas

Jakarta Timur - 13210

U.p. Y. : Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Jakarta Timur
Nomor : 028.02 SPSE-PAL/HT &R-PHN.IKE.TIM/XV-V1/09,

Lampiran : 4 (emnat) lembar. :

Perihal : Permohonan Sita Eksekusi (Executie Beslaag )

Dengan hormat,

Untuk dan atas nama klien kami, Surte Uli Tambunan, yang dalam hal ini memilih tempat kediaman
(domisili) hukumnya di Kantor Hukum HARLAN TUA TAMBUNAN & REKAN, alamat di Jalan Kund No.2,

Kp. Ambon. Jakarta Timur 13210, berdasarkan Surat Kuasa Kuasa No. : 028.SKK. PdthT&R-
PN.Jkt. Tlm}I—II}’Dg (foto copy terlampir), selanjutnya dalam: hal ini disebut sebagai’ PEMDHON SITA

EKSERUSL

Dengan ini_hendak mengajukan Permcbonan Sita Ekse‘kus; terhadap s sebidang tanah dan bangunan

gl T BT T e

Kiosiyang be:rd:ri di atasn*,ra teﬂetak di J1. Mawar Merah VIT Blok 35 RT.002 RVALL.QO07 Kins Hu.c
l(el. Malaka, Kec. Duren Sawit, Jakarta Timur 13460, dengan batas-batas :

- Utara : Mesjid Baitul Makmur.
- Selatan : Jl. Mawar Merah ViII,

- Timur : Kios Milik Sdr. Basir.

- Barat : Sekolah TK. Islam.

Sebagaimana dimaksud dalam Pam'aahunan Eksekusi  Nomor : 04/2009.Eks.. Jo. Néz

T ST TR EEL fa s

243/Pdt.G/2007/PN.Ikt.Tim, tangaal 9 Pebruan 2000, atas nama Kiien kami, Surto Ul Tambunan,
sebagai PEMOHON EKSEKUSI (foto copy terlampir).

Adapun sita eksekusi ini kami_aju : ni, sebagai TERMOHON EKSEKUSE, tidak
datang menghadap Ketua _Pengadilan 'Negen Bakarta T:mgr pada har dan tanggal yang telah
d:tentukan meskipun telah dipanggil melalil Tklan Surat Kabar Rakyat Merdeka, terbit tanggal 29 Mef
= i L
20{]9 (fata copy _terlgmpir), berdasarkan Surat Panggilarn PEﬂEguran {aanmamng} ﬁﬂm or
04/ 2009.EKS. EkS.. JO. No. 243;Pdthzﬁa?fPN 31“-Z"trm tanggal 27 Mel 20097 yang dibuat d'é“n
dltandatanganl oleh Jun,u Sita Pengadilan Negen Jakaﬁa Timur, Prabowo (foto copy: teriampir).

Demikian Permohonan Sita Eksekusi imi kami sampaikan kepada bapak, Atas perhatian dan
perkenannya kami haturkan terima kasih.

Hormat kami,
A EKSEKUSI
et (0 N{ Lt i flb (G E RE .Trj:'-.H_,ﬂ-I‘”-"-‘*, }:-'11

2 i A R T X '.:-"J.". ‘F;i'j = ‘:I.ﬁ ':-} ":!:'I:iﬂiu'
ll |..-1.._ G b *R =k

BT iRt gt

b b & vwr(]m.kw

Ay

Klien Surte Ull Tambunan (sebagal faporan).

Arsip, '
_______________________________________________ i? AN

A~ Ll 6
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Harlan Tua Tambunan, 5. H. PERMOHONAN EKSERUST RIIL
Darwin Lubis, S.H. An. Surtc Wi Tamebunan

Kissinger M.P. Tambunan, 5.H. Di PN, Jakarta Tinur
18 Maret 2010

Jakarta/18 Maret 2010 '

Kepada Yth. :
Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur
JI. Jenderal A. Yani No.1 Pulomas

Jakarta Timur - 13210

U.p. Yih. : Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Jakarta Timur
Nomor : 028.04.Eks.Rill-Pdt/HT&R-PN. Ikt Tim/XVII-III/10
lLampiran : 5 (lima) item

Perihal : Permohonan Eksekusi RIIL (Parate Executie)

Dengan hormat,

Pekernankanlah kami, Harlan Tua Tambunan, S.H., dan Kissinger M.P. Tambunan, S.H.,
para Advokat pada Kantor Hukum HARLAN TUA TAMBUNAN & REKAN, beralamat di Jalan
Kunci No.2 Kp. Ambon, Jakarta Timur 13210, berdasarkan Surat Kuasa Kuasa No.

028.SKK.PdyHT&R-PN.Jkt.Tim/I-1I/09, tertanggal 01 Pebruari 2009 (fotocopy te;iampfr},

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Surto Uli Tambunan, yang dalam_hal ini

=T

memilih tempat kediaman (dormsm) hukumnya pacfa Kantor Hukum HARLAN TUA

e

TAMBUNAN & REKAN tersebut, selanjutnya dalam _haj ini disebut sebagai -----=-=--==--=m--

e p o

e PEMOHON EKSEKUSI RIIL:

Dengan ini hendak ‘mengajukan permohonan_eksekusi riil (parate executie) terhadap

sebidang tanah dan bangunapn Kios yang berdiri di atasnya, terletak di Jalan Mawar Merah

lmﬂh‘n"-

VII Blok 35 RT.002 RW.007 Kios No. C, Kelurahan Malaka, Kecamatan Duren Sawit,

Kotamadya Jakarta Timur 13460, dengan batas-batasnya :

- Utara : Mesjid Baitul Makmur,

- Selatan :Jalan Mawar Merah VII.

- Timur : Kios Milik Saudara Basir.

- Barat : Sekolah Taman Karak-kanak Islam.

Sebagaimana dimaksud dalam Permohunan Sita fksiuir Nomur ; 04;’2009 Eksﬂ_jgw No.

243/Pdt. GXZUOF/PN Jkt. Tim, _tanggal 15 Juni 2009 atas nama khen kam; Surto Ul
Tambunangsebaga: PEMOHON EKSEKUST (fotocopy surat permohonan terlampir).

e i e E e D ket gkl S i 1 T
B

S i i e, ik e g = F Y 1 Tl e

Page I of 4

Jl Kundi No.2, Kp. Ambon, Jakarta Timur 13210 - Tel. @ (D21) 478 81626, Fax ; {021) 489 0589 - e-mail - ktembunan@yahoo.com

Tinjauan yuridis ..., Lisa Olivia Eniikes



Harlan Tua Tambunan. S.H.
H. Darwin Lubis,. S.H.
Kissinger M.P. Tambunan, S.H.

Adapun permohonan eksekusi riil ini kami ajukan selengkapnya dengan alasan-alasan

hukum sebagai berikut :

Ny - ————

Bahwa sehubungan dengan Surat Permohonan Sita Eksekusi tertanggal 15 Juni 2009,
it ot T . - ]

yang kami ajukan atas nama klien kami, Surto Uli Tambunan, sebagai PEMQHON

EKSEKUSI, maka Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur telah menerb:tkan surat

panatapannya sebaga:mana termuat dalam Surat Penetapan Momor : 04 / 2009 Eks
Jo. No. 243 / Pdt.G / 2007 / PN.Jkt. Tim, tanggal 16 Juli 2009 (fotocopy surat

penetapan tar!amp;r) :

Bahwa bardasarkan Surat Penetapan Ketua Pangaduan Negeri Jakarta Timur tersebut

spp——

telah dilakukan Slta Eksekusi terhadap sebidang tanah dan bangunan Kms

sebagaimana tarsahut dalam amar Putusan Pengadilan Negen Jakarta Timur Tanggal 9
Januari 2@[_]_8 i*ii}mar 1 243/Pdt.G/2007/PN.Jkt. Tim, sebagai ahyak sita eksekusi atas
nama klien kami, Surto Uili Tambunan (fEMOHDN EKSEKUSI RIIL), sesuai dengan
Berita Acara Sita Eksekusi Nomor : 04 / 2009.Eks. Jo. No.: 243 / PdLG / 2007 /
P_N Jkt.Tim, tanggal 13 ﬁg_uatus 2009, yang dibuat dan ditandatangani oleh PRABOWO

selaku Juru Sita Pengadilan Negeri Jakarta Timur, serta disaksikan oleh kedua orang

saksi yakni M. Taufik dan Yudianto (fotocopy B.A.Sita a quo terlampir);

Bahwa akan tetapi belum sampai kami ajukan permohonan eksekusi riil terhadap
obyek sita eksekusi atas_nama klien I;ami, Ny SURTO ULLI TAMBUNAMN (PEMOHON

EKSEKUSI RIIL), telah lebih dahulu diajukannya BANTAHAN oleh Drs. H. TASMINT@‘
terhadap obyek sita eksekusi tersebut sebagaimana terdaftar dalam Register Perkara

Nomeor : Qiz’Pdg,G{ZGDE}{PNJkt Tim., tanggal 15 Septemher 2009, yakni antara Drsr

H TASMINTU sebagai PEMBANTAH Malawan Kllen kami, Ny. SURTO ULl TAMBUNAN
__sebagal TERBANTAH?( fotocopy surat bantahan a quo terlampir);

Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Tanggal 11 Pebruari

h.h\md._m

2010 Nomor : 291/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Tim., yang antara lain amarnya berbunyi,
“"Menyatakan bahwa PEMBANTAH adalah PEMBANTAH yang tidak jujur”: wenar

Bahwa oleh karena itu karnl ajukan permohonan eksekusi riil ini supaya terhadap

Putusan Pengadilan Nagen Jakarta Tlmur Tanggai 9 Januan 2[1[18 NDmDr

oy e, rer —

Il Kunci No.2 Kp. Ambon, Jakarta Timur 13210 - Tel. (021) 4850589, Fax. (021} 47BLIG2E

e-mail © k tarmbunan@yahoo.com
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PERMOHONAN EKSERKLISE RITL
An. Surto Ul Ta mbunan

Di PH. Jekarta Timur

18 Maret 2010

Harlan Tua Tambunan, S.H.
H. Darwin Lubis. S.H.

KssmgerMFMEﬁﬁ‘dtr.fﬁ/ZU{}?/PN Jkt. Tim, dalam perkara WANPRESTASI antara Ny SURTO ULI
TAMBUNAN sebagai PENGGUGAT, Melawan Ny RUMANI aebagal TERGLJFAT yang

mﬂ‘“ﬂm
sejak tanggal 24 Januari 2008, putusan a quo te!ah berkekuatan hukum tet_p
e

(inkracht van gewijsde), dapat dilakukan EKSEKUSI RIILnya sebagaimana amar

(yang sifatnya condemnatoir) selengkapnya sebagai berikut -
Puturan vang memudt anac wenghukum salah Saty pihak yang berpetara .

MENGADILI:

- Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut untuk

menghadap dipersidangan tidak hadir;

- Menjatuhkan putusan secara Verstek (Tanpa hadlr Tergugat),

- Menyatakan antara Penggugat dan Tergugat telah tEl‘Jadi JuaI beli sebidang tanah

berikut Kios yang berdiri di atasnya terletak di JI. Mawar Merah VII Blok 35 RT.002

Ew.{]{}? Kios No.C, Kel. Malaka, Kec. Duren Sawit, Jakarta Timur 13460, dengan
batas-batas :
- Utara : Mesjid Baitul Makmur.
- Selatan : JI. Mawar Merah VII,
- Timur : Kios Milik Sdr. Basir.
- Barat : Sekolah TK. Islam.
- Memenntahkan kepada Perum Perumnas untuk mencatatkan jual bei: sebagaimana
surat perjanjian jual bell tangqu Pel::ruan 1997 dalam buku daftar untuk

keperiuan tersebut;

- Menghukum Tergugat wuntuk mengosongkan/meyerahkan tanah dan
o o ——— i ey AT S s

{Jangunarl Kios yang berd}rf di atasnya terletak di Ji. Mawar Merah VII

Blok 35 RT.002 RW.007 Kios No.C, Kel. Malaka, Kec. Duren Sawit, Jakarta
Timur 13460, dengan batas-batas :
- Utara : Mesjid Baitul Makmur.
- Selatan : 1l. Mawar Merah VII.
- Timur : Kios Milik Sdr. Basir.
- Barat : Sekolah TK. Islam.
- ﬁenghukum Tergugat untuk memt_)a_y_aibiaya yang timbul dalam perkara iﬂi yang
hingga kini ditaksir sebe;ar E{p. 194.000,- (seratus Sembilan puluh empat ribu

rupiah);

- Mhennlak gugata Penggugat untuk selebih dan selain_nya.

Page 3 of 4
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Hadan T_ua Ta_mtrunan, SH PERMOHONAN EKSERKIISTI RIIL

H. Darwin Lubis, 5.H. ;

Kissi F. T b SH An. Surlo Ui Tambunan
ssinger M_F. Tambunan, 5.H. Di PN. Jakarta Timur

Berdasarkan pada hal-hal yang kami uraikan tersebut di atas, maka kami mohon agar

Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur melalui Panitera/Sekretaris 'F:engad_ilan Negeri

T

tersebut berkenan untuk melakukan eksekusi riil terhadap obyek eksekusi rill tersebut di

atas.

Demikian permchonan eksekusi riil ini kami sampaikan kepada bapak. Atas perhatian dan

perkenannya kami haturkan terima kasih.

Hormat kami,
PEMOHON EKSEKUSI RIIL,

ANTOR MUK
HAREAR s TAMRURAN
HEWAN

Kissinger M.P. Tapabunan, S.H.
NIA. : 07.1050

Tembusan Yth. :

1. Klien Surto Uli Tambunan (sebagai laporan);
2. Arsip.

L 5 e e e e e e

B Kuno No.2 Kp. Ambon, Jakarta Timur 13210 - Tel, {021) 4830589, Fax, {021) 47961526

e-mail i tambunan@yshoo.com
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PENGADILAN NEGERI JAKARTA TIMUR

JALAN JEND.A.YANLNO.LPULO MAS
JAKARTA TIMUR %
BERITA ACARA SITA EKSEKUSI
No. 04/2009 Lks Jo. No. 243/Pdt.G/2007/PN.Jk:. Tim
Pada hari ini., KAMM . tangeal 15 ABUITUT 2009 | Jam.\4.90.. -

B T PRABOWUY .comsmnninsassiiisnsnmsasg
Jurusita pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur, atas perintah Ketua Pengadilan Negeri tersebut
seperti termuat dalam Penetapannya No, 04/2009 Eks Jo. No, 243?Pdt,ﬁf20p?f’PN.Ikt.Timi,
tanggal 16 Juli 2009 tentang Sita Eksekusi, untuk melakukan Sita Eksekusi terhadap

- Sebidang tanah dan bangunan kios yang berdiri diatasnya terletak di Jalanp Mawar Merah
VII Blok 35 Rt. 002 / Rw. 07, Kios / toko No.C, Perumnas Klender, Kejurahan Malaka
Jaya, Jakarta Timur, dengan batas-batas ; '

e Utara Masjid Baitul Makmur ;

o Selatan Jalan Mawar Merah VII ;

e Timur Kios Milik Sdr. BASIR ;

e Barat Sekolah TK Islam ;

falam Pelaksanaa pekerjaan tersebul, saya disertai oleh 2 ( dua ) orang saksi yang memenuhi
t sebagaimana diatur dalam Pasal 197 HIR, Masing-masing bermama :

.d.:r_ |I

= L
\ -“-",J

\ P

@ I, MTAUFIK ° 2. YUDIANTO

Saya beserta kedua saksi tersebut diatas telah datang dialamat :.........cooooiiiiii i,
TALAY MAwAR MERAE VI BLOK 36 RT. 003 / Rw-07 MO-C / PERUM VAT

-------------------------------- SR B A R EE R FRRAM TR AN USSR EEET Y RPN R TR B R TR AR IR TR N TR FEERET PN R REE N R

KLENVDER | KELURAHAN MALAKA SAYA , KETAMATAY DUREV CAWIT / TAKARTA

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Disana saya bertemu dan berbicara dengan :.. L \WAK SGERTEMU DEVGANV TAVE der

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

CAWVGKDTALY , KAREWVA uMar DALAM KEADAAN KOSONVE DAV

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kemudian kami beritahukan, bahwa maksud kedatangan kami dengan memperlihatkan
dan membacakan Penetapan tersebut diatas, selanjutnya saya dengan disaksikan kedua orang’
saksi yang disebutkan nama-namanya diatas,, melaksanakan Sita Eksekusi terhadap :
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BIDAVE  TAVAH DAV GANVBUVAN KIOS yAvE BERDIR) DIATASV YA

iZRL.ETAK 01 TALAY  MAWAR MeRAH JE Rk . 36 RT. 002 /?.mﬂ?
Kios / Toko WVo-C . PERUMIAS KLevDER . KELURAHA Y
MALAKA TAYA + TAxaRTA TIMUR ‘%(
DevBAlY  BATAS - BATAS J

cgpelAR  UTARA . MAITID BaiTul MAKMUR
. CERELAY SELATAY . JALAY  MAWAR MERAW VA

Kios Miuk  Car . BATIR

- gefeltARr  TiMuR :
CekpLAr Tk SLAM

- TEgeLAY  BARAT

BERDIRY  ULATAIVYA YAVE

RERIKUT  BAVeuvAN  HOT YAWE
' DIWDWVE Temgok . ATAP

TerO\RY DARY LAVTAL  KeERAMIK

ASRE S
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Dan diberitahukan pula kepadanya bahwa supaya sebelum ada putusan lebih lanjut
mengenai Sita Eksekusi ini, barang-barang yang telah disita tersebut jangan dipindahkan atau

-\.

" dihilangkan dari tangannya seperti dengan jalen penjualan dan lain sebagainya serta

5 3 Dengan maksud ager Sita Eksekusi ini diumumkan ditempat itu, sehingga dapat diketahui oleh
rekla L, khalayak ramai atau orang banyak ;

v ’LL., )4) Demikian dibuat Berita Acara Sita Eksekus! ini, yang ditanda rangani olgh saya Jurusita
AP,

?
Yo «Z@Ju

¢ dan kedua orang saksi tersebut diatas ;
A

=< SAKSISAKsT @ JURUSITA
v
Wi

PRABOWO
Nip. 040059887

Foto copy / Salinan
Sesuai aslinya
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//m‘*c,n"‘& FENGADILAN NEGERI JAKARTA TIMUR
SRR A |
(\IEJI. B L JALAN JEND. A.YANINO.1 PULO MAS
N\ 2/ JAKARTA TIMUR
PENETAPAN %
No. 04/2009 Eks Jo No, 243/Pdt.G/2007/PN.Jkt, Tim .

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MATIA ESA™

Kami, Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timm E

Membaca, surat per nmhmnan tertanggal 15 Juni 2009 Nomor : 02801 SPE-Pdt/HT&R-

PNJKLTInYXV-VI/09 dari HARLAN TUA TAMBUNAN, SH., dan KISSENGER M. P.
TMWAN SH., para Advokat dari Kantor Hukum Harlan Tua Tambunan dan Rekan, yang
berkedudukan di Jalan Kunci No.2, Kampung Ambon, jakarta Timur, 13210, yang berdasarkan
surat_kuasa khusus tanggal 1 Pebruari 2009 Nomor ; 028 SKK Pdt/ HT&R-PN.Ikt. Tim/I-T1/09
Bertindak selaku kuasa hukum dam SURTD UL IAM_BUNAN Pensiunan Pegawai Negeri Sipil
(PNS), vang beralamat di Jalan Mawar Merah VI Blok 35 No,147 Ri.004 Rw.007, Kelurahan
Malaka, Kecamatan Duren Sawil, Jakarta ‘I'imur, 13460, yang selanjutnya disebul *‘-:{,b_ggﬂj_ljﬂmuh@n..
B .;_,,"EE"H ang pada pokoknya mohon kepada Pf.’il'li_‘ﬂ'dljﬂﬂ Neger Jakarta Timur melakukan penyitaan

b

ah dan bangunan kios  yang berdiri diatasnya terletak di Jalan Nawar Merah VI
102 Rw 07, kios/toko No.C, Perumnas Klender, Kelurahan Malaka Jlaya, Jakarla
gn batas-batas -
Aesiid Baitul Makmur -
ug Sadliar Jalan Mawar Merah VI :

Frar Kios Milik SdrBASIR ;
— Barat Sekolah TK Tslam

Telah pula membaca Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Tlmur taneeal O Januari 2008 Nomor

- 243/Pdt.G2007/PN Jkt Lim JO. Penetapan Kel Pengad] i Jakarta Timur No_04/2009 Eks

Jo. No.243/Pdt.G/2007/PN.Jki. Tinv,, tanggalV | -1 2009 perihal Pene n jo. Benta Acara Peneguran
0472000 Eks Jo. No. 2437t G/2007/PN.IKE iy, - tanagal 3 Junj 2009 |

Menimbang, bahwa Putus:m Penvadilan Negeri Jakarta Timur tangeal 9 Januari 2008
Nomor : 243/Pdt. G/2007/PN Ikt 1'un, antara

NY. SURTO ULT TAMBUNAN -cccooeeee REREE omammsms eamommsr e e PENGGUGAT
MELAWAN
NY. RUMANT cooeceememmeeecemecmeemmereaeanes SEBBEAT smmmsmmasomst st 55 TERGUGAT:

amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipangeil dengan sah dan patut untuk menghadap

dipersidangan fidak hadur ;
2. MenjatuRkan putusan secara Verstek ({anpa hadirnya Tergugat)

3. Mengabulkan {JLIEB_IE’H"I Pengoupat untuk sebagian ;
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=,

4. Menyatakan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi jual beli sebidang tanah berikut
kios yvang berdirt diatasnya terletak di Jalan Mawar Merah V11 Blok 35 Rt.002/07, kios/toko
No.C, Perumnas Klender, Kelurahan Malaka Jaya, Jakarta Timur, dengan batas-batas :

a. Utara Mesjid Baitul Makmur ,

b. Selatan Jalan Mawar Merah VII ;

c. Timur Kios Milik Sdr. BASIR ;

d. Barat Sekolnh TK Islam ; ; g

5. Menetapkan memerintahkan kepada Perum Perumnas untuk mencatatkan jual bell
sebagaimana Surat Perjanjian Jual Beli tanggal 4 Pebruari 1997 dalam buku daftar untuk

keperluan tersebut |
Menghukum Tergugat untuk mengosongkan/menyerahkan tanah dan bangunan kios yang
berdiri diatasnya terletek di Jalan Mawar Merah V]I Blok 35 Rt.002/07 No.C, Perumnas
Kiender, Keiurahan Malaka Jaya, Jakarta Timur, dengan batas-batas :
Utara Mespid Banul Makmur ;
3. Selatan Jalan Mawar Merah VII ;
c. Timur Kios Milik Sdr. BASIR |
d. Barat Sekolah TK Islam ;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkgra i yang hingga
kini ditaksir sebesar Rp. 194.000,- (seratus sembilan puluh empat ribu rupiah) ;
ugatan Penggugat Selﬂbm dan selainnya.
X

Apkang Wahwa Putusan Pengadilan Negen Jakarta Timur tanggal 9 Janyari 2008 Nomor
| 1{1 Tim telah memgunvai kekuatan hukum tetap, meaka menyrut hukum harus

)

48]

s

]

\ g, bahwa Termohon Eksekusi dabulu Tergugat telah dipanggil menghadap Ketua
Pengadﬂan Er Jakann Timur untuk ditegur agar dalam tempo 8 (delapan) l.ari sejak ditegur

melaksanakan / memenuhi bunyi Putusan Penbadllan Negen Jakarta Limurianggal 9 JM'
Nomor | 243/Pdt.G/2007/PN Jkt. Timm  sesual dengan Penetagan Ketua Fengadilan Negeri Jakarta
damur No. 04/2009 Eks Jo. No 243/Pdt.G/2007/PN.Jkt Tiny, fanggal 11 Mei 2009 perihal” Penegurarijo.
Benta_Acara Peneguran 04/2009 Eks Jo. No.243/Pdt GIZU-U?;’PN Jkt.Tim., ‘tangeat 3 Juni 2009+ akan
tetapi sampai saat ini tidak nelaksanakan bunyi putusan tersebut dl atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan ‘erse.but di atas, dan karena
permohonan Pemohon berdasarkan Undang-undang, maka permohonan Bemohon dapat dikabulkan

Memperhatikan ketentuan pasal 195 HIR (1) dan 196 HIR, serta peraturan-peraturan lain
yang beysangkutan ; ;

MENETAPKAN
- Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;

- Memerintahkan . Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Jakarta Timur atau apa bila ia
berhalangan diganti oleh wakilnya yang sah dengan disertai 2 _(dua) orang saksi yang te]ah
dewasa dan cahap untuk melakukan sita eksekusi atas:

|

— Sebidang tanah dan bangunan kios yang berdiri diatasnya terletak di Jalin Mawar Merah
VIl Blok 35 Rt 002 Rw .07, kios/toko No.C, Perumnas Klender, Kelural.an Malaka Jaya,
Jakarta Timur, dengan batas-batas ;

— Utara Mesjid Baitul Makmur ;

— Seclatan Jalan Mawar Merah VII ;
- Timur Kios Milik Sdr. BASIR ,
— Barat Sekolah TK Islam ;
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Ll
Demikian ditetapkan di Jakarta, pada tanggal [ % ~TAHUN DUA RIBU SEMBILAN

|
KETUA PENGADILAN NEGERI JAKARTA TTM'UR%

A e TRk R A
e M R

ROBINSON TARIGAN, S.H,
NIP. 040037023

Perincian biaya :

- WIBLETAE vvvpocmmsni Rp. 6.000,-
- Redaksi. . ..........Rp 5000.-
KR O o ——— Rp. 11.000,-

FOTC COPY I SALINAN ' :
SESUAI DENGAN
DIBERIAN e, o= s . GAN ASLINYA

FPADAL TANGOAL
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Munarman, Do’ak & Partners
Adwvocate & Legal Consultant

TE,LA.H DIDAFTARKAN DIKEPANITER A 41
FEN{,A[}ILAN NEGERI JAKARTA TIviUR

Wkdrie (4 _(:e.p#ambesr 2009 /é\ TANGGAL : ... \8 - 09 - 2000 N
Kepada Yth, - NOMOR : 29] TPULG. BebeBbn/ 20 /PN Fkt Tire

Ketua Pengadiian Negeri Jarta Timur

PANITERA MUDA PERNATA

L. R. SOPHAN GIRSANG, SH., MH.

B tempat NIP, (40056731
Perihal : Bantahan F
o am’ 2009 ||
Dengan Hormat I SETUTS L
Nazori Do‘ak Achmad,SH, , Syamsul Bahri

Yang bertanda-tangan dibawah ini, kami:
Radjam,SH , Afdhal Muhammad,SH, Achmad Ardiyansyah Budiman, S5SH, Dan

Akhmad Riza Gultom, SH, Advokat dari kantor hukum MUNARMAN, DO'AK AND

PARTNERS beralamat di Gedung yayasan Daarul Aitam JLLK.H. Mas mansyur No 47

P C Jakarta Pusat telp : (021) 70956550, Fax : (021) 3150438 bertindak untuk dan:

| atas nama DRS. H. Tasminto bergdasarkan surat_kuasa khusus tertanagal 26
Agustus 2009 (Copy kuasa terlampir) Untuk seianjutnya disebut PEMBANTAH

Dengan ini mengajukan Bantahan atas Penetapan Sita Eksekusj No.04/2009 Eks

Jo.No. 243/Pdt.G/2007/PN.Jkt. Tim pada hari_kamis tanqqar 13 AQUM;

Dengan Terbantah :
——

Ny. Surto Uli Tambunan Beralamat di JI. Mawar Merah Blok 35 No.147, Rt 004
Rw 07, Kelurahan Malaka Jaya, kecamatan Duren Sawit Perumnas Kiender Jakarta

Timur, selanjutnya disebut sebagai TERBANTAH’

Adapun alasan-alasan hukum dan bukti-bukti diajukaﬂn‘fa bantahan atas Sita
Eksekusi Aquo adalah sebagal berikut :

A. Kapasitas Pembantah

w 1. Bahwa Pambantah adalah Nazhir / Penerima_wakaf atas tanah dan bangunan
kios yang telah di lakukan sita eksekusi aquo ;

2. Bahwa Tanah dan Bangunan kios yang telah di lakukan gita eksekusi aguo

| merupakan ‘tangh dan bangiinan, Milik_Ibu Lina Chairina berdasarkan Akta Jual

beli No:10 / 2006 tertangqal 25 februari 20067 Notaris Agussah Adripisz, SH

4 (Bukii P-1) dan Sertifikat Hak Guna bangunan No 2080 (Bukfi P-2) ;

3. Bahwa pada; t‘anggal 25 Juni 2008 tanah dan:bangunan aguo telah di Wakafkan

indak sebaqm Ketua Umum pengurus Megild jami
: i itar yang merupakan Jamaah

iﬁwrésjid jami Eaitul makmur (Bukti P-3) ;

4, Bahwa salah satu tuqag,_mu“gb;rj Penerima Wakaf adalah "Melindungi harta:
benda wakaf ¥

5. Bahwa dalam hal melaksanakan tugasnya sebagai Nazhir / penerima wakaf,
Pembantah mengajukan bantahan atas sita eksekusi aquo ;

e

Gedung vavasan Daarul Aitam JLK.H. Mas mansyur No 47 C Jakarta Pusat
telp : (021) 7095655(), Fax : (021) 3150438
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B Dasar Hukum diajukan bantahan

6. Bahwa Perlawanan tereksekusi terhadap sita eksekusi barang bergerak dan
barang yang tidak bergerak, diatur dalam pasal 207 HIR atau pasal 225 RBg;

Pasal 207 HIR :

(1) Perfawanan debitur terhadap pelaksanaan keputusan, baik dalam hal disitanya

barang tak bergerak maupun dalam hal dlSJtanya barang_ bergerak, harus
dioerreatiikan o.eh orang ity dengan surat atau dengan__lisan kggada ketua

Er_gnqadlian negeri tersebut pada pasal 195 ayat (6); Jjika perlawanan ity
diberitahukan dengan lisan, maka ketua wajib mencatatnya atau menyuruh

mencatatnya. (IR. 120, 197, 206.) ;

(2) Kemudian perkara itu oleh ketua pada persidangan yang pertama sesudah itu,
supaya diputuskan sesudah kedua belah pihak diperiksa atau dipanggil dengan sah.
(IR. 124 dst.)

(3) Perlawanan itu tidak dapat menahan orang memulai atau meneruskan pelaksanaan
keEutuzan itu, kecuali jika ketua memberi perintah, supaya hal itu ditan hkan
sampai pengad ilan negeri mnngambﬂ keputusan. (Rv. 422; IR. 208, 224.)

7. Bahwa Perlawanan pihak ketiga terhadap sita congervatoir, sita revindicatoir,
dan sita eksekusi, hanya dapat diajukan atas dasar hak milik, jadi hanya dapat
dla]lﬂ(a!"‘l oleh Demiflk atau orang yang merasa bahwa [a “adalah pemilik barany

yangd djsita dan d1a;|ukan kepada Ketua Pengachlan Negeri dari Pengadilan Negeri
yvang secara nyata m al 19 ) HIR, pasal 206 (6) RBg),

8. Bahwa Perlawanan pihak ketiga terhadap sita jamipnan, yaitu sita conservatoir

dan sita revindicatoir, _tidak d diatur baik dalam HIR, RBg atau R V, namun dalam
prakt€k menurut yurrsprudenSJ perlawaﬂan yang diajukan oleh [ p|ha|< ketiga se-

Iaku_pemrhk ba:a_g yang disita dapat diterima , juga dalam hal sita conservatoir
ni belum disyahkan. (putusan Mahkamah Agung tanggal 31- 10-T962, .
306K/Si ;19%2 Rangkuman Yurisprudens: 11 MMaﬁ%
Agung, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadlian (Buku II), Cet.
Il; 199, '

| bidang perdata m mengenm hukum eksekusi menyimpulkan :

Perlawanan terhadap eksekusi oleh pihak ketiga

Ada dua pendapatl:

- Perlawanan terhadap eksekusi oleh pihak ketiga tidak hanya dapat dilakukem -atas
jasar hak milik, akan tetapi dapat juga dilakukan atas dasar hak-hak lainnya-seperti:

Hak Pakai, Hak Gun; Hak Tanggungan, Hak Sewa
dan lain- fam S

« Hanya dapat dilakukan atas dasar Hak Milik sesuai dengan Pasal 195 ayat (6)
g, (sumber varia peradilan) ' = ;

[ —

C. Duduk Perk%a

i

10.Bahwa Tanah dan_Bangunan Kkips yang telan di | ita eksekusi aguo
merupakan tanah dan bangunan_Milik Lina Chalrma berdasarkan _&k];a_iual

bl No: b T80 Temancaal 25 februari 2006 ipisz, SH

(Bukti P-1) dan Sertifikat Hak Guna bangunan No 2080 (Bukti P-2) ;

Munarman, Do’ak & Partners
Advocate & Legal Consultant
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11.Bahwa berdasarken No register perkara yaitu No : 243/Pdt.G/2007/PN, ] Eg;.T]r_rJ,
terfihat bahwa perkar a__dlia_ftarkan 1_oleh Terbantah pada tghum 2007 Himana

sekitar 1 (satu) tahun setelah jual beii dilaksanakan sesual dengaﬁ"ﬁktﬁ Jual-beli
No:10 / 2006 tertanggal 25 februari 2006 Notaris Agussah Adripisz,

—

12.Bahwa pada tanggal 25 Juni 2008 tanah dan bangunan aquo telah di Wakafkan

Km vang bertindak sebagai Ketua Umum pengurus Mes;rr:l jami
Baitul Mekmur dan disaksikan oleh warga sekitar yang merupakan Jamaah

mesjid jami baitul makmur (Bukti P-3) ;

13.Bahwa berdasarkan Pasal 15 UU No 41 tahun 2004 tentang wakaf "Haita benda
wakaf hanya dapat diwakafkan apabila dimiliki dan dikuasai oleh Wakif _secara
sah;” - e

wakafkan vyaitu berupa Sebidang tanah dan
Mawar Merah VII Blok 35

kelurahan malaka Jaya

14.behwa harta benda yang di
bangunan kios yang berdiri diatasnya terletak di Jl.
Rt.002 / Rw.07, Kios/toko. No.C, Perumnas Klender,

Jakarta Timur dengan batas-batas :

« Utara Masjid baitul makmur ;
» Selatan JI Mawar Merah VII ;

o Timur Kios Milik Sdr. Basir

« Barat Sekolah TK Islam / TPA

Merupakan Milik dan dikuasai oleh Ibu Lina Chairina berdasarkan Akta Jual bell
No:10 / 2006 tertanggal 25 februari 2006 Notaris Agussah Adripisz, (Bukti P-1)
dan Sertifikat Hak Guna bangunan No 2080 (Bukti P-2)

15.Bahwa pada saat pengikraran wakaf di hadapan Jamaah Mesjid jami baitul
makmur, ibu.Lina Chairina langsung menyerahkan Akta Jual beli No:10 / 2006
tertanggal 25 -februari 2006 Notaris Agussah Adripisz, SH (Bukti P-1) dan
Sertifikat Hak Guna bangunan No 2080 tertanggal (Bukti P-2) yang mana kedya

akta tersebut merupakan syatu Akta otentik sesuai dengan ketentuan Pasal

IEE‘B KUH Perdata‘:

“Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan
undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu
di tempat akta itu dibuat”.

6.Bahwa dalam Pernyataan/ ikrar wakaf tersebut dinyatakan bahwa tanah dan
bangunan tersebut di berikan kepada Mesjid jami baitul Makmur untuk
dimanfaatkan sebaik-baiknya bagi kepentingan mesjid ;

17.Bahwa tanah dan bangunan tersebut dalam proses renovagi dan_ akan di
i Te it _Pendidikan Al-Qur'an (TPA) hal ini sesuai dengan

una

per ukan harta benda wakaf sebagaimana diatur dalam Pasal 22 dan 23

Urldang Undang No 41 tahun 2004 tentang wakaf ; S B
§

Munarman, Do’ak & Partners
Advocate & Legal Consultant
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O

D, Petitum

1. Menyatakan Pembantah adalah Pembantah yang sah dan benar;

AGUssah Adripisz, 5H adalah sah;

Menyatakan Sertifikat Hak Guna Bangunan No 2080 adalah sah;

Menyatakan ikrar / pernyataar wakaf 25 Juni 2008 adalah sah ;

Menyatakan tanah dan bangunan Kios sesual dengan pernyataan wakaf 25 Juni

2008 adalah sah sebagal harta benda wakaf dan dilindungi oleh hukum;
6. MéRgangkat sita eksekusi Ng 04/2009 Eks Ju.Nce. 2431;’[?8[',GXZO{]?_!'F’N.Jkt.Tim

t3nggal 13 Agustus 2009;

0 A W

Apabila majelis hakim yang memeriksa bantahan ini berpendapat lain, mohon
putusan yang seadil-adilnya (€% @eduo €t Lono)

Syamsu i Radjam,5H

‘\../’J/L'j
Afdhal Muhammad,SH

Achmad Ardiyansyah Budiman, SH

itom, SH

P
4
i

-

Munarman, Do’ak & Partners
Advocate & Legal Consultant
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=

PUTUSAN
= 0

Nomor : 291 _'H‘dt@;?[HlWPNJkt.Tim
DENMT KEADTLAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MATLA ESA

Penpadilan Neperi Jakarta Timur yang memeriksa dan mengadili perkara perdata
dalim peradilun tingkat pertonaa menjntuhkan putusan scbagar bertkut dalam perkara
L

Drs, L.TASMINTO, bertindak sebagai Ketua Umum Pengurus Mesjid Jami Baitul
' Makmur dun des juga sebagai Nazhir / Penerima Wakaf, dalam
hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnyivang bernama Nuzor
No'ak  Achmad, SH, Syamsul Bahn Radjam. SH. Afdhal
Muhammad, SH, Achmad  Ardiyansyuli Duodiman,  SH dan
Akhmad Riza Gultom, SH, para Advokat darn Kantor Hukum
MUNARMAN, DO’AK AND PARTNERS, beralamat di Gedung
Yayasan Daaru, Aitam, JLKH.Mas Mansyur No.47 C, Jukarta
Pusat. bardasarkan Surat Kuasa Khusus tertanppal 26 Apustus
2009, selanjulinya disebut
g ORI ey B ... PEMBANTAM

b i,

.ME.LA\‘»’A_T_.\_’;:

RW.O?, Kelurahan Ma]aka Jaya Kf;camatan Duren Qaw“ _}’akdna
Timur, selanjutnya disebut sebagat................ .TERBANTA"HI;F;

Pengadilan Negern tersebut |

Telah membaca berkas perkara ;

Telah memperhadikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak ;

Telah mendeogar kedua belah pihak berperkara dan saksi- saksi yang diajukan

dipersidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA
b airnain
Menimbana, bahwa “Pembantah. cdengan' swat  gupatinnya  fertanggal . 147
soptemiber. 20008 yang eedulure dff hqmnilumlu Pengndilan Negeri Jonkariy Imtuﬁ
fanggal 15 Seplember 2008 dengan fFegister 'No.291/Pdt.G/2009/PN.Jkt Tingy telah
mengemukakan hal-hal sebagai berikut
1} Bantahan Pebantan

A, Kapasitas Pembantah

I anwa 1 cmbnnali adalul¥ Nazhir / Pencrima wukul atas danah dan bangunan kios?
TR '-l'll'--.-.__—-'__
yang le [ah di lakukan sita eksekusi aqus ;

FJ

Buliwy Tanuh aon Banguian kios yang telah di lakukon sita cksckusi ague’
merupakan tanah dan bangunan Milik Ibu Lina Chairing berdasarkan Akta Jual belir
Nor1 0 / 2004 terias 151931 25 februari 2006fNotaris Agussah f\d]l[“:-ﬁ%? SH (Bukti P-1)
dan Sertiftkat Huk;,(:,ur i\ bcmf;unﬂn .,NU J086 (Bukti °-2) -

3. Bahwa pada tangga] 25 Juni 2008 tanaff dan bangunan aquo telah di Wakafkan
kepada Penbantah  yang bértindak sebagai Ketua Umum pengurus 1 ‘Fﬂasnd jami -
Baitl Makmuf dan disaksikan oleh warga sekitar yang merupakan Jamaah nmwd
jami baitul my ~1-,mur (bhukt P-3);

lal, | dare 20 Putusan No.291/Pde. G2009/PNJKL Tim
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[

Lo Balwa sodah sacu tugas dart Nazhir £ Penerima Wﬂkdf adalah “Melindungi harta
hLmi kgl

LA

Bahwu dalam hal melaksanakan tugasnya sebagai Nazhir / penerima wakaf,
Pembantah mengejukar. bantahan atas sita eksekusi aguo

3. Dasar Hukum diajukan bantahsan

6. Duhwa Perlivvanan tereksekusi terhadap sita eksckusi barang bergerak dan barang
yang lidak bergerak, Jdiatur dalam pasal 207 HIR atau pasal 225 RBg;

Pasal 207 HIK

(1) Perlawanan debitur terhadap pelaksanaan keputusan, baik dalam hal disitanya
barang tak berpgerak maupun dalam hal disitanya barang bergerak, harus
diberitahukan oleh orang itu dengan surat atau dengan lisan kepada ketua
pengarlifan neperi tersebut pada pasal 195 ayat (6): jika perlawanan itu
diberitabekun dengan disan, muka ketua wajib mencdatnya atau menyuruh

mencalalaya: {1k 120, 197, 206.) ;

semmm=(2) 0 Kemudian perkara itu eleh ketua pada persidangan yang pertama sesudah itu,
-~:_"-;f'“~ wpm,m diputaskan sesudah kadua belah pihak diperikso atou dipanggil dengan
¥

\\ r\\,:ll (HR. 124 dse)

i
'i 1.:1‘11 l’Lrl Wanan  iu  tidak dapat menahan orang memulai atau  meneruskan
. p

pL|dh‘§aﬁﬂai‘l keputusan itu, kecuali jika ketua memberi perintah, supaya hal itu
Cﬁ'lldnj:,j:hh](dﬂ sampal pengadilan negeri mengambil keputusan. (Rv. 422; IR.

e .~

N
,{1 .L )8, 224 )

7. Bahwa Perlawanan pihak ketiga terhadap sita conservatoir, sita revindicatoir, dan
sita eksekusi, hanya dapat diajukan awas dasar hak milik, jadi hanya dapat diajukan
oleh pemilik atuu orang yana merasa bahwa ia adalah pemilik barang yang disita dan
dinjulenn kepodn Keton Pengadilan Negeri dari Pengadilnn Negeri ying scearn TRR{IH

menyita (pasal 195 (6) HIR, pasal 206 (6) RBg).

8. DBahwa Perlawanan pihak keiiga terhadap sita jaminan, yaitu sita conservatoir dan

sila revindicatoir, tidak diatur baik dalam HIR, RBg atau R V, namun dalam praktek
menurut yurisprudensi, perlawanan yang diajukan oleh pihak ketiga selaku pemilik
burnng ynang disita dopae diterima il.lb..ﬂ dalom hal Sita conservatoir ini belam di-
syahkon: (putusan  Muirkamah agung tanpedl 31-10- 1962, No. 306K/Sip/1962.
Rangkuman Yurisprudensi 11 halaman 270).Sumber: Mahkiimah Agung, Pedoman
Pelakisanaan Tugas Jan Administrasi Pengadilan (Buku 1), Cet. 11, 1997.

9. Bahwa dalam Hasil Rakernas Mahkamah Agung ‘l'ahun 2007 di makasar dalam
bidang perdata mengenei hukum eksekusi menyimpulkan
Perlawanan terhadap eksekusi oleh piak ketign Cderd@n. uerzet)
Adn duae pendapat;

* Perlawanan terhudap eksekusi oleh pihak ketiga tidak hanya dapat dilakukan atas
dasar hak milik, akan tetapi dapat juga dilakukan atas dasar hak-hak lainnya

seperti; Hak Pakai, Hak Guna Bangunan (HGB), Hak Guna Usaha, Hak
Tanggungan, Huk Sewa dan lain-lain ;

* Hanya dapac dilukukan atas dasar Hak Milik sesuai dengan Pasal 195 ayat {0)
HIR./206 Rbg. (sumber varia peradilan)

Hal. 2 dari 20 Putusai, No.291/Pdt.G/2009/PN.Jkt. Tim
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C. Dud L:I-l{ Perkara

10. Bahwa Tanah dan Bangunan kios yang telah di lakukan sita eksekusi aquo
merupakan tanah dan bangunan Milik Ibu Lina Chairina berdasarkan Akta Jual beli
No:10 / 2000 tertanggal 25 februari 2006 Notaris Agussah Adripisz, SH (Bukti P-1)
dan Sertifikat [lak Guna bangunan No 2080 (Bukti P-2) ;

['1. Bahwa berdasarkan No register perkara yaitu No : 243/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Tim,
terlihat bahwa perkara didafiarkan oleh Terbantah pada tahun 2007 dimana sekitar 1
{sutu) tahun seteiah juel beli dilaksanaken sesual dengan Akta Jual beli No:10 / 2006
tertangeas 25 Tebruar 2006 Notaris Agussah Adripisz, SH

CHalwa pada wngpal 25 Juni 2008 tanah dan bangunan-aquo elah di Wakalkan
kepada Pembantah  yang bestindak sebagai Ketua Umum pengurus Mesjid jami
Bariul Makmur dan disaksikan oleh warga sekitar yang mcrupakan Jamaah mesjid
gt baitul makonr (Bekd P-3) .

3. Babwa berdasarkan Pasal 15 UU No 41 tahun 2004 tentang wakaf “llarta benda

. wakal hanyu dapat diwakatkan apabila dimiliki dan dikuasai oleh Wakifl sccara sah.”

,-"I:'. Ol bal v Imrh benda yung dio wakallun yuxlu berupa Scbidang, tanah dan bangunan
10 Kids nmg berdirl diatasnya terletak di . Mawar Merah V11 Blok 35 R1.002 / Rw.07,
l(mmrlulxim No,C, Ferumnas Klender, kelurahan malaka Jaya Jukarta Timur dengan

“hataskhatas |
¥k

Bl Ulard Masjid baitul makmur ;
gl atan I Mowar Merah V]I
o lumur Ko Milik Sdr. Basir

o Burat Sekolal TK [slam / TPA

Merupakan Ailik dan dikwasai oleh 1bu Lina Chairina berdasarkan Akta Jual beli
No:10 / 2006 wrtanggal 25 feoruari 2006 Notaris Agussah Adripisz, (Bukti P-1) dan
Sertifikat Hak Guna bangunan No 2080 (Bukti P-2)

5. Babwa pudi saal pengikraran wakal di hadapan Jamaah Mesjid jami baitul makmur,
1bu Lina Chairina lungsung menyerahkan Akta Jual beli No:10 / 2006 tertanggal 25
februari 2006 Notaris Agustah Adripisz, SH (Bukti P-1) dan Sertifikat Hak Guna
bangunan No 2080 tertangge! (Bukti P-2) yang mana kedua akta tersebut merupakan
suatu Akl otentix sesuai dengan ketentuan Pasal 1868 KU Perdata -

“Suatu akia otentik jalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentuknn
undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umuim yang berwenang untuk itu di
tempat akta du dibual™,

16. Buhwa dulwn Pernyataan/ krar wakal ersebut dinyalakun bahwa tanah dan
bangunan tersebut di berikan kepada Mesjid jami baitul Makmur untuk

dimunlaatkan schaik-baiknyn bugi kepentingnn mesjid ;

I'7. Bahwa tanah dan bargunan terscbut dalam proses renovasi dan akan di gunakan
sehagat Tempat Pandidiken Al-Qurtan (TT'A) hal ini sesuai dengan perutukan harta
benda wakaf sebagairnana diatur dalam Pasal 22 dan 23 Undang-Undang No 41
tahun 2004 tentang wakaf ;

Hal, 3 dari 20 Putusan No.291/PdL.G/2009/PN Jk.Tim
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Pasal 22
Dalam rangka meancapai tujuan dan fungsi wakaf, harta benda wakaf hanya dapat
diperuntuk=n bagi !
a. sarana dan kegiatan ibadan;
b. sarana dan kegiatan penaidikan serta kesshatan;
c. bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, hea Siswa:
d. kemajuan dan peningkatan ekonomi umat; dan/atau
¢. kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah
dan
peraturan perundang-undargan,

Puasal 23

(1} Penetapan peruntukan naiwa benda wakaf sebagaimana dimiaksud dalam Pasal 22
dilakukan oleh Wakif pada pelaksanaan ikrar wakaf.

(2) Dalam nal Wakif tidak menetapkan peruntukan harta benda wakaf, Nazhir dapat
menelaplan peruntukan herta benda wakaf yang dilakukan sesuai dengan tujuan
dan furgsi wakaf.

13 Balma pada hari kamis tanggal 13 Agustus 2009 telah dilaksanakannya Penetapan
Sltd Eksekvs: No0.04/2009 Eks Jo.No. 243/Pdt.G/2007/PN.Jk1.Tim (Bukti P-
.:_'4)131 ::Ld?p Sebidang tanah dan bangunan kios yang berdiri diatasnya terietak di JI.
Mau.dr, Merah VI Blok 35 Rt.002 / Rw.07, Kios/toko. No.C, Perumnas Klender,
L,L.!_;rr_g_hm malaka Java Jakara Timur dengan batas-batas :

| S ,.-*Utara Mus;id baitul makmur ;
e Selatan JI Mawar Merah V1 :

o  Timur Kios Milik Sdr. Bas.r

¢ Barat Sckolah TK l=slam / TPA

19. Bahwa sampai tcrjadinya Sita Lksekusi aquo pada tangpal 13 Agustus 2009,
&_%f;_!]’.‘tbamﬂh__:fdak mengetahui adanya perkara No. 243/Pdt. G/2007/FN.Jkt. Ting;

20. Bahwa dengan adanya sita eksekusi aquo telah menghentikan kegiatan renovasi pada
bangunan dan sangat meresahkan warga khususnya jamaah Mesjid Jami baitul
makmur g

21. Bahwa beradasakan Pasal 40 Undang-undang No 41 tahun 2004 tentang wakaf :
IHarta benda wakal yang sudah diwakatkan dilarang :
a. dijadikan ‘antinan;

b. disita;
¢, dihibahkan;
d, dijual;

¢. diwariskan:
I, ditukear: atau
g ialinkan dalum bentuk pengalihan hak luinnya.

-
!'\J

Bahwy  becdasarkan segala sesuatu yang telabh Pembantah uraikan diatas dan
didukung oleh bukti-bukti otentik, oleh karena itu kiranya Penpadilan Negeri Jukarta
Timur dapat memeriksa dan memberikan putusan sebagai berikut ;

D. Petitum

. Menyatakan Peinbantah adalah Pembantah yang sah dan benar:

2. Menyatakan Akta Jual beli No:10 / 2006 tertangpal 25 lebruart 2000 Notaris
Agussah Adripisz, St adarah sah:

Hul. A daer 20 Patasan No. 29 1PAGG2009P N KL T
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Menyatakan Sertifikat Hak Guna Bangunan No 2080 adalah sah;

Menyatakan ikrar / pernyataan wakaf 25 Juni 2008 adalah sah

Menyatakan tanah dan bangunan kios sesuai dengan pernyataun wakal 23 Junt 2008
adalah sah sebapai harta benda wakaf dan dilindungi oleh hukum:

6. Mengangkal sita cksekusi Mo, 04/2009 Lk Jo.Na, 243/PdCGR2007TPN TR Tim
tangpal 13 Agustus 2007,

Lh = LD

Apabila majelis hakim yang memeriksa bantahan ini berpendapat luin, mohon putusan
vang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, untuk Pembantah
hadir Kuasa ukumnyatersebut diatas, sedangkan untuk Terbantah hadir Kuasa
Hukumnya yang benama : Harlen Tua Tambunan, SH dan Kissinger MP.Tambunan, SH,
para Advokat dari Kantor Hukum HARLAN TUA TAMBUNAN & REKAN, beralamat
di J. Kunci No.2, Kp.Ambon, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tertunggal 19 Oktober 2009 ¢

T Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 130 HIR jo. pasal 3 ayat (1)
i{m‘ﬁfﬁpgrfatgtﬂn Makkamah Agung RI No.2 Tahun 2003 jo.Peraturan Mahkamah Agung Rl

/57 NST<TaGan 2008 iemang Prosedur Mediasi, Maka Majelis Hakim melalii Fakim
S e S Berusaha antuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkard, akun
Hf’ .‘-r{._';tﬁ'?ﬂ%];i (idak_berhasil day Majelis Hakim telah pula berupaya unfuk"mcndamarkan kedua
E‘Fi} TR ,;r.llmk dalam pcrsid_ang,z_i& akan tetapi tidak Berhasil, mak Ea.:"murﬂﬁ;?zmhnize.rkaraﬂi
\< % V. dilan uthkan | |

", -'2;‘.“ AT ; 3
S e " Menimbang, bahwa setelah gugatan Pembantah dibacakan. Kuasa Pembantah

menyntakan buliwa o tetan pada gugatannya semula;

Menimbang, bahwa atas gu%rﬂm}m% tersebut, Kuasa Terbantah_telah®
‘mengajukan jawaban sccara tertulia tertanggal 19 Nopember 2009/yang pada pokoknya
':mhe%n ; = GEG

6 pekepsl YaoanT
y DALAM KONPENSI:

Bahwa Terbantah menolak seluruh dalil-dalil_bantahan Pembantal sebagaimana
terdgpal dalam Sural Bantah: e 2 cptember 2009, kecuali yang diakui
secura lepas kenenarannya oleh Terbantah, :

DALAM ERSEPST :

ditolak @ SURAT KUASA IZIUSUS DAN SURAT BANTAHAN PEMBANTALI
TIDAK SAH DAN CACAT HUKUM KARENA TIDAK SESUAI
NENGAN KETENTUAN PASAL 7 AYAT (5) LHLRI NOMOR 13
TATUN Y85 TENTANG BEA MATERAL ‘
Jahwa pembubuhan tanda tangan yang tidak disertai dengan
pencantuman__tanggal, “bulwf _dan tahun diatas materai demped
schagaimana (ernyata baik dalam  Surat Kuasa Khusus ’embantah
fertangeol 26 Agustus 2009, maupun dalam Sural Rantahan Pembantah
lertnnpgal 14 September 2009, adalah merupakan Surat Kuasa Khusuy
dan Sural Bantahan yang bertentangan dengan ketentuan pasal 7 ayatﬁi}'
LU.RI Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Materai, yang berbunyi sebagai
barivul
“Pembubulian wnda wngan disertad dengan pencantuman langgal, bulan,
dan whun dilakukan dengan tinta atau yang scjenis denpan itu, schingga
sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas materai
tempel™ |
Bahwa vleh karena pembubuhan tanda tangan yang tdak disertal dengan
pencantuman larpgal, bulan dan tahun diatas materai tempel sebagaimana
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ternyata di dalam Surat Kuasa Khusus dan Surat Bantahan Pembantah
tersebiit, maka berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (9) UU.RI Nomor 13
Tahun 19085 tentang Bea Materai, yang berbunyi sebagai berikut :

“Apabiia ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sampai dengan
ayatl (8) tidak dipenuhi, dokumen yang bersangkutan diwgg_agh_ti_da’l_{

bermeterai” ¢

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 ayati (9) tersebut diatas, maka Surat
Kuasa Khusus dan Surat Bantahan Pembantah dalam perkara aquo adalah
merupakan surat kuasa dan bantahan yang tidak bermeteral (dianggap),
*ﬂ,hmwg& tidak sah dan cacat hukum (null and void), karsna bertentangan
ongan undang-undang, dan/haruslah dinyatakan tidak dapat diterima
(niet ontvankelijk verklaard) (wde Putusan MA.RI Nomor : 1912
K/Pdi/1904, tanggal 17 Oktober 1985, jo. PT. Palam__,karayﬁ Nomor :
36/Pdt/1083, tanpgal 20 Pebruari 1984, 1o.PN.Sampit Nomor
16/PdLG/1 983, tanggal 27 Juni 1983) ;

2.} SURAT KUASA KHUSUS PEMBANTAH TIDAK SAH KARENA

TIDAK JELAS DAN TIDAK MERINCI SEHINGGA TIDAK
~MEMENUHI SYARAT FORMIL SURAT KU ASA KHUSUS.

I“‘rfﬁdqwa dalam Surat Kuasa Khusus Pembantah hanya disebutl-an sebagai

2 SO E«I‘IILIL
; e \“”\ ..... RRSSGIRENTINEGRSY S8 . ................. Dalam hal ini

i bertitldak sebagai penerima wakaf atas tanah dan bangunan

dﬂ\I .......... dengan Akta No.1C/2006 tertanggal 25 Februari 2006,
s Nnhh Agussah Adripisz, dan Sertifikat Hak Guna Hangunnn No.2080,

L[r'lnfLJlI'I}'rJ: digebul pemburi kuasa. . st

__.Tanpa menyebutkan dasar penerimaan wakaf”telaebut in casu, Akta Ikray

Wakaf yang dibiat oleh Pejabat Pembuat Akta lkrar Wakaf (PPATW),
5&bdgalmana dlmaksud dalam pasal 21 515 Pasal I9 Pasal 17 Pasgﬂ ]4-.:--

.......

Tahun ?034 tﬂntang Wakai ¥

Bahwa Surat Kuasa Khusus yang hanya menyebut kedudukan hukum
Pembantah, in casu, Drs.H.Tasminto yang dalam hal ini bertindak sebagai
penerima wakaf, tanpa menyebut dasar penerimaan wakaf dimaksud,
jelas ridak memenuhi syarat formil sebagai Surat Kuasa Khusus, karend

‘bertentangan denpzn ketertuan pasal 123 ayat (1) HIR dan SEMA Nomor

& tahun 1994, tanggal 14 -Oktober 19947 dan oleh karena itu Surat Kuasa
Xhusus Pembantah yang demikian iersebut adalah tidak sali, sehingga
sural bantahan Pembantah aquo vang dibuat dan diajukan berdasarkan
sural kuasa yang tidak sah menjodi tidak suh pala, dan karcnanya
haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard)
(vide. Yusrisprudensi MA.RI Nomor ; 6 K/Sip/1973, tanggal 21 Agustus
V7T, dua Yurisprudensi MARI Nomor @ 565 K/Sip/T977 tanggal 21
Agusius 1974} -

DALAM POKOK PERKARA ;

.

e

Hahwa Terbantah menolak seluruh dalil-dalil Pembantah pada angka 1
sfd angka 3 dan angka 10 s/d 20 di dalam Surar Bantahonnya, kecuali
yung diakui secara tegas kebenarannya oleh Terbantah

Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan dalam cksepsi dianggap juga
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini |
Habhwa sehelum Terbantah mengajukan gugatannya techadap Ny . Rumani
t2-lebih_dahuly Terbantah yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasa
Hukun:nya dari iembaga Kajian dan Bantuan Hukum Universitas 7
Apustus 1945 Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28
Nopember 2635, telah mcnynml@lklm suril - samasinya (I{:gur_aﬂl}

Bk T T e
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5.

terienpeal 1 Desember 2005 kepada Ny.Rumanj, beralamat Jl.Mawar
Marah VI Blok 35 Rt.002 Rw.007 Kios C, Vel Malaka, Kec.Duren
Qaevit, Jakarta Timur 13460, Erlg_uada saat itu diterima oleh Imran (anak
wandune Ny.Rumani) (Bukti T-1A s/d T-1 C) ;

Bohwa atas somas tersebut maka pada tangeal 5 Desember 2005,
sdr.Anhar (anak ‘aki-laki sulung dar! Ny.Rumani) yang pada saat itu
mengaku mewakili Ny.Rumani ahli ﬂgﬂﬁ._;&hﬂ.__ﬂasﬂ_hﬁirﬂ, sekird
pki, 10.00 ‘wlv"ﬁ‘%nghub_unﬂi telepon selular milik_salah seorang Kuasa
Hukum Terbantah, in casy, Kissinger MP Tambunan, SI1, dan
menpundany, Kuasa Hukum Terbantah agar datong ke rumah tempat
tinggal Ny.Rumani tersebut untuk  membicarakan secara langsung
mengenal permasalahan sehubungan der.gan somasi tersebut. Dan pada
awal pertemuan  terszbut (sekira  pkL.19.30  WIB) sdr.Anhar
menyempaikan jawaban atas somasi Terbantah, kemudian setelah
ﬁerncgmisaﬁamgan Fuasa Hukum Terbantah yang hadir pada pertemuan
tersebut { Kissinzer, Santi; SH dan Irman Roy Sihombing, SH) maka
diperoleh kesepukatan dari kedua belah pihak tersebut, dimana saat itu

= T ATIAT_niinta_ kepada Kuasa Hukum Terbantah untuk sepera
0 SR R : : A
“ficnuangkan _pokok-pokok kesepakatan tersebut dalam suatu surat

s ‘.'I- s L
AT A, ST
Fanekal g g
||- ."."L :l? o' U s
",' e =By A

J' Ao | ::_"' oy
{ : R

pernyalaan._ perdamaian untuk it guna direalisasikan pada pertemuan

selufjitnya pada tanggal 19 Desember 2005 (satn Tingen). Adapun

[

“kedepakatan tersebut pada pokoknya tercatat (tertulis) sebagai berikut

1 il Ny, Rumani diberikan kesempatan untuk berkemas sambil
~ i/ menunggu pengurusan surat-sural tanah berikut bangunan tersebut

7 (5cKira Y bulan) oleh Ny.Surto Uli Tambunan

- Ny.Rumani akan membantu mengurus surat-surat tanah berikut
baugtnan tersebut ;

. [ine seda teleponnya dibawa olch Ny Rumani dengan alasun
karena dipergunakan sebagai mata pencarian _sebagal penjual
(susu_kambing) dan sudah banyak pelanggan yarg mengetahul
nornor telepon tersebut ; ) o

. Apabila Ny.Surto Uli Tambunan telah selesai mengurus surat-
surat tanah berikut bangunan tersebut, supaya menyerahkan asli
surat perjanjlan dan Kwitansi tanda terima pembayarannya kegada
Ny. Rumnni ;

- Bahwa uang sebesar Rp.25.000.000,- (duu puluh lima juta rupiah)
tersebut diatas dibayar tunai setelah pengurusan surat-surat selesai
(Bukti T2

Hahwa sekirg pada tanpeal 10 Desember 2005, pki10.00 Wi, sdr Anhar

kembali meneiepon Kuasa Hukum Terbantah (Kissinger MP.Tambunan,

SH). dan pada waktu ilu menyampaikan bahwa Ny.Rumani (mereka)

membatalkar, esepakatan damai tersebut diatas tanpa disertai alasan

unituh ity ; - ; o

Tuhwa sctelah Kuasa Hukum Terbantah berulang kali menghubungi

(elepon sTTOTar sdr.Anhar yang semenjak itu selatu tidak aktif. dan telan

Ferulang  kali mendatangi rumah tempat tinggal Ny Rumani untuk

menemui sdr.Anhar maupun Ny.Rumani, namun Lidak berhasil_karena

yang bersangkutan sedang tidak berada di rumah, maka pada tanggal 12

Januari 2006, Terbantah dengan didampingi Kuasa Hukumnya

melaporkan perihal peristiwa Kongkrt yang dialaminya sebagal korban

CEWFUaT dan Wy.Rumani sehubungan dengan Perjanjian Jual Beli

(ST Al 04 Pebruari 1997, diKantor Kepolisian Resort Metro Jakarta

e

TTiur, sebagainiana ternyata dalam ourat Tanda Terim olisi
No.Pol  T8/K/ARESTROJA K'TIM, Tanggal [2 Joppar], 20006, atas nama
N_X.Surlo Uli Tambunan sebagai Pelapor (Bukti T-3) ;

Lal, 7 dari 20 Puotusan No.2Y AL O2009/ PN KL T
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10,

Rahwa 54;::1135 Surat Panggilan Polist _ No.Pol :
SP.PglS.14/1/2006/Reskrim_tanggal 19 Januar fﬂDrS, atas nama Rizal
Suratno (svami Terbantah) dan Edy Kolopaking (anak Terbantah), maka
W 73 Januani 2005, Rizal Suratno dan Edy Kolopaking,
musing-masing telah diperiksa sebagai saksi olch.Penyidik. Kemudian
sesuai Surat Panggiian Polisi No.Pol : SP.Pgl/1205/S.14/11/2006/Reskrim,

.........

rangeal 28 Pcbruarﬁ_EﬂOfi atas nama Ny.Surto Uli Tam bunan maka pdda
tanggal 08 Maret 2006, Terbantah j juga telah diperiksa S{’.ba“cli saksi oleh

Penyidik pada Rantor Kepclisian tersebut (Bukti T-4 s/d T-6) ;
Buhwa sckira satu minggu setelah pemeriksaunnya (sckira) tersebut

distas. Terbantah  baru mengetahui bahwa Ny Rumant telah pergi
meninggalkan rumah tinggaloya tersebut yang telih dibayar lunas sesuai
larga jual vang disepakati oleh Ny.Rumani beserta suami , Masri Ma’rufl

(saat it. masih hidup) dengan Terbantah sebagaimana Suxat Perjanjian
Jual Beli tertangpal 04 Pebruari 1997, setelah melihat sendiri bahwa
cumah lersebut telah kosong, dan setelah ditanyakan kepada Imelda anak
Terbantah, yvang tinggal bersebelahan dengan rumah tinggal Ny.Rumani

7w lersebut, seria kepada warga sekitar, maupun kepada Ketua RT.004 Rw,
| "'f"f,,{}{jlx kel Mdtdkd Kers.Duren Sawu Jakarta Timur 13460, tidak ';alupun
. “diantara mercka yang mengetahui perihal kapan, mengapa dan kemana
I'._.,\Jy Rum.uu beserta anak-anaknya pe:rghpmdah 7 Dan mengenai " hal
'“ ELI'SEIO 1t segery disampaikan Terbantah kepada Penyidik ;

T?;ahwa du.ngan Surat Peinberitahuan Perkembangan Hasﬂ Penyelidikan

_:-Mt: IPDJ 15746/V11:2006/Res. Jt, tanpa tanggal dibulan Juli 2006, yang
" ditandatangani oleh Daniel Tifaorna, Sik, selaku Kasat Resknim Polres
“Metro  Jokarta Timur, yang disampaikan kepads  Terbantah  pada

pokoknya menerangkan bahwa Ny.Rumani tidak dapat dipersangkakan
pasal 378 KUMP dan 372 KUIHi Berdasarkan petunjuk Penuntut Umum
dar. Kejaksaan TIogeri jakaria 1imur sebagaimana ternyata dalam Surat
PEmbertahiuan Perkembangan Hasil Penyldikan tersebut (Bukti T-7) ;
Bahwa selanjutnya Terban i Kuasa Hukumnya dari Law Office
Ampera berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanpgal 12 Jum 2007,
mengajukan gugatannya terhadap Ny. Rumani_denpan Register Perkara
Nomor . 243/Pd0 02007 PNk Tim, tertanpoal 31 Apustus 2007, atas
nama Hy.Surto Uli Tambunan, scbagai Penggugat melawan Ny Rumani,
sebagai Tergugat, sebagaimana ternyata dalam Surat Gugatannva
(Crianypal 78 Agustus 2007 (Bukti T-8A dan T-8B)

. Bahwae atas pugatan Terbantah tersebut maka pada tanggal 09 Januari

2008 putusun dalam Perkara Nomor @ 243/Pdt. G/2007/ENLJKL Tim,
dibacakun vlch Mujels  1lakim  aquo, dengan amarnya antara “lain
berbunyi schagai berikut : (Bukti T-9)

MENGADILI :
Menyatakan anatara Penggugat dan Tergugat telah terjadi jual beli
sebidang tanah berikut kios yang berdiri diatasnya terletak di JI, Mawar
tMerah VI Blok 35 Rt,002, Rw.007, Kios No.C, Kel.Malaka, Kac Duren
Sawit, Jakarta Timur 134060, dengan batas-batas :

- Utara : Mesjid Baitul makmur ;
- Selatan - Jl.Mawar Merah VI ;

- Timur : Kios Milik sdr.Basir ;

- Barat : Sekolah TK Islam ;

- Memenntahkan kepada Perum Perumnas untuk mencatatkan jual beli

Hal, ¥ dar 20
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sebaaimuna surat perjanjian jual beli tanggal 4 Pebruan 1997 dalam
buku daftar untuk keperluan tersebut ;
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- Menghukum Tergagat untuk mengosongkan / menyerahkan (anah dan
bangunan kios yang berdiri diatasnya terletak di Jl.Mawar Merah VI
Blok 35 Ru002, Rw.007, kios No. ¢, Kel.Maluka, Keeo Duren Sawit,
lakarta Timur 13460, dengan batas-batas :

o o C Mesjid Doital makamore
- Selalan - Jl.Mawar Merah VI
- Timur - Kios Milik sdr.Basir ;

- Darat : Sckolah TK Islam

Bahwa terhadap Putusan Pengadilan tersebut diatas, Tergugat maupun | pihak

yung t*_akLnumngm tidak FﬂE_J:E_]Uk‘H'I upaya | hukum schapgaimana waktu
yang ditenlukin’ undmgundahg, in casu, !4 tmn setefah diberitahukannya

__ it Sl

putlsan aquo  sesuai _ Relaas — Pemberitahuan Putusan

N0.243/Pdt.Gr2007/PN. Jkt.Tim, tanggdl 18 Maret Lﬂ{:g (Bukti T-10), maka
sah din berdasarkan hukum bahwa sejak tanggal 1 April 2008, Putusan
Pengadilun tersebut telah mempunyai kekuatan hukum _telap (mi\nmht van
W clin uduiuh -.uh dun berdasurkan hukum [m_l podeh karena itu telabh

terjadi jaal beli anrtara “Surto Uli Tambunan 'I:PE_IHI;J.bt:“-"I[LTb“lI‘IIEh} dcngan

Ny Rumani (1 Emmkaemua\ sebagalmana perjan;ian jual beli tangpal 4

L o

Pebrunti 1997, dan ¥ arena itu pula sejak tanggal 4 Pebruari 1997, Surto Ul

E -1z-ns11hu:mn (Terbantah) adalah pemilik yang berhak atas sehidang tanah

1m1|]~,u brangennn kios yang terletak di JEMuawar Mol VI ok 35 14 (002

I{w{{? Kios No.C,Kel.Malaka, Kee.Duren Sawil, Jukarta Timur 13460,

EiLI’Ibd.H hulas-batas

1' - Utara : Mesjid Baitul makmur ;
- Sciatit L NMawar Merah VI
- imur ' Kios Milik sdr.Basir ;
- Barat : Sekolah TK Islam ;

Bahwa oleh l\drem ity batal df;ml hukum (null .::U'ld mldu .‘:«t:“dld erbuataﬂ m

[ L e
4 g s

.....

i Rl 002 Rw GD? Ku::us No.C, kel.Malaka, Kec. Duxcn Sawit, Jakarta Timur
| 3450, dengan batas-batas !

- Utara : Mesjid Daital makmur .
- Selutin L Mawar Meral VI
- Timur + Kios Milik sdr.Basir ;
- Naral : Sekolah TK Islam :
L Dhabwa odeh ke T potac bdad dendd bolcson Al Toad T Ne i/ 2006

tertangpal 25 Pebruari 2006, “yang dibuat UME‘:&!‘: “‘Adripisz, Notaris di
Jakeauta, Karena bens;kan perbuatan hukum tidak sah, in casu, jual beh
alas hLbld'l['lE_ﬁ_dﬂ h berikut kut bangunan kios tersebut diatas, yang dilakukan

UMM Chdlrma (F‘L,mbt:il) dan Ny.k Rumam (Penjual), nmkd jU;lt beli

e ey = e g e ALy e S

lmlul

5. Bahwa demikian juga batal demi hukum terhadap perbuatan hukum_yang

cilakukan oleh Ny.Lina y Chairina_(Wakif) pada tanggal 28 Juni 2008, in

cusu nu:wakr.lﬂmn tanah oveserla bangunan Kios tersebul kepada E‘Lmh'\nidh
[Numr} dori dan oleh kd.[‘ﬂnﬂl]}’ﬂ (idak sah dan cacal hukum Wakal maupun

|krar_Wekaf yang dilaksanakan terhadap harta wakaf yang tidak _dapat

diwake fkun karena perolehannya didasarkan ‘pada_suatu sebab yang tidak

1_1_@_]_% in casu, Ny Rumani tidak berhak menjual ldnah beserta bangunan
kios tersebut. Oleh karena itu berdasarkan ketentuan paqal 15 UU Wakaf

Flal. 9 dari 20 Putusan No.291/1Pdt.G/2009/PN.Jkt.Tim
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maka harta benda wakaf  tersebut dimiliki dan dikuasai oleh Wakif secara
Lidak sah (vide pasal 15 U, Wakal) ; i)

16.Bahwn ol=h Kkarena itu berdasarkan uraian pada angka 13 s/d angka 16
jawaban tersebut diatas, maka dalil angka 11,12,13 s/d angka 16, serta angka
1 8 dalam Surat Bantabhan Pembantah naruslah dinyatakan ditolak ;

7. Bahwa kemudian sekira pada tanpgal 1 Apustus 2008, Terbantah bersama-
swia dengan Kuasa Hukumnya ketika itu (Erni Simamora, SH, Advokad dari
Law Office Ampera, beralamat di Jalan Gunawarman No.51, Kebayoran
Baru, lakarta Seclatan), telah memasang Pengumuman bahwa © Berdasarkan
Putusan  Pengadilan  Negeri1  jakarta  Timur dalam Perkara
No . Z43/Pdt G/20079PN.Tkt. Tim, tanggal 9 Januari 2008, bahwa Surto Uli
Tambunan acalah sebagal pemilik yang berhak atas tanah berikut bangunan
kios yang merupakan obyek sita cksekusi aquo, namun keesokan harinya
Terbaniah mendapatkan telah terjadi ‘pengrusakan ~terhadap papan
pengumuman dan pitu depan rumah tersebut ; : B

1§, Banhwa kemudian lerpantan melaporkan kejadian pengrusakan tersebut ke
Kanwn Kepolisian Resort Metro Jakarta Timur sebagaimana ternyata dalam
Sural Tanda Terima Laporan. Polisi No.Pol . [430/K/VIR2008/RES. T,
lertungpal 16 Agusius 2008 (Bukti T-11) ;

190 Bahwie selanjulnys }lerdﬂﬂclfkdﬂ Surat _dari Penyidik dengan No.Pol

Fame 13/8603/X11/2008/RES.JIT, (ertanggal 15 Desember 2008, mengenai Surat

A Pemberitairuan Perkembangan Hasil Penyelidikan yang dutu;ukan kep[ada

R Tuhlu‘iinh seloky Lelapor nquo, makn dikelnhui Pembantah baliwa Penvidik

b h,lkllw nuhtku}gdn [::-:.m{.,niggddn terhadap Saksi-saksi vang sl satunya adalah
s, HoTasininto {l‘cmh-mtﬂh] (Bukti T-12} .

20.Buhwe oleh kwrenn T jelus Dry. 1 Tagminte menpclubui peribal Putusan

- Penpadilan_dalam Perkara No 24 3/PACGRO0T/PN Ik im. schingga dalil

angka 19, Sural Bantahannya yang menyatakan sebapi berikut
Bahwa sampai terjadinya Sita Eksekusi aquo pada ianggal 13 Agustus
Pembantah tidak mengetahu adanya Perkara
No.243/Pdt.G/2907/PN.Jkt. Tim” Adalah tidak benar dan berdasarkan hukum,
dan merupakan suatu bukti kebohongan konkrit dari Drs.H.Tasminto
mengeingi ha tersebut, dan karenanya Pembantah yiang demikian bukunlah
Pembuntah yang beritikad baik, dan oleh karena itu dalil angka 19 dalam
sural bantahan Pembantah haruslah dinyatakan ditolak ;

21 17ahwa  Terbantah secara pribadi Juga telah muma]ukdn permohonan
J‘n_mi‘niuimnn LL,_ptul.h Kantor Pertvaban, h\LL{,E}’.d shakatta - Eunar lt_rlh_LILJ
SCPTTTRAT TTak Guna ! sunpunan No. 2080 atas numa Ny, Rumani, schagaimana
(CTyata dalunt surat Terbantah pada bulan Desemibner 2008 (Bukt T-13A)
dan Kwitansi Tunda Terima Pembayaran Uang Pembayaran  Pencatatan
P hToRTTIN o juo tlertinggal 23 Desember 'F'ﬂ:’ 18 (Huim 1oy

220 Baliwa alus pu:nmh Ketua Pengadiian Negen Jukarw Timur sebaguimana
lersebut uaiam Surat Penetapan No.04/2009 Fks. Jo.
No 243/Pd1.GR20CT/INIRCTim, tanggal 16 Juli 2009 (Bukt T-14A), dan
sesuai Berita Acara Sita Eksekus N@.04,2009
Iiks.Jo.No 243/Pdt.GG/2007/PN Jkt.Tim, tanggal 13 Agustus 2009 (Bukti T-
) maka pada hart Kamis, tanggal 13 Agustus 2000, Jurasita Pengadilin
aquo telah melaksanakan Sita Eksekusi terhadap sebidang tanah dan
bangunan kios yang berdiri diatasnya terletak di JI. Mawar Merah VII Blok
35 RL.OG2 Rw.007, Kios No. C, Kel.Malaka, Kce, Duren Sawit., Jakarta
Timur 13460, dengan batas-batas :

- Utara : Mesjid Baitul makmur ;
- Selatan : J.Mawar Merah VII ;

- Timur : Kios Milik sdr.Basir :

- Bural c Sckolah TK Islam

Flole FOEc b 200 atvmey Noc 29000 C2000/0N KL T

, Lisa Olivia Enjelina, FHUI, 2011



Tinjauan yuridis ...,

Oleh xarenanya Sita Ekusekusi atas sebidang tanah berikut bangunan kmsl
tersebut  diatps ads an berdasarkan pukum ; oo

>3 Bahwa clen karena Perlawanan / Bantahan aquo pada azasnya tidak
menangguhkan eksekusi_sesual dengan Ketentuan pasal 207 ayat (3) HIR,
maka cukup adil dan bijaksana bila eksekusi riil terhadap obyek . sita eksekusi

tersebul dapat dilaksanakan ; |
Berdasarkan keseluruhan duduk persoalan yang menjadi dasar dan alasan yang
didusarkan kepada bukti-bukti tersebut diatas, maka saecara yuridis sangatlah beralasan
bagi Terbantah untuk memohon kepada Yth. Majchs Hakim Pengadilan Negeri Jakarta
Timur, vang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memutuskan dengan

pnarnyn sehagan berikul |

DALAM KONPENSI .
CALAM EKSEPSI:

Menyatakan 3urat Bantahan Pembantah tidak dapat ditenima (niet ontvankelijk
verklaard) ;

25 ‘\Lﬂﬁn PORNOK PERKARA
;_-'_] .';-5 Menyatakan Pembantah adalah Pembantah yang tidak jujur ;
o MLH_}HII dkan oleh kareng itu o menelak  bantaban Pembantah untuk

3 s ,}a.,iurnhnyd
Méﬂ}fa akan Terbantah, Ny.Surto Uli Tambunan adalah sebagai pemilik
I“‘ﬂh} atas sebidang tanah berikut kios yang terletak di Jl.Mawar Merah VII
B[Jk 35 Rt.002 Rw.007, Kios No.C, Kel.Malaka,Kec.Duren Sawit, Jakarta
“Timur, 13460, dmban batas-balas : '

- Hmm : esjid Baitul makmur ;
e L SElatan ML Mawar Merah VI
- Timur - Kins Milik sdr.Basir ;
- Baral : Sekolah TK islam ;

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negern jakarta Timur dalam Perkara Nomor :
24 3P 2007 N IRGTIn, tangeal 9 Januart 2008

4. Menyaiakan oleh karena itu batal demi hukum perbuatan jual beli yang
dilaksanakan oleh Ny.Lina Chairina dan Ny.Rumani serta Akta Jual Beli
No.10/2006 tertanggal 25 Pebruari 2006, yang dibuat oleh Agussah
Mdripisz, SH, Notaris di Jakarta ;

5. Menyatikan a'ch karera itu pula batal demi hukum ikrar Wakal yang
Jisakukan oleh Ny.Ling Chairing kepadiac Drs. T asmimlo yung
dilaksaoakan pada tanggal 25 Juni 2008, serta batal demi hukum segala
perbiaton-perbuatin yang dilaksanakan setelah tangpal 4 Pebraart 1997,
terhadap oy berikut bungunan kios tersebut dalam putusan Perkarn
Numor : 243/Pdt.G/R2007/PNJKLTim, tanggal 9 Januari 2008 ;

6. Men.eriniahkan kepada Drs. H.Tasminto (Pembantah) untuk menyerahkan
tanah dan bangunan kios yang berdiri diatasnya terletak di Jl.Mawar
Merann VI Blok 35 Ru.002 Rw.007, Kios No.C., Kel.Malaka, Kec.Duren
Sawit, Jakarta Timur 13460, dengan batas-batas

- Litari : Mesjid Baitul mukmur ;
- Belilan - Jl.Mawar Merah VI ;
- Timur : Kios Milik sdr.Basir ;

- Baral - sekolah TK Islam ;

epuda Ny Surto Ul Tambunan dalam keadaan kosong dan baik .

7. Menyatakan pula oleh karena Purtusan Pengadilan Negert Jukarta Timur
dalam perkara Nomor : 243/Pdt.G/2007/PN.Jkt. Tim, tanggal 9 Januari
2008, yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) pada
tanggal 1| April 2008, maka Sita Eksekusi yang dilaksanakan oleh Juru sita
pada Pengaditan Negeri Jakarta Timur berdasarkan Sural Penctapan Ketua
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i
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Pengadilan  Negeri  Jakarta Timur Nomor 04/2009.Eks.Jo.
NO.243/Pdt.G/2007/PN Jkt. Tim, tanggal 16 Juli 2009, atas nama Surto Uli
T. mbunan, selaku Pemohopn, sebagaimana Berita Acara Sita Eksekusi
Nomor : 04/2009.Eks.Jo.No.243/Pdt.G/2007/PN.Jkt. Tim, tanggal 13
Agustus 2309, adalah sah menurut hukum ;

Menyatakan pula oleh karena itu Eksekusi riil terhadap Putusan
Pengadilan  Negeri Jakarta Timur dalam Perkara Nomor
243/Pd1.G/2007/PN.Ikt. Tim, tanggal 9 Januari 2008. yang telah
herkekuatan Pukuni tetap (inkracht van gewijsde) pada tanggal 1 April
2008, dan telch dilaksanakan sira eksekusinya telah dilaksanakan cleh Juru
Sita pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur, sebagaimana Berita Acara Sita
Iksekusi Norior : 04/2009 Eks.Jo.No0.243/Pd.G/2007/PN.Jkt. Tim tanggal
13 Agustas 2009, dapat ailaksanakan |

Menyatakan keputusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan lebih h dahulu
(ulivoerbaar bij vuorand) sekalipun Pembantah mengajukan Banding,
Kasasi, ataupun mengajukan upaya hukum lainnya ;

I.lenghukum Pembantah untuk membayar ongkos perkara ini ;

Atal :
Apabila Pengadilan Negeri Jakarta Timur berpendapat lain, mohon

piitusan yang scadil-adilnya (ex aequo et bona).

3 [‘»itﬁﬂllﬂbdﬂb, bahwa atas jawaban Terbantah tersebut diatas, Kuasa Pembantah
rtelah me figajukan T{ephk tertanggal 25 Nopember 2009 dan atas Rapilk Pembantah

)
l.\"

b

ud
il

i

+;ersebuf“1-@uasa Terbantah telah mengajukan Dupliknya tertanggal 2 Desember 2009
> %

Muumhung hahwa untuk  membuktikan  dalil-dalil  gugatannyn Kuasa
Punhdmdh (elah mengajukan bukti-buktl surat berupa .

1. Akta Tusl Beli No.10/2006 tertanggal 25 Februari 2006, vang dibuat di hadapan

O I e |

Notar:s Agussah Adripisz, SH, bukti P-1
Sertifikat Hak Guna Bangun No.208 atas nama Lina Chairina, bukti P-2
Pernyatae Wakal tertunggal 25 duni 2003, buku P-3

Bukti-bukti tersebut Lerupa fotocopy yang telah diberi meterai secukupnya, telah
dicocokkan dengan aslinva dan sesuai ;

Menimbang, bahwa Kuasa Terbantah untuk menguatkan dalil-dalil bentahannya
lebubeng myvkean bhuliti-buk i suead berupo

Ilul,

G,

Sural Kuasa Khusus lertanggal 28 Nopember 2005, dari Ny.Surto Ul
Tanbinan sebagai Femberi Kuasa kepada Para Penasehat Hukum dari
lLembaga Kajian dan Bantuan Hukum Umversnas |7 Agustus 1945 Jakarta
sebapai penerima Kuasa, bukti T-14.

Sural Somasi tertanggal 1 Desember 2005, dari Kuasa Hukum Ny.Surto Uli
Tambunan kepada Ny.Rumani beserta ahli waris dari Alm. Masri Ma’ruf,
bukti T-10 ;

Surat Tands Terima Somasi tertanggal 1 Desember 2000, bukin T-1C
Catan Kuasa Jlukum Ny.Surto Ul Tambunan mengenai pokok-pokok
Kesepakaten Dumai sebagni hasil pertemuan dengan sdr.Anhar {anak loki-
ki culung/ mewakili ahli waris Masri Ma'rul) yang dilaksanakan ditempat
tngpal Ny=rumani pada tanggal 5 Desember 2005, Buku T-2

Sttt Tunda Terimn Laporan Polisi No Pol. 78/K/A/RESTRO JAKTIM,
gl 12 Januari 2006, bukt T-3 ;

Sural Panggilan Polisi No.Pol | SP.Pgl/ / 8.14/1/2006/Reskrim, tanggal 19
Januari 2006, Bukti T-4 ;

Sural Panggilan Polisi No.Pol : SP.Pgl/1205/8.14/11/2006/Reskrim, tanggal
28 Pebruard 2000, bukt 'T-5
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¢ Surat No.Pol 15746/VII/2006/Res.lt, tertanggal  luli 2006, perhal
Pen,beritahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP), bukti 1-6

9 Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Juni 2007, dari Nv.Surto Uli Tambunan
selaku Pemberi Kuasa kepada Advokat dari Law Office Ampera, buktt T-7A

10, Surat Gupatan tertanggal 28 Agustus 2007, vang terdaftar dengan register
Perkarg homor . 243/Pdt.G/2007/PN.Jkt. Tim, tanggal 31 Agustus 2007,
bukti T-7B ;

['1. Putusan Pengadiian Negeri Jakarta Timur nomaor
243/PdL.GR007/PN Ik Tim tanggal 9 Januari 2008. hukti T-8 ;

12, Relaas Pemberitabuan lsi Putusan No.243/Pdt.G/2007/PN Jkt. Tim, tertanggal
IR Maret 2008, bukii T-9 ¢

|3 Surat Tanda Terima Laporan Polisi No.Pol L30T 2008/ RES T,
tertznggal 16 Agustus 2008, bukti T-10;

14, Surat  Pemberitahuan  Perkembangan Hasil  Penyidikan  No.Pol
B/8613/X11/2008/Res. I T, ertanggal 15 Desember 2008, bukti 1-11

15. Surat tertanggal 22 Cesember 2008, dari Terbantah kepada Kepala Kantor
Pertanahan Kodyu Jakarta Timur, mengenal  Permohonan Pemblokiran

_____ Sertifikat Hak Guna Bangunan No.2080, Bukti T-12A ¢

LCLGEG Kewitansi Biaya Permchonan Blokir tertanggal 23 Desember 2008, mengenai

oo TR "'P'Elﬁ,c;latan Rlokir (SPOPP-3.38) HGB.2080, bukti T-12B ;
.- '_':ﬁ'}:-"-!"?_.f-,-S\hr-ﬁ“tﬁ‘ Penetapan Ketua Pengadilan Wgeri Jakarta Timur No. ()4/2009 Eks.

LN % 0hs@l2.43/Pd 1 G/2007/PN Jkt. Tim, tertanggal 16 Juli 2009, bukii T-13A
%“fﬂ e S;'-"-B%rﬁ_ei} Acarg Sita Eksekusi No.04/2009 Eks.Jo.
| .

;-:.I*{p} h}ﬁ.if?’dLGf’ZDD?a’PNJkt.Tim, tertanggal 13 Agustus 2009, bukti T-13B ;
“*‘u:.-q_‘j‘-'t@u_kti‘-’ﬂukti rersebut berupa fotocopy yang telah diberi meterai secukupnya, telah

dicﬁzﬁﬁﬁ;ﬂ denpan aslinya dan sesuas, kecuali bukti T-4 s/d T-7B dan T-10, hanya
berupa fotacopy fanpa diperlibatkan aslinya dipersidangan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya, selain bukti tertulis, Kuasa

Pembantah juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah membernkan kelerangan
dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut
I, Saksi il.Baidowi .

T Bahwa saksi mengetahui pelaksanaan ikrar wakal pada angpal 25 Juni
2008 saat itu Ny.Lina Chairina tidak hadir, yang hadir saat itu adalah
ayah kandung Ny.Lina Chairina ;

. Rahwa penyerahan Sertifikat Hak Guna Bangunan dan Akta Jual Beli
No.10/2006 tanggal 25 Pebruari 2006, dilakukan oleh ayah kandung
Ny.Lina Chairina kepada Drs. H.Tasminto selaku Ketua Umum Pengurus
Masjid Baitul Makmur ;

. Pahwa saksi tidak mengetahui apakah ayah kandung Ny.Lina Chairina
telah diberikan kuasa oleh Ny.Lina Chairina untuk mewakilinya dalam
pelaksanaan ikrar wakaf tersebut ;

Nuhwa pada saat pelaksanaan ikrar wakaf terscbut saksi tidak melihat
adanya Surat Kuasa dari Ny.Lina Chairina kepada ayah kandungnya ;
Bahwa pelaksenaan ikrar wakal tersebut tidak dilakukan  dihadapan
I'ejabat Pembuat Akta tkrar Wakal';

Rahwa tanah yang diwakafkan tersebut lokasinya berdempetan dengan
Mesjid Baitul Makmur ;

Bahwa setahu saksi tanah yang diwakatkan itu diperuntukkan untuk
Taman Pendidikan Alquran (TPA) ;

Bahwa saksi tidak pernah berbicara dengan Ny.lLina Charrina mengenal
tanal, yang diwakatkan itu ;

ah wa saksi tidax kenal dengan Ny.Surto Ul Tambunan |
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-

Bahwa saksi tidak mengetahui adanya perjanjian antara Ny.Rumani
dengan Ny.Surtv Uli Tambunan mengenai jual beli sebidang tanah
berikut bangunan kios tersebut ;

Bihwa saksi tidak tahu jika Drs, H.Tasminto pernah dipanggil oleh
Penyidik dani Polres Jakarta Timur sehubungan dengan laporan Ny.Surto
Uli Tambunan tentang pengrusakan pintu rumah/ kios yang di wakafkan
lersebul :

2. Saksi Drs.H.SUJWARNO :

Bahwa pada saa. pelaksanaan ikrar wakal tanggal 25 Juni 2008, ada
penyerahan Sertifikat HGB, Akta Jual Beli No.10/2006 tanggal 25
Pebrucri 2006 dan PBR kios/ rumah yang diwakulkan, yang discrahkan
aleh ayah kandung Ny.Lina Chairina kepada Drs. H.Tasninto selaku
Ketua TImum Pengurus Mesjid Baitul Makmur |

Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ayah kandung Ny.Lina Chairina
telah diberikan kvasa oleh Ny.Lina Chairina untuk mewakili Ny.Lina
Chairina dalam pelaksanaan ikrar wakaf tersebut ;

Bahwa pada saat pelaksanaan ikrar wakaf tersebut saksi tidak melibat
adanya Surat Kuasa dari Ny.Lina Chairina kepada ayah kandungnya ;
Dahwa velaksanaan ikrar wakaf tersebut tidak dilakukan di hadapan
I’Lylbﬂ Pembuat Akta Tkrar Wakaf ;

Buhwa tanah yany diwakafkan tersebut lokasinya berdempetan dengan

T'UIE:SJIL‘I. Raitul Mukmur ;

Bahwa tanah yang diwakafkan itu diperuntukkan untuk Taman

"E:I'!d idikan Alquran (TPA) ;

B'lh{va suksi tidak pernah berbicara dengan Ny.Lina Chairina mengenai
ta.n.ah yang diwakafkan itu ;

Bahwa saksi tidak kenal dengan Ny.Surto Uli Tambunan ;

" Bahwa saksi tidak mengetahui adanyﬂ perjanjian antam Ny.Rumani
dengnn Ny Surto Uli Tambuan mengenai jual beli sebidang tanah berikut
banguran kics lersebut ;

Bahwa saks: tdak tahu jia Drs. H.Tasminto pernah dipanggil oleh
Penyidik dari Polres Jakarta Timur sehubungan dengan laporan Ny.Surto
Uli Tambunan tentang pengrusaxan pintu rumah / kios yang diwakatkan
tersebut

Menimbdné,, bahwa unwk membuktikan gugatannya, selain bukti tertulis,
Kuasa Terbnntah  juizn mengajukan 3 (tigg) orang  soksi  yang {eloh _mcemehrikan

KCleranpan di bavah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut

1.Saksi Santi, SH :

Bahwa saksi adalah salah seorang Kuasa Hukum daro Lembaga Kajian
dan Bantuan Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta (LKBH)
yang pernah dibeii kuasa oleh Ny.Surto Uli Tambunan untuk
bertindak sebagal Kuasa Hukumnya

Bahwa suksi mengetahui ada surat jual beli kios / rumah antra alm.
Bayung/ Ny .Rumani kepada Ny.Surto Uli Tambunan (Ny.Ritzal Suratno)
scharga Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) sccora cicilan
atas permintaan Ny.Rumani, karena mereka masih menempati kios /
rumah tersebut untuk menyelesaikan kuliah anaknya di [KIP, sekarang
Jniversitas Jakarta ; .

Bahwa saksi pernah “menyegel/ menempelkan™ pengumuman, setelah
meminta ijin kepada ketuu RT setcmpat, bahwa rumah/kios tersebut yang
pada akhir buian Desember 2005 telah ditinggal pergi oleh Ny.Rumani
dan anak-anaknya sedang berada dalam sengketa, dan berdasarkan
pengumuman fersebut sakst o yakin o oparn tetangga Alm.
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Buyung/Ny.Ruman: atau warga sekitar tahu bahwa Kios / rumah tersebut
sedang dalam sengketa ;

2. Saksi Erdang Sukandar :

T . Bahwa benar telzh tevjadi jual beli antara Ny.Rumani beserta Pak
Mua'ruffBuvung (suami Ny.Rumani) dengan Ny.Surto Uli Tambunan
werhadap sebidayp tanah Lerikut bangunan kios milik Ny . Rumani vang saat
ini menjad: objek perkara aquo ;

- Bahwa saksi mengetahui jual beli tersebut, dan dari awal hingga sekarang
scksi masih tetap menjabat sebagai Ketua Pembangunan Mesjid Baitul
Makmur ;

- Buhwa masyarakal sckitar sudah tahu dan bukan rahasia lagi jika kios /
rumah yang ditempati Alm. Buyung/ Ny.Rumani sudah terlebib dahulu
Cijuai nlen Alm. Buyung serta Ny.Rumani kepada Ny.Surto Uli Tambunan
(Nv. Iitzal Suratno) ;

- Bahwa saksi sengaja tidak mau menghadiri p61aP5dnaan ikrar wakaf pada
tanggal 25 juni 2008 tersebut, karena saksi tahu persis jika kios / rumah
vang hendak aiwakafkan tersebut sudah terlebih dahulu dijual oleh
Ny .Rumani beserta Pak Ma'ruf (Alm. Buyung) kepada Ny.Surto Ul
Tambunan ;

Bzmwa Ny Rumani beserta anak-anaknya pindah dari kios / rumah tempat
il nggd!ma rersebut pada malam hari ;

Bdh va ada batas pagar antara kios / rumah Ny.Rumani dengan Mesjid

|Bmlui Makmur

; bcﬂxb‘} Sugir -
AN - Bahwa saksi adalah temau akrab dan teman bermain sekaligus tetangga
"*-:%_ * Afm. Buyung serta Ny.Rumani ;
gt '._* ‘Bahwa saksi pernah dimintai tolong oleh Alm.Buyung serta Ny.Rumini

untuk menjual kios / rumah tersebut secara diam-diam kepada orang lain ;

- Bahwa salsi tidak mengetahui kalau Ny.Rumani menjual lagi rumah fkiﬂs
terecbut kepada Ny.Lina Chairina, karena scpengetahuan saksi kios /
rumah tersebut sekitar tabun 1997 telah dijual oleh Al Buyung serta
My Rumani kepada Ny.Surto Uli Tambunan (Ny.Ritzal Suratno) ,

- Bahwa saksi baru menegtahui jika rumah / kios tersebut dihibahkan oleh
Ny.Lina Chairina kepada Drs. H.Tasminto (Ketua Umum Pengeurus
Masjid Bitul Makmur) setelah saksi membaca tulisan yang ditempelkan
nada dinding kios / stumah tersebut, sekitar 2 tahun yang lalu (tahun 2008) ;

- Buliwa saat ini kivs / rumah terscbut dalam keadaan kosonyg ;

Menimbang, bahwa pada akhir pemeriksaan perkara ini, baik Kuasa Pembantah
maupun Kuasa Terbantah tzlah _mengajukan kesimpulannya yang masing-masing
tertanppal 11 Pebruari 2010 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pihak yang berperkara mengatakan bahwa
mereka tidak ada meagajukan sesuatu lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, buhwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka scgala
sesuaty yang ermuat dalam Berita Acara Persidangan Perkara ini dianggap lcrmasuk
dalam putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA
Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Pembantah adalah

sebagaimana tzrsebut diatas :
DALAM EKSEPSI :
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Menimbang, bahwa dalani jawabannya selain mengajukan jawaban atas gugatan
Pembantah, Terbantah jupa telah mengajukan eksepsi dengan dalil sebagai berikut :
| Surat Kuasa Khusus dan surat bantahan Pembantah tidak sah dan cacat
hukum karena tidak sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (5) UULRIL
Nator |3 whun 1985 tentang Bea Maleral |
Z. Garat Kuasa Khusus Pembantan tidak sah karena tidak jelas dan tidak
merinet schingua tidak memenuhi syarat formil Surat Kuasa Khusus |

Menimbang, balws menutut Terbantah  pada materi cksepsinya point |,
mendalilkan bahwa dalam pasal 7 ayat (5) Undang-undang No.13 tahun 1985 tentang
Bea Materai, disebutlzan jixa sebuah surat yeng dibubuhi oleh materai sebagian tanda
tangannya harus diatas kertas dan sebagian lagi diatas meterai tempel, schingga jika
lidak dipenuhi maka menurut pasal 7 ayat {9) Undang-undang No 13 tahun 1985 tentang
Mes Maternn, makea serat teesehutl dinngpap tidok bermcterai, schingpa Sorat Khuasa

Kohusus tersebut dak ada yang mengenal meteral lempelnya |

Menimbang, bahwas namun demikian, pasal 8 Undang-undang No.13 tahun 1985
tentang, Bea Malerat, raenyatakan jika suatu surat yang bea melerainya kurang atau tidak
dilunasi atau diongeap Gdak bermeterai, langsung menjadi batal dan tidak sah, dalam

sl teeschul hanya diatur jike hal itw erjadi maka pemegang dokumen teesebutl akan
hE _ciskuuu denda sebesar 200% (Jua ratus persen) dar bea madteral yang wujar dengan
Y cura permoteraidn kemudian |

Meninthang, vahiwa dengan dendkian wolaupun Surat Kuasa Khusus I‘umhunluh
dianggap !_IEJ;JL bermetoran, nmmun Surae Kuasa Khusus tersebut udaklah menjadi batal

L dan tduak sah, dun Kuasa Huxum Penibantah hanya dikcnai denda sehesar 200% saja
. dari bea meterin yung walar dengan cara penempelan meterai senilai denda tersebut dan
“dapal- dilakukan xemudian, schingga dengan demikian materi_cksepsi Terbantah pada

pomt b harnslah ditola

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam materi eksepsinya pada point 2, Terbantah
menyatakan jika Sura. Kuasa Khusus Pembantah tidak sah karena tidak menyebutkan
dasar penerimaan wakal oleh Pembantah, sehingga tidak memenuhi persyaratan
schagaimana ketentuan dalam pasal 123 ayat (1) HIR dan SEMA Nomor 6 1ahun 1994,
tanggal 14 Oktober 16094 | '

Menimbang, bahwa seteiah Majelis teliti Surat Kuasa Khusus yang diberikan
oleh Pembantah kepada Kuase Hukumnyg, temyata dalam Surat Kuasa Khusus tersebut
el dicinmikinn identitus Pembert dan Penerima Kuosa, menycbutkan objek masaluh
dan siara yang menjadi subycknya, serta telah pula disebutkan mengenai kompetensi
relatiCmaupun absolut dimana Surat Kuasa Khusus tersebut akan digunakan ;

Mot ng, bohwa dengan teloh discbutknnnya hal-hol tersebat dintas, maka
menurnt et Mojelis Surat Kuasa ichusus dart Pembantah Kepada Kuasa Hukuminya
tersebut telah muinervh, persyaratan sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 123
ayat {1} HIR dan SEM# Nomor 6 tahun 1994, tanggal 14 Oktober 1994, dan mengenai
dusar penerimonn wakol oleh Pembantah menurut Majelis harusnya disebutkan dalam
posila gugatan Pembantah dan hal tersebut sudah dilakukan oleh Pembantah dalam surat
gugatannya, sehingga dengan demikian materi eksepsi point 2 ini pun harus ditolak ;

Menimbang, buhwa berdasarkdn pertimbangan-pertimbangan  tersebut  diatas,
maka eksepsi yang ciajulan oleh Terbantah haruslah ditolak seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :
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Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam pugatan Pembantah
adalah- =bagai berikut :

Bahwa Pembantah adalah Nazhir/Penerima Wakal atas tanah dan
bargunan kios yang terletak di JI. Mawar Merah VIl Biok 35
Rt 0NZ:Rw.07, kiosftoko No.C, Perumnas Klender, Kelurahan Malaka
Java, Jakaila Timur, dengan bukti kepemilikan berupa Akta Jjual Beli
No.10/2006 tertanggal 25 Februari 2006, Notaris Agussah Adripisz, SH
dan Sertifikat Hak Guna Bangunan No.2080, berdasarkan ikrar wakaf
tertanggal 25 Juni 2008 ;

Bahwa berdasarkun Penetapan Ketua Pengadilan Neperi Jakarta Timur
No.04/2009 Fks.Jo.No.243/Pdt.G/2007/PN.JkLTim, tctanpeal 16 Juli
2009, terhadap tonah dan bangunan tersebut diatas telah dilakukan sita
eksekusi oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 13
Agustus 2009, sesual dengan Berita Acara Sita Eksekusi No.04/2009
Eks.Jo.N0.243/Pat.G/2007/PN.Jkt. Tim

Bahwa menurut Pembantah, sita eksekusi yang telah dilakukan tersebut
ridak sah karena tenah dan bangunan tersebut diatas telah terlebih dahulu
diwakatkan olch Ny. Lina Chairina pada tanggal 25 Juni 2008 ;

*Menimbang, bahwa atas gugatan Pembantah tersebut, Terbantah telah
mengﬂj uRMJawaban yang pada pukoknya sebagai berikut :

..r' _-' .':‘  FerE R

b 1T

s _;Bahwa terbantah telah membe!i tanah dan bangunan kios vang terletak
'Ed! 1. Mawar Merah VII Blok 35 Rt.002/Rw.07, kiosftako No.C,
Lerumnas Klender, Kelurahan Malaka Jaya, Jakarta Timur, berdasarkan
P&r_;dnyan Jua! Beli terianggal 04 Pebruari 1997 dari Ny, Rumani :
~Bahwa herdasarkan kesepakatan damat tanggal 12 Desember 2005, telah
" discpakati hal-hal sebagai berikut :

S Ny surto 1/l Tambunan bersedia memberikan tambahan uang pembelian
schidang tannh berikut bangunan tersebut kepada Ny Runumi yakni scbhesar
Rp.25.000.009,~ (dua puluh lima juta rupiah) dengan syarat - syarat scbagai
berikut

Nv. Ruman! diberikan kesempatan untuk berkemas sambil menunggu
pengurusan surat-surat tanah berikut bangunan tersebut (sekitar 3 bulan)
olch Ny.Surto Uli Tambunan ;

Ny. Rumani akan membantu mengurus surat-surat tanah berikut
bangunan tersebut ;

[.ine scra teleponaya dibawa oleh Ny.Rumani denpgan alasan karena
dipergunakan schugal mata pencaharian schagai penjual (susu kambing)
Jinn sudah panyik pelanggan yang mengetahii nomor ielepon lersebut
Apabily Ny.Surto Jli Tambunan telah sclesai mengurus sural-surat tanah
berikut bangunan tersebut, supaya menyerahkan asli surat perjanjian dan
Lwilinst tadu terimapembayarannyn kepoda Ny R unn

Bahwa uung sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)
lersebut diatas dibayar tunai setelah pengurusan surat-surat sclesai (Buku
122y

Rahwa (ernyata esepakatan damai tersebut telah dibatalkan secara
senthak olch pihak Ny.Rumani tanpa alasan yang jelas

Bahiva  atas perbuatan  Ny.Rumani  terscbut  ‘lerbantah  teluh
melaporkannya kepadz Kepolisian Resort Metro Jakarta Timur,
sebagaimana teryata dalam Surat Tanda Terima laporan Polisi No.Po] :
THKIRESTROJAKTIM, tanggal 12 Junuari 20006 ;

Bahwva satu minggu setelah Terbantah diperiksa oleh Penyidik dari
Kepolisiun Resort Metro Jakarta Timur, Terbantah baru mengetahu] Jika
Ny.Fumani dan anak-anaknya telah pergi meninggalkan tanah dan
bangunan yang terletak di JI. Mawar Merah VII Blok 35 Rt.002/Rw.07.
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__.__

kios/toko No.C, Perumnas Klender, Kelurahan Malaka Jaya, Jakarta
Timur, secara diam-diam ;

- Esahwa Terbantah kemudian mengajukan gugatan kepada Ny.Rumani di
Pengadilan Megeri Jakarta Timur dengan perkara
No.243/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Tim, yang telah diputus pada tanggal 9
Januari 2008 ;

- Behwa dalam puwsan tersebut dinyatakan jika Terbantah adalah pemilik
yang sah atas tanah dan bangunan kios yang terletak I Mawar Merah
VIl Blok 35 Rt002/Rw.07, kios/toko No.C, Perumnas Klender,
Keilurahan Malaka Jaya, Jakarta Timur, ;

Bahw4 Putusan tersebut diatas telah memiliki kckuatan hukum tetap
(inkracht van gewijsde), karena sampal batas waktu yang ditentukan tidak
ade pihak yang mengajukan banding terhadap isi putusan tersebut |

Menimbang, bahwa dan apa yang didaliikan oleh Pembantah telah disangkal dan
dibantah oleh Terbantah, oich karena itu dengan hukum pembuktian, maka sudah
= Seharusnya upaya pernbuktian dibebankan lebih dahulu kepada pihak yang mendalilkan
{ﬁrﬁebu! yaitu kepada Pembantah ;

'\.",- "n.
\J.‘L
V708 Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut,

Punbﬂaﬂniah lelah mengajukan bukii- bukti untuk itu berupa surat yang diberi tanda P-1

s/d -3 dan 2 (dua) orang saksi, sedangan pihak Terbantah untuk mendukung dalil-dalil
mn;:kniann}d leath mengaj ukcm bukti-bukti untuk itu berupa sural yang diben tanda T-1

; z.s’d l-l_ﬁB dan 3 (tiga) orang saksi ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan pokok perkara
tni, maka Majelis tidak akan mempertimbangkan bukti-bukti surat yang tidak dapat
diperlihatkan aslinya dipersidangan, namun terhadap bukfi-bukti yang walau tanpa
diserta aslinya tetapi tidak ditantah oleh pihak Terbantah, maka Majelis dapat
menerimanya scbugai Luktt dalam perkara ini ;

Meninibang, bahwa P-1 adalah berupa Akta Jual Beli No.10/2006 tertanggal 25
Februari 2006, yang dibuat dihadapan Notaris Agussah Adripisz, SH, dimana dalam
Akta Jual Beli tersebut dikatakan jika Ny.Lina Chairina telah membeli objek sengketa
dart Ny Iomant dan anak-anaknya selaku abl waris dari Alne Maset MacCrul, pada
tanggal 25 'ehruan 2000 ;

Menimbang, buhwa  atas jual beli tersebut telah dilakukan peribahan nama
nemieinng hak atas objek sengkota dalam Sertifikar Hoak Guna Banpuanan Na 2080, dar
alivi g Ny Rumani kepoado Ny, Lina Chairina (vide bukt 1:-2) ¢

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 25 Juni 2008, atas objek sengketa
lerschut telah diwakalkan oleh Ny.Lina Chairina kepada Pembontah schagai tercantum
dalam Tkrar Wakal lerlangual 25 Juni 2068, dimana atas ikear tersebut dibenarkan oleh
pira saksi yang digpukan olch Pembantah (vide bukti P-3) ;

Muenimbang, bohwa pamun demikian para saksi yang diajukan oleh Uerbantah
lernyaty menyalakan jika pada saal ikrar wakaf tersebutl dibuat, yang melakukannya
adatah ayah kaondung daei Ny Lina Charrina dan pada saat itu para sakst fersebut lule
metihal adanya Surat_Kuasa dari Ny, [ina Chaitina kepada a_ayah kandungnya tersebut”

untuk_melakukgn T Lkrar Wakaf ;

Menimbang, bahwa pasal 18 Undang-undang No.41 tahun 2004 tentang wakaf
berbunyi sebagai berisut

dal. 18 dari 20 Putusan No.291/Pdi.G/2009/PN.Jkt. Tim
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~ Padum hal Wakil tidak dupat menyatakan ik woakal sccira lisan adau tidak
dapat hadir dalam pelaksanaan ikrar wakaf karena alasan yang dibenarkan oleh
hukum, Wakif dapat menunjuk Kuasanya dengan Surat Kuasa yang diperkuat
oleh 2 (dua) orang saksi ™

Nenimbang, bahwa dari bunyi pasal tersebut terlihat jelas jika wakif tidak hadir
karend sualy ulusun yang suh, maka Wakil tersebut harus menunjuk scorung Kuasa
untuk melakukan ikrar wakaf dengan Surat Kuasa yang disaksikan oleh sedikitnya 2
{(dua) orang saksi, naraun dulam ikrar wakaf yang dilakukan pada tanggal 25 Junr 2008
tersebut, leniyata para saksi yang diajukan oleh Pembantah menyatakan udak melihat
adanya sural kuasa dari Ny.Lina Chairina kepada ayah kandungnya univuk melaksanakan
erar wakal dimaksud, selain o juge ketidakhodiran Ny Ling Chairing dalame ikrar
wakaf tersebut tidak Jisebutkan, apakah oleh karena alasan yang dibenarkan oleh hukum
atau tidak. sehingga ikrar wakaf tertanggal 25 Juni 2008 tersebut menurut hemat Majelis

_...telah menvalahi aturan dalam pasul 18 Undang-undang No.41 tahun 2004 tentang wakaf

P
sy

b “Menimbung, buhwa seluin itu scicluh Mujelis perhatikan bukti 1'-3 yung diajukan
(.t oleh Pémbantah, ternyata bukti P-3 bukan merupakan ikrar wakaf, melainkan hanyalah

“ Sural \pernyalaan tertanppal 25 Juni 2008, karena dalam pasal [7 ayat (1) Undang-
Undang-No.41 tahun 2004 tentang wakaf, dikatakan : ** jkrar wakaf dilaksanakan oleh
. i‘?’akiﬂ_ﬁcpmln Nadzir dihadapar, PPAIW (Pejabat Pembuat Akta Tkrar Wakif) dengan
o disakSikan alel 2 El':uﬂrfqurung saksat - selain ttu dalam pasal 17 ayat (2) Undang-undang

“No41 tahun 2004 tentang Wakar, dikatakan * ikrar wakaf sebagaimana dimaksud pada
ayal (1} dinyatakan sccara lisan dan/atau tulisan serta dituangkan dalam Akta lkrar

Wakal oleh PPAIW™

Menimbang, bihwa dengan demikian jelas bahwa Surat Pernyataan tertanggal 25
Juni 2008 vanp dikatakan ol¢h Pembantah sebagai ikrar wakal bukanlah ikrar wakat
sebagaimana dimaksud oleh Undang-undang No.41 tahun 2004 tentang wakal, karena
selain dilakukan oleh ayali kandung Ny.Lina Chairina tanpa adanya Surat Kuasa dari
Ny.Lina Chairina, Surat Pernyataan tersebut tidak dibuat dihadapan seorang PPAIW
(Pejabat Pembuat Akta lkrar Wakif) dan belum dituangkan dalam sebuah Akta Wakaf,
schingpa belum terjadi penyerahun harta benda wakaf schagaimana dimaksud dalam
Undang-undang No.41 tahun 2004 tentang Wakaf ;

Menimbuang, bahwa selain itu juga pasal 15 Undang-undung No.41 twhun 2004
tenting Wakaf, Adikatakan jika havta benda wakal hanya dapal diwakalkan_pikn dimiliki
dun dikuasad oleh Wakil seearg suh, sedangkan dafam perkara o herdasarkan bukt T-8
yang diajukan Terbantah, ternyata objek perkara aquo telah dinyatakan sebagai milik
dan Terbantah den putusan tersebut Juga telah memilikt kekuatan hukum tetap. karena
JCrbantan dulum perkara ini telah chih dahulu melakokan jual beli terhadap objek
parkara aquo dari Ny Rumani berdasarkan Perjanjian Jual Beli tertanppal 174 F'Eﬁﬂu
I_‘J_*_Jf_j__:

Menimbuang, bahwa kepemilikan Terbantah atas ohjck perkara aquo juga
dikuntkan oleh kst duri Teroantah yang bernamuo Eodung Sukandar dan saksi Sugiri
yang menyatakan mercka mengetahui jika objek perkara (elah lebih dahulu dijual kepada
Terbantah scbelum dijual kepada Ny. Lina Chairina oleh Ny.Rumani, sehingga dengan
demikian jelas bahwa Ny.Lina Chairina bukanlah pemilik dari objek perkara yang sah

Menimoang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas
muka Pembantab harus dinvatckan sebagai Pembantah yang tidak benar dan gugalan
yang diajukan olch Pembaptah haruslah ditolak ; — aias

T
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